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Sambutan

Direktur Eksekutif
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismildhirrahmanirrahim

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan
ridhaNya kita dapat menyelesaikan Laporderkembangan

Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020. Sholawat serta salam

senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Ekoromi dankeuangan syariah dewasa ini mengalami perkembangan pesat baik dalam tataran
global maupun nasional. Ekonomi syariah dipretikss tumbuh hingga USD 3,2 triliun pada
tahun 2024, dan menjadi lahan investasi yang potensial bagi para investaiasinpeata
ekonomi syariah bahkan naik hingga 399 persen pada tahun 2018, dengan nilai USD 1,2 miliar.
Tumbuhnya beberapa institusi alomi dan keuangan syariah di beberapa negara

menegaskan hal ini.

Indonesia yang merupakan salah satu negara denganhjuymojpubsi penduduk Muslim
terbesar di dunia (sekitar 240 juta jiwa), menyimpan potensi ekonomi syariah yang sangat
besar. Dengan sumer daya alam yang melimpah serta sumber daya manusia yang terus
meningkat kuantitas dan kualitasnya, Indonesia sesungguéiaymemiliki modal yang besar
untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan Syariah terkemuka dunia. Untuk mewujudkan hal
ini tentu membutuhkan dukungan tidak hanya Pemerintah di tingkat Pusat nhamun juga

Pemerintah di tingkat Provinsi/Daerah.

Laporan Pesmbanga Ekonomi Syariah Daerah 2019/2020 ini merupakan salah satu usaha
KNEKS dalam melibatkan peran serta Pemerifr@ahinsiDaerdn dalam usaha mempercepat,

memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi syariah di berbagai Provinsi di

viii
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Indonesia. Sehiigg hadinya laporan ini diharapkan sebagai sebuah pendekatan dari atas ke

bawah fop-down approaclh) dan pendekatan bawah ke atdsttom-up approach untuk
mendorong peran serta Pemerintah Daerah/Provinsi dalam mengembangkan potensi lokal
ekonomi dan keuagan Syaah sesuai kearifan lokdbg¢al wisdom pada daerah masing
masing. Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019/282@apaj dijadikan
sebagai referensi atau benchmark kinerja Pemerintah Provinsi dalam hal pengembangan
ekonomi dan keuangésyariah Diharapkan setiap provinsi lain di Indonesia dapat mencontoh
dan menerapkan succestory pengembangan ekonomi dan keuanggariah di provinsi yang
dimuat dalam laporan ini. Ke depan, dengan majunya pengembangan industri ekonomi dan
keuangan sy#@h dar tingkat daerabPovinsi diharapkan dapat memperkokoh ketahanan
ekonomi nasional dan mewujudkan visi Indonesia sebagai ghmadmisyariahterdepan di

dunia.

Terima Kasih

Wabillahitaufik Walhidayah
2l aal t I Y daiadmatalldhdzYabarakaatuh

Jalarta, November2020
Direktur Eksekutif KNEKS

Ventje Rahardjo Soedigno
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Direktur Infrastruktur EkosisteByariah
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Bismillahirrahmanirrahim

Pui syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena
atas berkat dan rahmallyaLaporan Perkembangan Ekonomi Syaria

Daerah 2019/2020 imapatselesadengan baik. Sholawdan salam

jugaselalutercurahkepadgunjungan kitaNabi Muhammad SAWAng

merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia

Belakangan ini, perkembangan ekonomi syariah mendapatkan perhatiyaraiaat global
maupun nasional. Ekonomi syariah dipandang mampu menjadi sumber pertumbuhan baru
ekonomi nasional serta mampu mawgab berbagai tantangan dalam dinamika perekonomian
nasical. Menurut laporan Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2009/g@fbnesia
menempati posisi 5 besar dunia dalam sektor Modest Fashion (No.3), Muslim Friendly Travel
(No.4), dan Keuangan Syar{&l0.5). Sementara peringkat Indonesia di Global Iskinaace

Report 2019/2020 mencapai posisi yang membanggakan padaksril serta menempati
peningkatan drastis di Global Islamic Economy Indicator 2019/2020 menempati peringkat 5.
Prestasi Indonesi di pemeringkatan tersebut tidak lepas dari upaya Petaéridalam
membentuk KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangash)Sgabagai upaya
mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
dalam rangka mendukung pembamgn ekonomi nasional dan bentuk upaya serius
pemerintah mengembangkan ekonomi syariah yang melibatkan semua pemangku

kepentirgan di Indonesia.

Keunikan yang dimiliki sistem ekonomi syariah terletak padanitdiayang sejalan dengan

kearifan lokal magrakat Indonesia antara lain seperti keadilan, kejujudong menolong,
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profesional, serta keberpihakan pada kelompok emKesamaan nikailai tersebut

mendorong keinginan diterapkannya sistem ekonomi syariah secara lebih menyeluruh di setiap
aspekkehidupan masyarakat. Alhamdulillah Laporan Perkembdfigamomi Syariah Daerah
2019/2020 ini dapat diselesaikan dan diharapka depan dapat mendorong antusiasme dan
semangat pengembangan Ekonomi Syariah mulai dari tingkat provinsi/daerah serta dapat
memberikan informasi kepada pemangku kepentingan dan mdstanarkait potensi
ekonomi Syariah di proviAsiovinsi tersebut. Seng waktu, tumbuh harapan agar ekonomi
syariah dapat lebih berperan mendorong pembangunan ekonomi nasional serta agar

manfaatnyadapat dirasakan secara luas dan inklusif oleh masydraiatesia.

Terima Kasih

Wabillahitaufik Walhidayah

Wassalamualaikm Warahmatullahi Wabarakaatuh

JakartaNovember2020

Direktur Infrastruktur Ekosistem Ekonomi Syariah

Dr. Sutan Emir Hidatya
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Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara dengan penduduk Muslirbdasar global, Indonesia berpotensi besar untuk
mengembangkan ekonomi syariah yang dapat menjadi instrumen penting dalam meakiongkr
perekonomian nasional. Ekonomi syariah tidak terbatas pada ppmsgp Islam dam
sistem perekonomian namun juga bdtéa dengan sistem keuangan dan sektor riil. Sistem
ekonomi syariah perlu menjadi roda penggerak ekonomi nasional yang inkhsif se
berkelanjutan. Capaian ini tidak mudah untuk dilakukan tanpa melakukan kajiars, khus
pemetaan, dan melakukan strategi §@ma pemangku kepentingan terkait.

Dengan jumlah populasi Muslim terbesar di Dunia yakni sebesar 232,5 juta jiwa atau mencapai
87.18 persen, potensi perkembangakonomi syarialti Indonesiasejatinya sangabesar.
Menurut laporan Global Islamic Economngicator (GIEI) 2019/2020, Indonesia menempati
posisi 5 besar dunia dalam sekf@syen MusliniNo.3),Pariwisata Ramah Musli{No.4), dan
Keuangan SyarigNo.5).Namun, Indonesiaendirisaat inibelum mamp berperan sebagai
produsenbaik dalam sektoindustri halaimaupun dalam sektor keuangapariah.Sehingga
kedepannyapeluang untuk mengembangkan seksaktordi dalam ekononnsyariahsangat
besar yang kemudian dapat berdampak positif pada perekononaaional Indonesia.
Diantaranya, pengembanggmoduk makanaaminuman halal, fesyen haladan pariwisata
ramah muslimyang yang merupakasektorsektorunggulan ekspodan pendpatan devisa
Indonesia,penguatanserta pemberdayaan sektddMKM halal yang akan secara langsung
memperkuat industri halalansejalan dengan ekspansi sektor pariwisataahmuslimyang
menjadi penopang neraca perdagangan jasa Indonesia.

Pengembangan k®r-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah ini gotga telah

dimiliki oleh beberapa provinsi/daerah di Indonesaktor-faktor produksi yang melimpah
seperti kekayaan sumber daya alam (SDA) serta meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber
dayainsani (SDI) menjadi modal besar pengembangan ekonomirSgiapiovinsi/daerah di
Indonesia. Hal ini diperkuat dengan faksdnlwa prinsigorinsip Ekonomi Syariah sendiri telah
menyatu dengan kearifan lokdbgatwisdon) budaya dan adat istiadat masyarakh
Indonesia. Di berbagai daerah/provitgsdapat banyak kearifan lokal di bidang ekonomi yang
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telah diimplementasikan olemasyarakatokal secara turun temurun. Sebagai contoh dalam
praktik pembagian hasil panen dengan istilah yang berbeda ditiaghddidndonesia seperti:
memperduoi(Minanglabau),toyo (Minahasa)sawal/tesang(Sulawesi)maro/mertelu (Jawa
Tengah)nengéh/jejuron(Priangan). Dimana istilastilah tersebut bermakna perjanjian bagi
hasil 1:1 artinya setengah untuk pemilik tanah setengah untuk penggarap dari total hasil
bersih panen

AdanyalLaporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019(2§2tneupakansebuah
upayapendekatantop-down dan bottom-up dalammendorong Pemerintah Daerah/Provinsi
serta meningkatkan peran sertlsruh stakeholderpemangkikepentingardan masyarakat
dalam mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan Syatiagkdit bkal ataudaerah
masingmasing Selain itl,aporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 201920 2fa
disusun sebagai suatufeeensi pengembangan ekononyiasiah agar mampu memberikan
kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat khususnyagragienpbangan ekonomi
syariahdi level daerah/provinsiMelalui pemahaman yang utuh, identifikasi tantangan dan
peluang yang dihadadalam pengembangan ekonomasiah dibeberapa daerah/provinsi di
Indonesia akan menjadi semakin terukDengan mengetahuperkembanganinformasi
ekonomi Syariah di berbagai daerah/provinsi diharagkgat menjadi referengbenchmark
kinerja Pemerirgh Daerah/Provinsi dalanal pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah
di daerah/provinsi terkait. Sehingga dapat diambil Kahgstrategis oleh masingasing
Pemerintah Daerah/Provinsi dalam mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan syariah
daerah. Dewasai geliat ekonomi Syait di berbagadaerah/provinsjuga semakin meningkat
sehingga provinsi/daeratain dapat mengambil glajaran suksessiiccesstory) sehingga
dapat diaplikasikandi daerah masingasing dengan mempertimbangkankearifan lokal
budayadi daerah tersebut

Namun kesuksesasuccesstory) pembangunarekonomi dan keuangan syariah di tingkat
Pemerintah DaeraRfrovinsiini jugasebaiknyadisusun dalam sebuah publikgsing dapat
diakses oletpublik berupa laporan yangomprehensif yangnencakup aspek regulasiata
fundamental, praktik bisnigantangan peluang investasi, dskpadasektor industri halal,
keuargan syariah, keuangan mikro syarie@yangan sosialyariah(zakat, infaksedekaldan
wakaf/ZISWAF dan pendidikanekonomisyarah sertapemberdayaan ekonomi pesantren
KNEKSmemandang bahwaatah satu langkah strategis dalam mendukung proses percepatan
pengembangan keuangan dan ekonomi syadahndonesiaadalah melalui penyusunan
informasi yang lengkap, padat dan komprehenaibm dalambentuk publikasiLaporan
Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah di Indonesia. Hingga saat ini belum ada laporan
perkenmbangan ekonomi Syariah yang memaparkdarmasi tentangkebijakan,regulasi,
rencanadan programprogram yang terkaiekonomi Syaah yang dilakukan Pemerintah
Daerah danlembagal/institusi di daerdprovinsi tersebut Beberapa informasi tersebut
sebenarng diperlukan oletpengambil kebijakapimpinan dan pemerintah provinsi/daerah)
dan pemangku kepentingafpraktisi, akademisi, iegtor danmasyarakat)dalam rangka



Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

memajukan perkembangan ekonomi Syariah di prddaesiah terkait. Selain itu adanya
Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesit®-2020 ini juga dapat membantu
memberikan informasi strategis kepada potensial invelstok irvestordalamdanluar negeri)

yang tertarik untuk berinvestasigiktor ekonomi dan keuangan syariah paaevinsidaerah

terkait.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunabhaporan Perkembangan Ekonomi Syariah Da2@€dl®/2020
adalahsebagai berikut:

Ly idByAShlF KdzA LIS NRSYBIPWFRWA AR Y2 NI Sdzl yaAlF vy
GAY31TFad tSYREX BN K | KA G453 R | iNISSNUEE (- RN GyF
Fdzy RFYSYy Gl f k& (R IO WG dramaSHAdar y3 Ay @dSadl aaz
AYRME BNSINI I ! &Y d St fyI38 y aelk NAFKX 1Sdz y3aly
azailf BYINRE KIASK o yIAlyYy SNBYRWIYRRMBAL VY
S1 2 vyk2|YShdzl FIINKY I B P

{Sol A NB BRIANBGA K O KA WE NB It SY SNISYNIHIEKK Y NRIZA y
LISy aSyYoly3aly S12y2YA &R&ENY ITS dzF FIALIYE {RA INKS
AONF0S3ara w2R3K 3 Yt SNMBAR VY IINS NES WS Ra It \WR W
S12y2YA RIy (FoRIz SREDEE GBASYTIaNR IS NBA S 6 dzil @

{ SolaBloAdzl K LISWREB IR (§12y0d wi2nyy (dzl YSYR2NByYy3a t S
51 SN} Kkt NPEAATY AISWRIdzZE iy S12aAa0SY S{2y2YA
AaSNII3ISNSHy LR2GSyaa 211t S{12y2YA Rury { Sdz
YIaky3

{Sol3AFA &adz Gdz YSiG2@REHE B35 Wiy S yIPIRCA NI S émX 3 B gz |
YIEaAy3d LINEJAYaAiRNBSAKIKY LI RN LINR]I NS YAy A ak |
AYy201F anR Falky RSY&@ESIYI 281 132N 2YA RFEy 1Sdzh y3ly

1.3 Metodologi

Secara umuml.aporan Perkembangan Ekonompargah Daerat2019/2020 menggunakan
instrumenpengumpulan data untuk mengetahantara lainmelaluiFocus Group Discussion

(FGD), dakuesiorer terstruktur. Kuesioner pertamberupa kuesioner yang diberikan kepada
instansi/perangkat pemerintalprovinsi dan lembaga/instisi pemangku kepentingan
ekonomi Syariah di 12 Provinslitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera
Barat Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta,
Provinsi Jawaimur, Provinsi Kalimantael&tan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi
Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun Kuesioner yang disebarkapada:
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Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi

Dinas Peridustrian dan Perdaganganoiinsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Dinas Pariwisata Provinsi

Bank Indonesia Kantor PerwakiProvinsi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Provinsi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi

Kamar Dagang dan IndugtiADINProvinsi

KueS|oner pertama bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai berikut:

WS 3dzl & Bz LISNI G deNISANIR R YAIUSH] F AG RSy3ly
1Sdz y8FWR I K

wSy Od WONE JINS WSNRY ENKKK LINE®A YR KRR AzZTH 8 A K RI-
GF KILJ LISNBYIGINY IF A§I] 22YSRYA2 N | Sdzlt y3ILy {&F NRI
DF Yo IlaNg{yi2NJ S12y2YA RIRFA 1BldS NIGK wLINBEBGNARE A
{ G§dzRAG QHaBQERIRY LINI | © SRING ORB KB A ® aSTad2N S|
1Sdzr yANXI K@RA LINP@AYyaA (SNASOdzi

Peluang investasnfestmertopportunity) di daerah/provinsi tersebut

Selain itu terdapat jugauksioner kedua berupa intervieyang dilakukarsecaratertulis

kepadalJA YLIA Y Y Ayadl yaakLISNI y3pad 12FRPro@insl ying Ry 7
bertujuan untuk mendapatkahll y' R | yAIyF &RIoMErspektif terkait visi, rencana dan
programprogram terkait 8 S (0 2 NJ S 1 B § é&Iv X 3 | R/l pida énbtitudiléntbaga
bersangkutan serta peluang dan tantangan pengembangan ekononariagy di
provinsi/daerah tersebut.
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Ekosistem

Ekonomi dan Keuangan Syariah

Dalam rangka mendorong peran ekonawariahsebagaisalah satu sumber pertumbuhan
ekonomi baru Indonesia, diperlukan integrasi setiap elemen pendukung ekonoah ggag
tercermin dalam ekosistem ekonomi syariah yang kDathgan membentuk ekosistem
ekonomi syariah yang kokoh dari huindga ke hilir, maka pastakeholdeserta penggerak
ekonomisyariahtersebutdiharapkardapat memiliki kesempatan yang jauh ebesar untuk
meningkatkan proses bisnis baik dari segi ktzentmaupun kualitasnya. Hal ini juga penting
untuk merangsangiunculnya inovasi damotivasi para pelakekonomi tersebut

Elemen yang membentuk ekosistem ekonomi syariah, seperti ditunjukkabaga.1,
terdapat pada interaksi 2 blok utama, yaitu sgbply (penawaran) dan sisiemand
(permintaan), yang didukung oletlemen pada blok infrastruktur ekosistem. Sigpply
merupakan blok besar berisi para pelaku industri yang berasal dari bedsgar
perekonomian. Sedangkan si@mand baik yang berasadari domestik maupun global,
menggambarkan kebutuhan produk gastihasilkan dari industri. Blok infrastruktur ekosistem
berfungsi untuk memfasilitasi dan mendukung aktivitas yang dilakukamlp&d#gama.

Terdapat 4 kelompok pelaku ekonomi yang memidelok sisi penawaran produk dan jasa
ekonomi syariah, yaitu ldeer industri halal, klaster keuangan komersil, klaster keuangan
sosial, dan klaster komunitas. Interaksi pada sisi penawarapmeseatasikan dukungan kuat
aktivitas industri pada sektotlyang berasal dari sektsektor industri pada klaster keuangan
komersil maupun keuangan sosial, termasuk partisipasi komunitas ekonomi syariah. Karena
itu, pengembangarsektor keuangan syarialharus selarasdengankebutuhan penguatan

sektor riil terutama industri halaldan usahausaha syariahagar tercipta sinergi yang
berkelanjutan.

Industri halal merupakan bagian terpenting dalam ekosistem ekonomi Syariah yang diharapkan
dapat berkontribussecara signifikan terhadap neraca perdagangan dengan menghadirkan
produkproduk halal yang berdaya saing secara nasionagldéal. Potensi ludsiasa pada
industri halal perlu dipetakan dan disinergikan dengan usshlha syariah sehingga
mendorong ketdibatan lembaga keuangasyariah yang lebih kuaSektorsektor industri
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halal yang menjadi prioritas adalah makadan minuman halal, fesyen nslim, pariwisata
ramah muslim, farmasian kosmetik halal, serta meddanrekreasi halal. Industri lain yang
tidak bertentangan dengan prinspariahdapatdikategorikan sebagai bissigariah.

Dalam pengembangamdustri halal dipdukan infrastrukturpendukung sepertkawasan
industri, laboratorium, pelabuhan, teknologi digital, dasaranainfrastruktur pendukung
lainnyg untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri dalam melakukan proses
produksinya secara terintegrasi dalaatu kawasan yang menuhi persyaratan halal. Hal ini
dapat berdampak pada kemudahan proses sertifikasi halal sehingga memhaskgrada
peningkatan kapasitas industri dalam menghasilkan produk halal bernilai tambah tinggi,
meningkatkan daya saing prdd halal Indonesiamenarik investasi, dan meningkatkan
kontribusi produk halal Indonesia dalam perdagangan global.

Dalam menjalakan aktivitas bisnis dan ekonomi, baik usaha dengan skala ultra mikro hingga
perusahaan besar, semua sektor pada industl halemiliki aktivitas rantai pasok yang
serupa, yaitu mulai dari input, produksi, distribusi hingga penjualan daraspesn.
Perbalaannya terletak pada jumlah entitas yang terlibat dalam rantai pasok dan kompleksitas
aktivitasnya. Untuk usaha ultra mikitaa mikro, seluruh aktivitas rantai pasok dilakukan oleh
orang yang sama, yang juga pemilik dari usaha tersebut.kiBelmesar ska usahanya,
aktivitas rantai pasok dilakukan oleh wmiit yang berbeda dengan kompleksitas yang lebih

tinggi.

Secaraumum, klaster keuangan komersial dapat dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor
perbankan, sektor pasar modal dan sektor dmgan norbark. Ketiga sektor ini saling
mendukung dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran investasi dan
pembiayaan kepadpelaku usaha yang ada di sektor rill, mulai dari pembiayaan ke sektor
UMKM hingga pembiayaan infrastruktur yangnasuk proyelkstrategis nasional.

Sumber dana dari keuangan komergiahg perlu lebih dioptimalkaperasal dari investor
global, dana pesrintah, investor institusional seperti BPKH, BP Jamsaidek]aspen
Sedangkan potensi lainnya yang selama i tetla sepertnvestor ritel yang membeli saham,
sukuk atau reksadana serta masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk giro,
tabungandan depositotetap perlu dijaga sambil meningkatkan edukasi dan literasi atas
produkproduk yang ada
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Selain keuangan komdrsiukungarkeuangarsosial yang berasal datakat, Infak, Sedekah

dan Wakaf (ZISWAFiga menjadi klaster industri yang sapentingnya Masyarakat yang
berada di bawah garis kemiskinamugtahik) dijaga tingkat konsumsinya dengan bantuan dari
dana zakatinfak dan sedekah, sehingga meskipun penghasilannya nihil, mereka tetap dapat
memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Dalatfanistelah diatur syarat dan ketentuan
mengenai zakat dan pihglikhak yang berhak untuk mendapatkan dana tersebut (asnaf zakat).
Salah satu peran zakat adalah menjaga tingkat konsumsi nasional. Mobilisasi dana zakat dari
muzakki untuk disalurkan ke mustatilakukan oleh lembagambaga amil zakat yang ada di
tingkatdaerah hingga nasiondihstrumen keuangan sosslariah lainnyadalah wakafyang
merupakan aset/dana abaditnganpenerima manfaatnya lebih luas dari asnaf zakat. Lembaga
Nadzir atau pendela wakaf bertugas untuk menghimpun dana wakaf, mengelol&dasat

wakaf tersebut dan menyalurkan manfaatnya kepada penerimdaatasesuai mandat dari
wakif.

Dalam pelaksanaanya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMK) biasanya dilayani oleh lembaga
keuangan seperti BMT dan BPRS. Untuk skala yang lebih besar,hiaebptngelolaan
keuangannya akan dilayani oleh bank umum Syariaipumaunit usaha Syariah suatu Bank.
Usaha menengah dan korporasi dapat dilayani oleh bank Syariah untuk kebutuhan permodalan
dan pembiayaannya. Sedangkan perusalmmnsahaan yang mencgendanaan melalui
penerbitan sukuk atau IPO dapat dibantu oleh gahaan sekuritas.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan membutuhkan perlindungan atas risiko yang dapat
dialami perusahaamtaupun karyawan dan nasabahnya, sehingga mereka membutuhkan
produk asuransi Syariah, mulai dari asuransi kerugian, asuransaraghaksuransi untuk
kendaraan operasional ataupun asuransi Kesehatan untuk para karyawannya. Selain
perlindungan, pelaku uba juga membutuhkacash managemerdalam mengelola arus kas
usaha. Penggunaactash managemendan digital paymentyang disediakaoleh Lembaga
keuangn baik bank ataupun ndmank sangat berperan dalam aktivitas operasional pelaku
usaha.

Keuangan komeial dapat dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor perbankan, sektor pasar modal
dan sektor keuangan ndmank. Ketiga sektor ini saji mendukung dan bperan dalam
pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran investasi dan pembiayaan kepada pelaku usaha
yang ada d sektor rill, mulai dari pembiayaan ke sektor UMKM hingga pembiayaan
infrastruktur yang termasuk proyek strategis nasional. Suoga dari keuangakomersial

dapat berasal dari investor global, dana pemerintah, investor institusional seperti BPKH, BP
Jansostek, dan Taspen, serta berasal dari investor ritel yang membeli saham, sukuk atau
reksadana serta masyarakat yang menyimpamgmoypa dalam bentukimg, tabungan dan
deposito.




Dalam ekosistem ekonomi Syariah, interaksi antar industri halal maupwtrirkdwangan
Syariah dengan komunitas tidak dapat dipisahkan. Komunitas menjadi elemen penting dalam
ekosistem, dimana komunitagapat berperan pentig sebagai pelaku industri, sebagai
konsumen, sebagai tempat pertukaran informasi dan juga menyuarakessagpasyarakat

dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah.

Elemenrelemen utama dalam ekosistem ini diharapkan tumbuh dmeas dan saling
mendukung satu sama lain untuk meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan Syariah
dalam rangka memperkuat letanan ekonomi nasional. Untuk dapat berkembang dengan
baik, elemerelemen utama ini perlu didukung oleh ekosistem pendukung sepamber

Daya Manusia yang handal, Riset & Penembangan yang berkualitas, Regulasi yang progresif
dan tidak tumpeng tindih, s@ teknologi digital yang mumpuni. Sedangkan dari sisi
permintaan perlu dilakukan literasi yang masif serta perlindungan konswyaeg memadai.

Peran aktif dari masiagasing elemen dalam ekosistem akan saling mendukung dan
menghasilkan pertumbuhan ekamo dan keuangan Syariah yang efisien, kompetitif dan
sustainable

Dalam rangka mempercepat, memperluas, dan memajukan pengearbakgnomi dan
keuangan Syariah, maka fokus utama program kerja KNEKS sesuai dengan Perpres no. 28 tahun
2020 meliputi: 1) peembangan produk industri halal, 2) pengembangan industri keuangan
Syariah, 3) pengembangan dana sosial Syariah, dan 4) pengamnlanrgperluasan kegiatan

usaha Syariah. Anggota KNEKS bersama dengan manajemen eksekutif telah merumuskan dan
akan melaksanak beberapa program kerja strategis yang meliputi tapi tidak teslpatda:

1. Pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal

2. Berkembangnya standar halal/Halal Assurance System (HAS) yang komprehensif
untuk mendukung percepatan industri produk haksional.

3. Peningkatan kontribusi industri halal terhadap neracagmadgan nasional.

4. Pengembangan UMKM yang berdaya saing danacidragian dari rantai nilai halal
global.

5. Penciptaan dan penguatan usalsaha Syariah baru.

6. Digitalisasi ekonomi Syariahngamamacu pertumbuhan usaha dan peningkatan
ketahanan ekonomi umat.

7. Optimalisasi peran Pemerintah melalui kebijakan afirmatikuimdustri keuangan
Syariah.

8. Penguatan modal dan pendanaan industri ekonomi dan keuangan Syariah.

9. Penguatan kapasitas, tatal@la, dan infrastruktur industri keuangan Syariah.

10. Pengelolaan ZISA¥ yang transformatif.

11. Peningkatan inklusi keuangan Syariakafoeoptimalisasi jaringan pesantren.

12. Penguatan IKMS yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat bgenghasilan rendah.
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13. Penguatan SDM ekonomi Syariah unggul dan barskang global.

14. Peningkatan kualitas dan kuantitas riset dangembangan industri halal
15. Penguatan regulasi perekonomian Syariah

16. Peningkatan program literasi ekonomi dan keuangan Syariah.
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Provinsi

Aceh

Sekilas
tentang Ekonomi Syariah Prasii Aceh

ProvinsiAcehyang memiliki julukan Serambi Mekkah tercermin dal@mepintahannyayang
memiliki misi pelaksanaagagiat Islam secara sempurna ydagulis dalam RencarRembangunar
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kesadaran masyarakafceh untuk beragama secar:
menyeluruhtelah mendorongmeningkatnya penggunaan jasa keuangan Syariahkdasumsi
produkhalal.

Pengerbangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Aedaju sangat cepat semenje
lahirnya Qanun (Peraturan Daerah) No0.11/2018taieg Lembaga Keuangan Syariah (L
Kehadiran Qanun/peraturan daerah tentang Lembaga Keuangan SyariahinfLi&nperkuat
implementasi pembangunan ekonomi syariah di Aceh damammeah pendapatan asli daer:
dimana proses konversi Bank BPD Aceh menjati Beeh Syariah menjadi titik kulminasin
Konversi Bank Aceh Syariah yang merupakan proses konversi BPD pertama di imglooh@siag
market share aset perbank&yariah nasiaal keluar darjebakan pasaangka 5%Sementara pad:
sektor keuangan mikroy&iah, hampir seluruh lembaga keuangan miklicAceh telah memint:
penerapan prinsipyariah dan ditargetkan pada akhir 20&duruh Koperasi konvensional suc
konversi menjad{operasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah/KSPPS (Dinas Koperasi Ace

Provinsi ini juga sangat berpotensi dale@mgembangasektorindustri halalKlaster industrhalal
yang menjadi unggulan diceh adalah makanaminuman halaldan pariwisataramah Muslim
Industrimakanan dan minumahalal dapat disokong oleh besarnyaqmsi baharbaku keduanya
seperti hasil pertanian, kehutanatan perikananyang berkontribusi sebesar @persen terhadag
PDRSementara di sektor Pariwisata ramMuslim, provinssumatera Barat jugaerupakan salat
satusalah satu daerah prioritas twk mendukung pengembangansata ramah Muslindi Tanah
Air (Kementerian Pariwisata, 2019)
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Regulasi Tingkat Daerah
di Sekor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Peraturan Daeraterkait Keuangan Syariah Qanun Aceh No8 Tahun 2014 tentang Pokok Pok
Syariat Islam
Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lemt
Keuangan Syariah
Noma 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan B
Aceh Syariah
Qanun AceiNomor10 Tahun 2018ntang Baitul Mal

Peraturan Daeraterkait Industri Halal Peraturan Daerah tentangHRversi BanlAceh Syariat
(dalam tahap finalisasi)

Peraturan Daeraterkait Makanan/Minuman Halal Qanun Aceh No.8 Tahun 206 tentang Sisten
Jaminan Produk Halal
Qanun Aceh N8 Tahun 2014entang Pokok Poko
Syariat Islam

Peraturan Daeraterkait Fesyen Muslim Qanun Prov. NAD No. 11 Tahun 2002 Pasal 13 di
tentang Pelaksanaan Syariglam Bidang Agidaf
Ibadahdaf e A QF NJ Lat | YO

Qanun Aceh No.8 Tahun 20tieghtang Pokok Poko

Syariat Islam
Peraturan Gubernuerkait Pariwisata ramah Qanun AcelNo. 8 Tahun 2012nhtang
Musim Kepariwisataan
Peraturan Gubernur terkaiengelolaan Zakat Pergub Nomor 08 tahun 2@ tentang Mekanisme

Pengelolaan Zakat

PeraturanDaerah Lainnya Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 20&6tang
Pencabutan Qanun Aceloidor 9 Tahun 2014
Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah

Qanun Aceh NomorBahun 2015dntang
Perubahan Bentuk Hukum Perusah@®aerah Bank
Perkreditan Rakyat Mustagim Sukamakmur Menja
Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Sy.
Mustagim Aceh
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Rencana Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 1ah2022@li ProvinsAcehmemfokuskan pada
@rerwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil daré Mexfi@yaniio
misi utama yaitu:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.

2. Memperkuat pelaksanaan syat Islam beserta niladilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan
masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaahbgrsgr 6 S NJ Kdz] dzY al T Kl 6 { & FA QA ¢
menghormati mazhab yang lain

3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjytardamaian berdasarkan MoU Helsinki

Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional.

Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahterazal gasig mudah, berkualitas dan

terintegrasi

Mewujudkan kedaulatadan ketahanan pangan.

Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan

Membangun dan mengembangkan serdemtra poduks, industri dan industri kreatif yang kompetitif.

Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan praviifencebased mnningyang efektif, efisien dan

berkelanjutan.

10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkumggeyieelanjutan.

S

© N

Pertumbuhan
Ekonomi Inflasi
Daerah

Tingkat Tingkat . Konsumsi .
Pengangguran Kemiskinan NI Pemerintdn leses S il

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

461% 4.15% 1.84% 1.69% 6.36% 6.20% 15.68% 15.01% 1.82%  2.13% 0.23% 1.41% 1.18 218% 0.92% 057% -0.10%  0.74%

Rencana Pembgnnan Jangka MenengalcehTahun 207-2022

A Mutu Pendidikan dan Dinul Islam A Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja

A Akses dan Kualitas Kesehatan A Investasi dan Kemaniin Energi

A Infrastruktur Terintegrsi A Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan
A Ketahanan dan Kemandirian Pangan Kebencanaan

A Nilai Tambah Sektor Strategis A Perdamaian dan Reformasi Birokrasi
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16 Program Unggulani®ntas Pembangunan
Daerah Provinsi Aceh 262022

A Aceh Peumuli€Pemenuhan layanan
pemerintahan yang mudah, cepat,berkualite
dan bebas pungutan liar (pungli)

A Aceh MeuadakDiharapkan mampu
mengembalikan khittah Aceh sebagai Serar
Mekkah melalui impleentasi nilainilai ke
Islaman dalam kehidupan sehdrari melalu
penguatan Pendidikan berbasis moral,
penguatan budaya masgkat adat,

A Aceh Dam¢Diharapkan mampu terwujud
penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prins
prinsip MoU Helsinki secara konsistizm
komprehensif)

A Aceh Carondgdjharapkan dapat terwujud
Anak Aeh cerdas (carong) dengan
pelaksanaan beberapa kegiatan

A AcehTeugaMengembalikan dan
meningkatkan prestasi olahraga Aceh di
tingkat nasional dan regional

A Aceh Seujahter@iharapkan pemenuimn
akses layanan Kesehatan gratis yang lebih
mudah dan pembangunaumah sakit
regional)

A Aceh Seuniny@enyediaan perumahdmagi
masyarakat miskin secara bertahap
danpenyediaan skema perumahan murah b
pasangan muda yang kurang mampu.

A Aceh Meugoe dakleulaot(Melaksanakan
pembangunan pertaniandan ekonomi mariti
melalui program intensifikasi dan
ekstensifikasi)

A Aceh Tro¢Pemenuhan bahan pangan dan
gizibagi seluruh rakyat Aceh secara mandir

A Aceh EnerdPemenuhan energi listrik bagi
rakyat Aceh damdustri yang berasal dari
energi bersikterbarukan)

A Aceh KreatifMendorong tumbuhnya industri
sesuai dengan potensi sumbeydalaerah
dan memproteksi produk yang dihasilkanny

A Aceh KayéMerangsang tumbuhnya
entrepreneur yang ditunjang dengan
kemudahan kses terhadap modal,
keterampilan dan pasar)

A Aceh SiafDengan adanya SIAT seluruh
informasi yang berguna untuk pembangunal
dan pelayanan akan tarpdatedengan cepat,

dapat diakses oleh semua stakeholder melz

> > > >

>

Isu Stategis RPIJMD Provinsi Aceh
5 tahun ke depan

Peningkatan kualitas birokrasi, tatadta) dan
pelayanan publik

Penguatan nilaiilai kelslaman dan budaya
ke-Acehan

Penguatan perdamaian secara berkelanjuta
Pementhan ketahanan dan kemandirian
pangan

Pengembangan pertanian dan perikanan
Pengembangaimdustri, dan koperasi dan
UMKM

Pengemhngan pariwisata

Ketenagakerjaan

Ketersediaan dan ketahanan energi
Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat
dan terintegrasi

Peng@mbangan infrastruktur dasar dan
konektivitas antarwilayah

Pemenuhan perumahan dan peukiman
layak huni

Peningkatan kualitatan pelayanan
Pendidikan

Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi
olahraga

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
dan peningkan akses dan mutu pelayanan
Kesehatan

Pengarusutamaan gender, perlindungan ani
dan Payandang Masalah Kesejahteraan So
(PMKS)

Penanggulangan kerawanan bencana,
pengelolaan sumberdaya alam, dan
lingkungan hidup
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satu pintu, sertamenjadi acuan bersama
dalam perencanaan pembangunan pada
setiap tingkat pemerintahan.

A Aceh Gree(Penegasan terhadap
pembangunan berwawasdingkungan dn
berkelanjutan yang sensitif terhada presiko
bencana alam dengan konsep pembanguna

A Aceh Seuniny@enyediaan perumahan bagi
masyarakat miskin secara bertahap dan
penyediaan skema perumahan murah bagi
pasangan muda yang kurang mampu.

A Aceh Semeugot(Ditarapkan dapat
tersedianya sarana dan prasarana
(infrastruktur) secara cerdas dan
berkelanjutan serta terintegrasi untuk menjz
daya ungkit pembangunan ekonami

Rencana Pembangunan Ekonomi Syari&nodinsi Aceh

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) taik@@22Gdi ProvinsiAceh bertujuan sebagai

berikut

A Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkuali| A

A Memperkuat pelaksanaan Agidah, Syariah,
Akhlak dalam tatanan kehidupan masakat A

A Meningkatnya  keberlanjutan  perdamaii A
berdasarkamrinsipprinsip MoU Helsinki A

A Meningkatkan pembangunan demokrasi

A Meningkatkan kualitas SDM Aceh yang mem A
daya saing

A Meningkatkan  prestasi  olahraga  di A
kepemudaan ditingkat nasional dan regional | A

A Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

A Meningkatkan pegarusutamaan gender dalal A
pembangunan. A

A Meningkatnya kesejahteraansal masyarakat

A Meningkatkan pertumbuhan ekonomi A

A Menurunnya angka kemiskinan

Mewujudkan ketahanan dan kemandirian energ
Aceh

Meningkatkan pertumbuhan ekonam
Menurunnya angkpengangguran

Membangun Sistem Informasi Aceh secara terp
dan terintegras

Memperkuat perencanaan pembangunan ses
dengan prinsifcvidence Based Planning
Mengurangi ketimpangan antar wilayah
Meningkatrlya prasarana dan sarana pelayar
dasar

Meningkatka tatakelola lingkungan Hidup lestari
Meningkatkan pengelolaan hutan seckstari dan
berkelanjutan

Meningkatkan tata Kelola kebencanaan
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SektorPariwisata Ramah Muslim

A

Rencana PengembangarPariwisata Ramal
Muslim di daerah Saband3anda Aceh, Ace
Besar, Aceh Jaya, Bireuen, Aceh Ut
Lhokseumawe, Pidie Jayadi®i Aceh Tamiang
Langsa, dan Aceh Timur

Meningkakan kontribusi pariwisata ramah
Muslim melalui penguatan citra/brand imay
Acehsebagai destinasi pariwisata ramdhbslim.

SektorMakanan dan ProduKalal

A PelaksanaaRelaksanaan Sistem Jamirtalal (SIH
dengan adanya audit dan pemberian sertifikat h
kepada pelaku usaha di sektor makanan/minuma
Provinsi Aceh dengan targsdrtifikasi halal sebanys
1.050, 1350, dan 1.650 kepada pelaku sek
makanan/minuman.

SektorKeuangan Mikro Syariah

A Mendaong lebih banyak lagi Koperasi Syal

agar mempunyai ijin dan berbadan hukum Sya
serta pembinaan koperasi Syariah a
melahrkan koperasi Syariah

SektorKeuangan Sosial Syariah

A Menggali sumbesumber pendapatan bari
termasukmelaluiinstrument zakat/infag/shadaqah,
sesuai dengan peluang dalam Undabigpdang
Pemerintahan Aceh
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Program Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi dafeuangan Syariah

SektorindustriHalal

Program Pemerintah ProviAseh

Sektorindustri halal unggulan yang akan dipgtaskan pengembangannya adalah sektor makamisumanhalal
danpariwisata ramah Muslinindustri makanan dan minumdwalal dapatlisokong oleh besarnya potensi bahan
baku keduanya, seperti hagiertanian, kehutanangdan perikanan, yang berkontribusi sshr 29,6persen
terhadap PDRBAceh mempunyai banyak sekali objek wisata y@ergotensi dikembangkan untuk sektor
pariwisata ramah Muslim Saat ini, objek wisata di Aceh tercatat sebanyak 978vdpata, mulai dari wisata
bahari, wisata alam, wisata bayh, wisata religius, wisata kuliner, dan cagar budaya

Program Pendukung Sektor Industri Halal

Makanan damMinuman A ProgramPengembangan dan Pembinaan UKM

halal o0 Pengembangan Usaha bagi UMKM

0 Peninglatan Daya Saing UMKM

Program Pegembangan Industri Kreadifi dneka

Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif dan Aneka

Sub Keg.

o0 Bimbingan Penerapan HaKl, SNRPdan Sertifikat Halal BH¢
Binaan Disperindag Aceh Tahun 2020

ProgramPeningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama

Keg. Pembinaan Sertifikasi JaminanlHala

> I D>

> >

FesyerMuslim Program Pengembangan dan Pembinaan UKM

Pengembangan Usaha bagi UMKM

Peningkatan Daya Saing UMKM

Program Pengemipgan Industri Kreatif dan Aneka

0 Bimbingan Teknis Desain Pakarslimuntuk IKM Fesyen Kab. Ac
Barat, Aceh Utara, Aceh Tiamg, Kota Lhokseumawe, dan Langsi
Banda Aceh

A Pendampingan Tenaga Ahli Produk Kerajinan Pak&ighm untuk IKM
Fesyen Kab. Ab Barat, Aceh Utara, Aceh TangiaKota Lhoksemawe de¢
Langsa

A Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

A Kegiatan Pgrelenggaraan Event dan Budaya
0 Islamic Fashion Festival pada DPA 2020 Dinas Kebudayaa

Pariwisata Aceh

> >

Pariwisata ramah Mustdi Program PemasardPariwisata, program Destinasi Pariwisata pada Disbudg
Kab. Aceh Jaya

JumlahKegiatarSyariahHalal

Jumlah Event Produk Daerah  Jumlah Event Produk Halal/Syariah/Islam
Fesyen 3 1

Pariwisata 29 3
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Sentra Sektor Industri Halal
Makanan darMinuman Halal FesyerMuslim
- Pasar Atjeh Baru

Penetapan Daerah Pariwisata Ramah Muslim
Tahap Daftar Desa/Kahpaten/KotaWisata ramah Muslim
Sudah ada Kabupaten Aceh Jaya
Dalam tahap perencanaan -

Program Pendorong Pariwisata Ramahlivtus

Progranmpemerintah daerah dalam mendorong industri Pariwisata ramah Muslim yaitu:
A Sertifikasi Auditor Perbintangan Hotel

Sosialisasi aturan Kepariwisataan

Business Matching Kemitraan Pariwisata

Family Trip (Famtrip)

Penyambutan Kapal Pesiar

ProgramPemasaran Pariwisata

> > > > > >

Program Bank Indonesk&aftor Perwakilan Provinsi

Program Pendukung Sektor Industri Halal

A Pelaksanaanrpgram Industri Kreatif Syariah | A Pelaksanaan program Wirausaha Bank Indon
(IKRA) yang mendorong penguatan UMKM di (WUBI)dengan penanaman nitailai syariah dalan
bidang fashion dan food (makanan dan bisnis.
minuman). A Dimasukkannya sharia values dalam pengembai

A PengembangaGampong Nusa sebagai salah program LED Nilam, dster, dan program
satu destinasi wisata desa berbasis syariah pengembangan UMKM lainnya.

Sektor UMKM dasekonomipesantren

Program Pemerintah ProviAseh

Program PemberdayadJMKM
Sektor Daftar Program Pendampingan

Makanan dan Bimbingan teknis pengolahan makanan damuman

minuman halal Pelatihan maajemen bisnis

Pendampingan bagi pelaku IKM

Bantuan peralatan
Sertifikasi (Halal, HaKi)

Promosi melalui berbagai event parae dalam daerah, luar daerah dan
luar negeri

T I 3> B > >

FesyerMuslim Bimbingan teknis bagi desainer fesyen

Pelatihan manajemen bisnis

Perdampingan bagi pelaku IKM bidang fesyen

Bantuan peralata

Sertifikasi produk (HaKi)

Promosi melalui berbagai event pameraradatlaerah, luar daerah dan

luar neger

T I 3> D D >
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Jumlah Industri Kecil 2017 2018 2019
Menengah (IKM)
IKM mendapat 1,239 370 337

pendampingan

IKM mendapat 50 - 30
pendampingan
sertifikasi halal

Program Bank Indonesk&aftor Perwakilan Provinsi)

Progam Pengembangan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren Program Pengembangan Ekonoiriifipirar)
4 2
A Pesantren Darul Ulum A Program Pendampingan Kemandirian Ekon
A Pesantren falibul Huda terhadap ked4 Pesantren tersebut yaitu
A PesantrerBudiLamno diantaranya:
A Pesantren Darun Nizham 1. Program pendampingan dalam rang

mengoptimalkan aset produktif yang dimil
oleh pesantren dengan mempeiki standar
pengelolaan usaha.

2. Ruang lingkup program ini  melipt
penyusunan kurikulum pendampinga
memberikan pelatihan ati sisi teori dan
praktek, serta membantu pengelola usaha
pesantren agar lebih professional dale
menjalankan kegiatannya sefga dapat
memberikan kontribusi dan peran vyai
optimal dalam rangka mendukung peningkai
pendapatan dan menjaga berkelanjutasaha
pesantren.
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SektorKeuangan Syariah

Program Otoritas Jasa Keuangd&tr@vinsi)

Subsektor Detil Progam

Perbankan Syariah A Pendampingan Bank Konvensional danda®n rangka mengimplementasiki
QanunLKS No 11 Tahun 2018.

A lkut serta sebagabagian dari Gugus Tug#&ercepatan Konversi Lemba
KeuangarKonvensional ke Lembaga Keuangan Sygaia) dibentuloleh PIt.
Gubernur Aceh.

A lkut serta sebagai tim Peraturan gubern§Pergub) yang bertuga
menyelaraskanancangan Pergub deag peraturan da ketentuan OJK

A Memberikan Workshop Peningkatan Kualliagi BPRS di dalam menyalurk
pembiayaan dengan akad &aldan Istishna.

Bank Pembangunan| A Melakukanpendampinganuntuk pelaksanaan program transformasi BPD

Daerah padaPT Bank @ehSyariah.

A Melakukan pendampingan dan pemantaudim Bank Aceh Syariah di dalam
meningkatkan penyaluran pembiaydaKM, antardain dengan
mengevaluagiersyaratan yang perlu dipenuhi oleh bamikuk menjadi bank
penyalur Kredit Usahaakyat (KUR).

Program Bank Indonesigdgntor Perwakilan Provinsi

Program Pengembangan Keuangan Syariah
A Memonitor secara berkala kinerja pemizap di | A Penyusunan modul edukasi ekonomi dan

sektor UMKM. keuangan syariah (yang salah satu didalamnya
A Memberikan masukan terkait dengan inovasi membahas tentang perbankan syariah)
akad dan implementasi teknologi sederhana | A Pelaksanaan kegiatan seminar/talkshow terkait
yang membantu operasial pelaksanaan tugas dengan ekonomi dan keuangan syariah secara
AO Financing. berkala.
A Mendorong cara berpikir dan tindakan yang | A Mengawal implementasi Qanun Lieaga
forward looking kepada jajaran direksi dalam Keuangan Syariah yang terkait dengan perbank

mengantsipasi perkembangan teknologi dan
kompetisi layanan jasa perbankan.

A Memberikan pelatihan kepada account officer
terkait ekoromi dan keuangan syariah
(pengetahuan dasar mengenai ekonomi syarie
pengetahuan teknis perbankan dan peningkat
wawasan akad syiah).

SektorKeuangan Mikro Syariah

Program PemerintdbaerahProvinsAceh

Program PedampinganPengawasan, daBengembangaikoperasi Syariah (KSPPS)

Program Institusi Keuangan Mikro Syariah
Peningkaan Kualitas A Pelatihan Manajemen Pola Syariah Bagi KSP/USP/KSPPS/USPPS yal
Kelembagaan direncanakan pelaksanaannyara virtual
Koperasi A Pelatihan Pengawas Syariah Kogeras
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Program Otoritas Jasa Keuangdrgvingi

Program Pendampingan, Pengawasan,Bengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

(LKMS)
A ProgramPendampingan Penyusunkaporan Keuangapelatihan PengelolaaRelaporan, dan
Pengawasan BWM.

SektorZakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Program BAZNAS ProviAseh

Kategori Program ZIS daokasiBaznas Provinsi Aceh

Jumlah
Kategori Nama Program Penerima  Besar Alokasi
Manfaat  Penyaluran (Rp)
(jiwa)
Sosial 1. Bantuan untuk Fakir Uzur 2520 15,120,000000
Kemansiaan |2. Bantuan Insidentil untuk kebutuhan hidup 95 475,773000
3. seharihari . 4000 3200000000
4. Bantuan Santunan Ramadhan untuk Keluargamliski
5. Egﬂ(taurzg;endampmgan untuk Anak Terlantar dan Anak Kc 20 200,000000
6. Bantuan untuk Pembelian Perlengkapan Bayi dan Ibu 80 200000000
Melahrkan bagi Keluarga Kurang Mampu
7. Bantuan untuk Muallaf Baru 50 100,000000
8. Bantuan Biaya untuk orang terlantar dan Kehabisan Bekal 100 500,000000
Karena Sakit deKeadaan Mendesak Lainnya
9. Bantuan untuk Korban Musibah d@ancana Alam 300 600,000000
Pendidikan 1. Bantuan Insidentil untuk kebutan pendidikan 50 250,000000
2. Beasiswa Penuh Muallaf 206 2,893000,000
3. Beasiswaerkelanjutan Muallaf 123 590,400,000
4. Beasiswa Penuh Keluarga Miskin 374 4,672950,000
5. Beasiswa Berkelanjutan Katga Miskin 822 6,467,200000
Kesehatan 1. Bantuan bagi Pend¢ai Kanker, Thalassemia dan 300 1,800,000000
PenyakiKronis Lainnya dari Keluarga Miskin
2. Bantuan Insidentil Untuk Merawat/Menjaga Orang S& 50 250,000,000
3. Bantuan Insidentil untukrang Sakit 50 250000000
Pemberdayaar| 1. Bantuan Dana untuk RielianAlatalat/Peralatan Kerja ~ 337 2,696000,000
Ekonomi bagi Masyarakat Miskin)
2. Gampong Produktif 20 3,000,000,000
3. Bantuan Dana untuk Kelompok Usaha Bersama 10 800000,000
4. Bantuan Mdal Ekonomi Muallaf 88 874,000000
Dakwah 1. Pendampingan Syariah bagi muallaf 300 234,000000
2. Bantuan untuk Pengembangan dan Syiar Keislaman 1,390 1,400,000000

23




'KREKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Gambaran
Sektor Ekonomi dan KeuandayarialDaerah

Sektorindustri Halal

Nilai Ekspor Provinsi Aceh

Sektor Jumlah EkspqiuSD) %Dibandingkan dengan Total Ekspéon
Migas
Makanan damMinuman 138,028,713 43.45%
Makanan dan Minuman Hala 38,028,713 4345%

JumlahUsahaMerk dengan Sertifikat HalalpadaSektor Makanan damMinuman

Sektor Usaha/Brand (Tahun 2018) SektorUsaha/Brand (Tahun 2019)

Roti 26 | Rot 40
Katering dan Restoran 15 | Katering dan Restoran 28
Tepung, Kanji, dan produk turunan/olahan 1 | Tepung, Kanji, dan prodtkrunan/olahan 1
Es, es krim, dan bahdrahan pendukung 2 | Es, es krim, ddmahanbahan pendukung 3
Susu dan produk olahan/turunausu 1 | Susu dan produk olahan/turunan susu 1
Makanan olahan, daging dan unggas 5 | Makanan olahan, daging dan unggas 7
Makaran olahan ikan 6 | Makanan olahan ikan 7
Makanan olahan telur 0 | Makanan olahan telur 1
Makanan ringan 1 | Makanan ringan 1
Pemanisbumbu dapur, bumbu penyedap/ 6 | Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ 6
pelengkap pelengkap

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 11 | Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 16
Semua Usaha/Brariersertifikasi Halal 74 | Semua Usaha/Brand Tersertifikasi Halal 111

Sumber: Dftar Belanja Produk Halal LR®®IUI hingga periode MargkprikMei 2019

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Promicesh

2019 2018 2017 2016 2015
PDRBNiilliar Rupiah)
Mamin olahan 3,161.4 3,420.6 3,215 2,642.6 2,378.2
Mamin olahan, Bse = 2010 2,452.4 2,410.2 2,259.7 2,018.8 1,863.9
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb) 2,528.3 2,250.9 1,964.6 1,655.8 1,4181
Mamin siap saji (restoran, kafisb), Base 1,619.9 1,501.1 1,365.3 1,230.3 1,122.1
= 2010
Pertumbuhan PDRB (%)
Mamin olahan, Base = 2010 1.75 6.66 11.93 8.31 5.95
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Bas 7.91 9.95 10.97 9.64 6.12

= 2010
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Kontribusipada PDRB (%)
Mamin olahan
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb)

1.93
1.54

TotalProduksiDagingDaerah Tahun 207%)
Populasi Ternak

Sapi Potong 627,698
SapiPerah 50
Kerbau 171,195
Kuda 2,778
Kambing 615,526
Domba 91,585
Populasi Unggas

Ayam Kampung 5,598,990
AyamPetelur 441,442
Ayam Broiler 5,571,629
Bebek 2,960,138

2.19
1.44

2.2
1.35

1.93
1.21

Produksi Daging Ternak (kg)
Sapi

Sapi Impor

Kerbau

Kuda

Kambing

Domba

Produksi Daging Unggas)
Ayam Kampung

Ayam Petelur

Ayam Broiler

Bebek

Sor Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) tahun 2018 Provinsi Aceh

Akses
Komunikasi
Lingkungan
Jasa

Skor IMTI

63
58
70
63
66

KontribusiSektor PariwisataterhadapPerekonomiarProvinsi Aceh

2018
PDRB (Milliar Rupiah)
Jasakomodasi 251.7
Jasa akomodasi, Base = 2010 171.8
PertumbuhanPDRB (%)
Jasa akomodasi, Base = 2010 -4.37
Kontribusi pada PDRB (%)

0.16

Jasa akomodasi

2017 2016 2015
259.6 218.7 215.1
179.6 157.9 158,6
13.74 -0.41 10.57
0.18 0.16 0.17

1.84
1.1

8,550,274

3,162,618

2,710,227
433,215

11,739,066
355,158
7,409,776
1,798,125

2014

185

143.4

6.26

0.14
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Rating untuk Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi Aceh

Skor Aspek Skor Aspek
SkorAkses Udara 5 Ska Lingkungan Kedatangan Turlduslim 5
Kereta 1 Jangkauan \AFi 4
Laut 5 Komitmen terhadaisata 4
ramah Muslim
Infrastrukur Jalan
SkorKomunikasi Panduan Pelancong 4 SkorJasa Restoran Halal 5
Muslim
Edukasi Pemangku 5
Kepentingan
Jangkaan Pasar 5 Masjid 5
Pemandu Tur 5 Bandara 5
Pemasaran Digital 5 Hotel 5
Atraksi 5
Skor Total 76
Ratarata Skor 4.47

NB: data lengkap bisa didapatkan di dalam Laporan Perkemb®&agiavisataRamah MuslinDaerah 2012020

Indikator Pariwisata Ramah Musliatovinsi Aceh
Indikator Skor/Nilai

Akses Baik

Akses Udara Baik
Bandara International 1
Akses Kereta Baik
Akses Laut Baik
Terminal Kapal Pesiar 1
Pelabuhan 1

Infrastruktur Jalan
Jalan Nasional/Negara 2,100

Jalan Provinsi 1,782.7

Komunikasi

Panduan bagi PelancohMyslim Ada

Keterangan

Memiliki akses udara, laut, kereta agan

infrastruktur jalan yang baik

Memiliki bandara internasional

Pelabuhannternasional

(km)

(km) Sebagian besar kondisi jalan dalam
keadaan baik, 17% dalam kiisi sedang

Aceh memiliki komunikasi terkait
pariwisata ramah Muslityang baik, sepert
panduan untuk pengyangMuslim,
edukasi untuk pemangku kepentingan,

kegiatan pendukung jangkauan pasar,
pemandu tur, dan melakukan pemasara
digital

Terdapat 5 buah buku panduan yang te
dipublikasikan
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Indikator Skor/Nilai Keterangan

Edukasi Pemangku Kepentingan Baik Edukasi dakukan dalam bentukorkshop
Workshop 8 Dalam kurun waktu 12 bulan

Jangkauan Pasar Baik Terdapat progranangkaua pasay namun

tidak dijelaskan secara detil
Program Jangkauan Pasar 9 Tidak dirinci

Pemandu Tur Baik Terdapat pemandu tur ygrmemiliki
kemampuan Bahasa Inggris dan Arab

Bahasa Arab 34
Bahasa Inggris 55
Pemasaran Digital Baik Pemasarauligitaldilakukan dengan
aplikasiwebsite dan media sosial
Aplikasi 6 Aplikasi tersedia di Googleplay
Website 11
Media Sosial Ada Google plusi-acebook, Twitter, Instagram

Kaskus, Youtube

Lingkungan Aceh memiliki banyak turis. Cakupan
jaringan wifinya baik. Aceh juga sudah
menerapkarganundi salah satprovinsi

sehingga mendukurgariwisata ramah
Muslim

Kedatangan Turis Baik Terdapat wisatawan domestik dan
mancanegara, hamun wisatawan
mancanegara cenderung sedikit

Wisatawan Domestik 2,665,189
Wisatawan Mancanegara 78,000 45% nyaviuslim
Jangkauan Wifi Baik Wifi di bandara kualitasnya baik dan grati
kecepatannya pujuga tinggi
Komitmen terhadap Halal Tourism Baik Salah satprovinsidi Aceh menerapkan
ganun

Sebagian besar ketulhan industri
pariwisata ramah Musliman haihal yang
fundamental seperti restoran halal, mas;ji

bandara, hotel, dan atraksidah dimiliki
dengan kualitas yang baik

Restoran Halal Baik Terdapat restoran halal, tempat ibadah
yang layak, hotel syariattan daya tarik
wisata yagdilengkapi toilet dan muskhel
yang bersih
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Indikator Skor/Nilai Keterangan

Restoran bersertifikat halal

Restoran/ Rumah makan hals¢lfclaimed)

Masjid

Masjid

Mushda
Bandara

Mushah

Hotel

Hotel Syarid
Hotel dengan dapur bersertifikat halal
Hotel yang tidak menyediakan menu babi

Atraksi

Situs buday#slami
Daya tarik wisata budaya

Daya tarik lokal

13 Baru terdapat sedikit restan bersertifikasi
halal, lebih banyak yarsglfclaimed

1,448

Bak Terdapat 11,102 tempat ibad&uslim
kondisinya baik

4,067
7,035

Baik Terdapat tempat sholat

Baik Terdapat hotel syariah, hotel dengan dap
halal, dan dapur yang tidak menyediakan

alkohol
2
7
34
Baik Setiap situs dan dayarik wisata
dilengkapi dengan restoran bersertifikat
halal serta toilet dan mushala yang bersit
14
89
123

SektorKeuangan Syariah

Indeks Literasi dan Inklusi Ekonomi dan KeuaBganah

Indeks
Indeks literasi keuangan Syariah (OJK)

Indeksinklusi keuangan SyariébJK)

Indeks literasi ekonomi Syariah (BI)

Tahun 2016 Tahun 2019
21.1% 20.21%
41.5% 41.5%

- 4.2%

ProfilkeuangarBPD SyariatBankAcehSyariah(Miliar Rupiah

2015
TotalAsetGross 2,588
TotalPembiayaan 1,714
Total DPK 2,089

2016 2017 2018 2019
18,759 22,612 23,095 25121
12,206 12,847 13,237 14,363

14,429 18,499 18,390 20,925
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Total FDR 82.05% 84.59% 6944% 7198% 68.64%
Total NPF 0.18% 1.39% 1.38% 1.04% 1.29%
Pangsa Pasar (%) - - - 47% 49%

ProfilindustriPerbankan Syariah (BUSAdeh(RibuMiliar Rupiah

2018 2019

Panga pasar (%) 53% 55%
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah

Modal kerja (UMKM) 1,183 1,800
Modal kerja (bukan UMKM) 44 324
Investasi (UMKM) 348 429
Investasi (bukan UMKM) 77 262
Konsumsi 12,441 13,510
NPF berdasarkan tipe nasabah

Modal kerja (UMK 106 51
Investasi (UMKM) 33 14
Konsumsi 27 32
Total

Total aset gross 28.58 32.119
Total pembiayaan 14.09 16.35
Portfolio pembiayaan UMKM (%)

Total DPK 2042 2420
Total FDR 68.91% 67.44%
Total NPF 138 98
Total NPF (%) 2% 0.6%

ProfillndustriPerbankan SyarialBU$ di Provinsi AcefMiliar Rupial)

2018 2019

Pangsa pasar (%)

Pembiayaarberdasarkan tipe nasabah

2%

2%

Modalkerja (UMKM) 75 78
Modal kerja (bukan UMKM) 6 6
Investasi (UMKM) 2 1
Konsumsi 158 194
NPF berdasarkan tipe nasabah

Modal kerja (UMKM) - 2
Modal kerja (bukan UMKM) - 2
Konsumsi 1 1
Total

Total aset gross 513 621
Total pembiayaan 241 279
Portfolio pembiayaan UMKM (%) 255 313
Total DPK 94.58% 89.28%
Total FDR 1 5
Total NPF 513 621
Total NPF (%) 0.6% 1.8%
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SektorKeuangan Mikro Syariah

JumlahLKM&BWM yandviendapatkarProgramPendampingardan ReEngawasan dari OJK

IKMS Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Jumlahmendapat - 1 2
pendampingan OJK
Jumlah yangnendapat - 1
pengawasan OJK

ProfilFundamental LKMS dan BWM di baehgawasan OJK
LKMS dan BWM Tahun 2018 Tahun2019
Jumlah LKMS di wilayah/daerah 1 2
Jumlah anggota LKMS - 22
Jumlah pegawai LKMS 12 12
Modal sendirigalam Rugih) - 6.7 Miliar
Volume usahad@lam Rupiah - -
Sisa Hasil Usaha/SHlalam Rupiah - 6.4 Juta
Total asetdalam Rupiah 6.2 Miliar 30.9 Miliar
Ratarata pembiayaan LKM&ajam Rupiah 0<n<5 juta 0<n<5 juta
100% 0%
5<n<10 juta 5<n<10 juta

0%

10<n<20 juta
0%

20<n<50 juta:

0%

0%

10<n<20 juta
100%

20<n<50 juta:
0%

JumlahlKMS yandMendapatkanProgram Pendampingan dafengawasan darfPemerintah

Provinsi Aceh
IKMS

JumlahKMSyang mendapat pendampingan -

Jumlah IKMS g diawasi olelinas

(pengawasan yang dimaksud adalah di cek
laporan RAT, kunjungan ke IKMS, dsb)

Tahun 2018

Tahun 2019

SektorZakat, Infak danefiekah (ZIS)

Daftar BAZNAS aktif

23 BAZNA3BKtif

Kabupaten Aceh Bes#abupaten Pidig&kabupaten Pidie Jay@abupata
Aceh TengalKabupaten Aceh Utarabupaten Acefimur, Kabupaten
Aceh Tenggar&abupaten Aceh Bardtabupaten Aceh Selatafabupaten
Aceh Barat Day&abupaten Gayo Lud&abupaten Aceh Tamiang
Kabupaten BireurKabupaten Aceh Singllabupaten &ieuley Kabupaten
Aceh Jay&Kabupaten NagaRayaKabupaten Bener MeriaKota Sabang
Kota Langsdota Banda AceKota Subulusalam Kota Lhoksuemawe
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JumlahPenghimpunan Zakat, Infak dan Sedefdgiam Rupiah)

Jenis Dana Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 209
Penghimpunan Zakat
A Zakat Maal/Harta 190,137842941 209,029,96 Q70 Belum ada

Penghimpunan Infak
A Infak Bebas 75,265,953988 74,432,913746 Belum ada

JumlahPenyaluran Zakat, Infak dan Sedekddlam Rupiah)

Jenis Dana Tahun 2018 Tahun 209
Penyaluran Zakat 7,418,607,000 3,210,000
Penyaluran Infak 8,000,000 -

Program Penyaluran Zakat, Infak dan SeddkBhwinsi Aceh

Jumlah B Alokasi
Bid B Nama Program Penerima F()esar Io ast N Lemb
idang Program Manfaat erz;F/za ;Jran ama Lembaga
(jiwa) P
Sosial Bantuanuntuk Fakir Uzur 2520 15,120,000000 Unit Fakir Uzur
Kemanusiaan
Bantuan Insidentil untuk 95 475,773000 Pendistribusian
Kebutuhan Hidup
SeharHari
Bantuan Santunan 4,000 3,200,000,000 Pendistribusian
Ramadhan untuk Keluarga
Miskin
BantuanPendampingan 20 200,000000 Pendistribusian

untuk Anak Terlantar dan
Anak Korban Kekerasan

Bantuan untuk Pembelian 80 200,000000 Pendistribusian
PerlengkapaBayi dan Ibu

Melahirkan bagi Keluarga

Kurang Mampu

Bantuan untuk Muallaf Bart 50 100,000000 Pendistribusian

Bantuan Biaya untuk Orang 100 500,00Q000 Pendistribusian
Terlantar dan Kehabisan

Bekal Karena Sakit dan

Keadaan Mendesak Lainny

Bantuan untuk Korban 300 600,000000 Pendistribusian
Musibah dan Bencana Alar

Pendidikan Bantuan Insientil untuk 50 250,000000 Pendistribusian
Kebutuhan Pendidikan
Beasiswa Penuh Muallaf 206 2,893000,000 Unit Beasiswa
Beasswa Berkelanjutan 123 590,400,000 Unit Beasiswa
Muallaf
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Jumlah .
. Besar Alokasi
Bid P Nama Program Penerima P I
idang Program Manfaat er?éa ;Jran
(jiwa) .
Beasiswa Penuh Keluarga 374 4,672950,000
Miskin
Beasiswa Berkelanjutan 822 6,467,200000

Keluarga Miskin

Kesehatan Bantuan bagi Penderita 300 1,800,000000

Kanker, Thalassemia

dan Renyakit Kronis Lainny:
dari Keluarga

Miskin

Bantuaninsidentil untuk 50 250,000,000

Merawat/Menjaga Orag
Sakit

Bantuan Insidentil Untuk 50 250,000000

Orang Sakit

Pemberdayaan Bantuan Dana untuk 337 2,696000,000

Ekonon Pembelian Alat
Alat/Peralatan Kerjaagi
Masyarakat Miskin

GampongdProduktif 20 3,000,000000
Bantuan Dana untuk 10 800,000000
Kelompok Usaha Bersama
Bantuan Mdal Ekonomi 88 874,000000
Muallaf

Dakwah Pendampingan Syari&lagi 300 234,000000
Muallaf
Bantuan untuk 1.390 1,400,000000

Pengembangan dan Syiar
Keislaman

Indeks Zakat Nasional (IZMdvinsi Aceh

Indeks Zakat Nasional/lZN (Dimensi Makro)

Regulasi

Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) BAZIKAS
Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, and mustahik
Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumalgdga di level Provinsi
Rasio, Jumlah dari muzakigtitusi/jumlah institusi di level Provinsi
Database daiinstitusi/lembaga zakat yang terdaftar

Total Indeks Makro

2018

0.25

0.75

0.25

0.33
0.58

Unit Beasiswa

Unit Beasiswa

Unit Fakir Uzur

Pendistribusian

Pendistribusian

Pendistribusian

ZIS Produktif

Pendistribusian

ZIS Produktif

Pendistribusian

Pendistribusian

2019

0.92
0.92
0.81
0.31
0.60
0.57
0.82

Nama Lembaga
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2018 2019

Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro)

Penghimpunan 1 0.25
Pengelolaan 0.75 0.69
Penyaluran 0.69 0.75
Pelaporan 0.75 0.67
Indeks Kesejahteraan CIBEST 0.75 0.81
Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI) 0.75 0.48
Kemandirian 0.5 0.50
Institutional 0.81 0.57
Dampak Zakat 0.7 0.62
Total Indeks Mikro 0.74 0.58

SektorUMKMdan Ekonomi Pesantren

JumlahPesantren dengaksahaUsaha Syariah

15 Pondok Pemitren 18 Usahausaha Syarialulétil tersedia diampirar)

33




dan K

SektorPendidikan Ekonomi dan Keuangaariah
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gan Syariah

Jenjang

Sarjana

Magister

Doktoral

AkreditasPerguruanTinggi Dan Progna Studi Ekonomi Syariah Terkait

Akreditasi

Akreditasi A
AkreditasB
AkreditasiC

Belum Teaskreditasi

21

Program Studi tahun 2019

Nama Program

studi

Akuntansi
Syariah

Bisnis Islam
Ekonomi Syarial

Hukum Ekonomi
Syariah

IImu Ekonomi
dan Keuangan
Islam

Manajemen
Bisnis Syariah

Manajenen Haji
dan Umroh

Perbankan
Syariah

Manajemen
Keuangan
Syariah

Hukum Ekonom
Syariah

Ekonomi Syarial

Jumlah
Program

Studi

Jml.
Dosen

113
69

72

2018

Mahasiswa Dosen

AkreditasPerguruan Tinggi

S1

S2

S3

Jml.

126

7,450

6,798

5144

467

84

Perguruan Tinggi yang menyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangafeéskaiiah
Jumlah
Universitas
tahun
2019

2019

Jml.

Jml.

Mahasiswa

326

5,739

3,563

3,428

312

63

AkreditasProgram Studi

S1

S2

S3
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Peluang Investasi Daerah
untuk IndustriKeuangan Syariah

Nama Proyek Investas Stakeholders Tahapan Proyek Nilai Perkiraan
Investasi Investasi alam
Rupial)
1 Proyekjalan tol: Pemerintd/ Infrastruktur ~ Ruas Sigj Banda Total Investasi:
A Binjai Langsa Perusahaan Aceh sedang A 7.4 trilun
A Langsa dalam tahap A 6.1 triliun
Lhokseumawe pembangunan A 7.8triliun
oleh Hutama A 6.2triliun

A Lhokseumawe

Sigli Karya
A Siglic Banda Aceh

2  Potensi: Pemerintalh Pembangkit Perencanaan -
PLTAi 15 Swasta Listrik Tenaga
Kabupaten/Kota di Air (PLTA)

Aceh

3  Potensi: Pemerintalt Panas Bumi A Jaboi Keuneuka -
Panas Bumi di 8 Swasta (Geothermal) (Pembangunan)

Kabupaten A Seulawah Agarr
(Pembangunan)

4  Peluang: Swasta Perkebunan Perencanaan Tersedia, difasilitasi
Pabrik Pengolahan (Komoditas oleh BKPM RI. Estimas
Minyak Goreng Nagan Kela@ Sawit) Inyestasi:

Raya A Investasi: 115

miliar

A Modal Kerja: 222
miliar

A Edimasi
Pendapatan: 245
miliar

A NPV: 205 juta

A IRR : 50.15%

A BCR: 2.761295268

A BEP: 3 Tahun 9
Bulan

5 Peluang Konsorsium KEI  Perkebunan Perencanaan Hitungan Estimasi
Pembangunan Kopi Arun (Komoditas Investasi oleh Baeda
Ingan Aceh Lhokseumawke Kopi) Ageh Tengah:

Swasta A Pembangunan
Pabrik & Modal
Kerja
A US$ Bjuta
A Biaya operasional:
US$ 2.9 juta
A NPV: US$ 1.8 juta
A IRR: 23%
A BC: 16 4
A BEP: 6 Tahun P~
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10

11

12

13

14

15

16

17

Nama Proyek Investas

Peluang:

A Pembangunan
Industri
Pengolahan Kakao
(Pasta, Mentega
dan Bubuk Coklat

A Pembangunan
Industri Kemasa

Peluang:
Pembangunan Industri
Pengolahan Minyak
Nilam

Potensi:
Pembangunan Pabrik
Pengolahan Serai
Wangi

Peluang:
Pengembangan Sapi d
Aceh Besar

Pengembangan Sapi d
Pidie

Pengembangan Sapi d
Nagan Raya

Pengembangan Sapi d
Aceh Tengah

Pengembangan Sapi d
Bener Meriah

Potensi:
Pengembangan
Pelabuhan Perikanan
Idi

Potensi:
Pengembangan
Pelabuhan Perikanan
{Fgly3a . I Q
Pengembangan wisata
laut :

Pusat Diving dan
Snorkelling Babang
Pengembangan Poten:
Wisata Gayo Lues

Stakeholders

Konsorsium KE}
Arun
Lhokseumawke
Swasta

Kepemilikan
Lahan:

Pememtah/
Swasta

Swasta

Pemerintat
Swasta

Milik

Masyarakat dan (Pengembangar

Swasta
Milk Koperasi

Aneuk Nanggroe (Pengembagan

danSwasta
Milik
masyarakat dan
milik
pemerintahdan
Swasta
Milik
Pemerintabkdan
Swasta
Milik
Pemerintahdan
Swasta

Milik

Pemerintabdan
Swasta

Pemerintaldan

Swasta

Perusahaadan
Swasta

Sektor

Perkebunan
(Komoditas
Coklat)

Perkebunan
(Komoditas
Nilam)

Perkebunan
(Komoditas
Serai Wangi)

Perternakan

(Pengembangar
Industri Sapi)

Perternakan

Industri Sapi
Perternakan

Industri Sapi
Peternakan

Peternakan

Perikanan

Perikanan

Pariwisata

Pariwisata

Tahapan Proyek

Investasi

Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan

Perencaaan

Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan

Perencanaan

Nilai Perkiraan
Investasi alam
Rupial)
Hitungan estimasi
Investasi: US97 juta
A NVPUS$ 5.7uta
A BC: 1.69
A BEP: 6 Tahun 9
bulan

Estimasi Investasi Hasl
Perhintungan Bappeda
Aceh Jaya

A Total InvestaslJ$

11ljuta

A NPV USS$ 3l juta

A IRR: 64.22%

A BEP: 2 Tahun

Estimasi secara
keseluruhan

Estimasi secara
keseluruhan

Estimasi secara
keseluruhan

Estimasi secara
keseluruhan
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Stakeholders Sektor Nilai Perkiraan

Nama Proyek Investas Tahapan Proyek

Investasi Investasi alam
Rupial)
18 Pengembangan Wisat: Pemerintahdan Pariwisata Perencanaan -
Kota Banda Ate Swasta
19 Pengembangan Pemerintatdan Parwisata Perencanaan -
Lapangan Golf Swasta

Lhoknga, Aceh Besar
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Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah

Islamisasi Ldraga Keuangan:Qanun Aceh No 11
Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah

Dr. Hafas Furgani, M.E
Dr. Ratna Mulyany, MEA&?

Latar Belakang

Provinsi Aceh menempuh terobosan baru dengan melakukan islamisasi seluruh lembaga keuangan. Ini dilakukan
RSy3ty RAGSGFILAFYyyYye&l viIydzy b2d mm ¢ Kdzy wnmy GSyaly3
dari serangkaian cHeita untuk memanifestésan komitmen bersama masyarakat Aceh untuk pelaksanaan

Syariat Islam secara kaffdalam kehidupan bermgarakat.Langkah ini bermula pada era reformasi dengan
penerbitan Undangindang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi KhususPraginsi Daerah Istima Aceh

sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk melaksanaka
Syariat Islam. Selanjutnya, Undamglang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memperkukuh
komitmen ini dan menyatal y 0 Kg |l {mérjadilatrasan kehidfipanymasyarakat Aceh. Pada Pasal

126 disebutkan:

1. Setiap pemeluk agamalslamdf¢ 6+ 2A 06 YSy Il FGA RIFEy YSy3arYlflly &aet
2. Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormhatipel y I 'y ae&l NA Ql @

Agar Syariat Islam terlaksana dengan baik dan teratur, pemerintah Aceh bertanggungjawab secara
sistemais menyusun kebijakan pelaksanaan Syariat Islam. Pada UU No. 11 Tahun 2006 pasal 127 ayat (1)
disebutkan tanggungjawab pemdeh Aech dan pemerintahan kabupatekbta atas penyelenggaaa
LISt I 1 al yl | yDiaanpingkuQUlaina Acéhtjugayimemaingerannya. Dalam Qanun Aceh No 2 Tahun
2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) diseburkan bahwa untuk mendukksenpala Syat
LatlyY atSNYY RFEYy {SRdzRdzZl by LI NIF ! fFYlF LISNIdz RAEfSYS!Il It
berfungsmemberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan
dan kemasyarakatan serta tatanekonomiyand. a £ I YA £ ©

Pelaksanaan Syaraiat Islam yang dimaksud adalah mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh.
Initerggf 6k NJ RFEFY vIydzy ! OSK b2Y2MNI2\| 2¢F Kdgf NAhaun LASY YE y 3
disebutkan bahwa ruang lingkup Sgaislam menakup semua aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di
Aceh yang pelaksanaannya meliputi agidah, Syariah dan Adimkjutnya, disebutkan juga bahwa pelaksanaan
Syariat Islam bidang Syariah meliputi ibadah, ahwsgb&hshiyah (hukum kelgg), muamala (hukum perdata),

1wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI-Ré&NiAr
2 Asisten Professor, FEB, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
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jinayat(hukum pidana)j | R géradilan)tarbiyah(pendidikan) dan pembelaan Islam. Penergpariat Islam
di Aceh adalah bermaksud melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatkat, nasab, masyarakat dan
lingkungn hidup (paal 3).

Arah penerapan Syariat Islam dalam bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh mulai secara
sistematis dissun sejak tahun 2015 di mana Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh melakukan kajian tentang Lembaga
Keuangan Syariat di Aceh, isgjga dapat Mnghasilkan Naskah Akademik yang menjadi dasar penyusunan
Rancangan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutrua,iieksif dan terbuka dalam bentuk FGD dan
diskusi publik dilakukan untuk penyempurnaan draft rancangan Qanun LKS. Bad@®1ah Dewa Perwakilan
Rakyat Aceh (DPRA) membentuk pansus pembahasan Rancangan Qanun LKS bersama dengan lembaga terkait
sepert Dinas Syariat Islam, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Praktisi Perbankan dan Akademisi dari FEBI
UIN ArRaniry. Haspembahasanang panjang dan komprehensif akhirnya melahirkan penerbitan Qanun Aceh
Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangana® pada rapat paripurna DPRA dan diundangkan pada
tanggal 4 Januari 2019 dalam Lembaran Daerah Aceh.

Ruang Lingkup
Pringp dariQanun LKS mengamanatkan bahwa sejalan dengan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di provinsi
Aceh maka Pemerintah Acglerlu mengatur transaksi keuangan masyarakat Aceh yang sesuai Syariat Islam.
Aturan ini meliputi lembaga keuangan yang berapiediAceh dan juga cara bertansakdaaa aktivitas lembaga
keuangarQanun LKS berlaku untuk wilayah Aceh yang mencakup undigigd badan hukum yang melakukan
transaksi keuangan di Aceh dan juga LKS yang menjalankan usaha di Aceh atau berkadiokqalsBada
Pasal 6 disebutkan bahwa Qanun LKS berlaku untuk:
A Setiap orang yang beragama Islam yang beré&ripggal di Acehtau badan hikum yang melakukan
transaksi keuangan di Aceh
A Setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan transaksjgkediéceh
A Setiap orang beragama bukiatam, badan usaha atau badarktin yang melakukan transaksi keuangan
dengan pemerintah@h dan pemerintah Kabupaten/Kota
A LKS yang menjalankan usaha di Aceh
A LKS diluar Aceh yang berkantor pusat di Aceh

Isi QanurLKS
Qanwn LKS memuat 12 Bab dan 67 Pasal Qanun yang berisi aturan terkait pelaksanaan jasa lembaga keuangan
Syariah di Provinsi8K &l y3 KI NHzA RAfF1alylr{ly &aSadzzA RSy3alFy t NJ
hukum dan etika keislaman dalam letgh keangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang
memiliki kewenangan dalam pehé LJ- y Tl {6 R Seca@irRimyGanua BKIS NdrQatuk émnpat
dimensi penting dalam praktik keuangan Syariah di Aceh yaitu:
1. Lembaga keuangan SyaridtKE) yam merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor
perbankan, sektor keuangan Syariah non perbankan dan sektorgkeukainnya yang sesuai dengan
prinsip Syariah yang mencakup pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pegadaian,
koperasi,lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro, atau lembaga jasa keuangan
lainnya yang pelaksanaannya tidakiéetangan dengan prinsipNA y a A LJ aél NA QI Ko
2. Pihakpihak yang terkait yang melakukan aktivitas transaksi atau menjalin keajaemga lembaga
keuangan Syariah di Aceh seperti individu, badan usaha, lembaga, dan jugtlgralderterkait
seperti Pemeantah Aceh, Baitul Mal Aceh.
3. Kegiatan usaha LKS dan ativitas transaksi keuangan Syariah seperti simpanan, pinjaman,pdarbiayaa
investasi yang harus sesuai dengan ketentuan akad Syariah.

Beberapa terobosan penting yang ingin diwujudkan dalam Qaiada#fah sebagai berikut:

A Kewajiban lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 2 )

A Kegiatarusaha LKS yang meliputi transaksi jasa keuangan (penyaluran, pembiayaan, pengelolaan dan
investasi) berdasarkan prinsip Syarials§Pa8).

A Pembentukan Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (Pasal 42).

A Pembentukan Dewan Syariah Aceh (DSPdavan Syariah Kebupaten untuk kepentingan pengaturan,
koordinasi dan pengawasan Syariah di tingkat Aceh (Pa48).46

A Peran LK8alam pengembangan usaha sector riil masyarakat (Pasal 38 ayat (6)).

A Kewajiban Bank Syariah mencapai rasio pembiayaan kegaioia mikro, kecil dan menengah minimal
30% pada tahun 2020 dan 40% pada tahun 2022 (Pasal 14 ayat (3) dan (4)).

A Kewajiban LK@elakukan pembinaan pada UKM (Pasal 60 ayat 4).
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Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah mengutamakan akad berbasis bagijhadéitaya paling
sedikit 10% pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022 dan 40% pada tahun 2024 (Pasal 14 ayat 7).
Kewajiban LKS meldan kegiatan keuangan sosial (Pasal 38 ayat (2)).

Peran LKS dalam pengumpulan harta agama berupa wakaf, hibah, zakdansadagah dalam bentuk
tunai (Pasal 38 ayat (7)).

Kerjasama Bank Syariah dengan Baitul Mal dalam penerimaan dan penyaluzakdgiiafak, sedekah
dan wakaf dan termasuk juga pembiayaan murah kepada usaha mikro (Pasal 15 dan 16).

Peran LKS dalam ddsi dan literasi keuangan Syariah (Pasal 17)

Peran Pemerintah Aceh dalam menfasilitasi, membentuk dan memberikan insentif kepkadyariah
yang berkinerja baik (Pasal 19 dan 20).

Ikatan bagi setiap orang beragama Islam dan bertempat tinggal di Aagh matakukan transaksi
perasuransian di Aceh dalam aktivitas asuransi Syariah (Pasal 22).

Aturan terkait pasar modal Syariah yargiputi instrumen, saham, reksadana dan sukuk (Pasal 23)
Pemerintah Aceh dapat mengeluarkan obligasi Syariah atau sukuk (Ressal 23 ayat (7).
Pengelolaan dana pensiun berdasarkan prinsip Syariah (Pasal 24)

Aktivitas modal ventura berdasarkan prinsipriah (Pasal 25)

Aturan terkait pegadaian Syariah, produk dan prinsip pegadaian Syariah (RPZ9al 26

Koperasi pembiayaan twes memenuhi prinsip Syariah (Pasal 28)

Lembaga / perusahaan pembiayaan Syariah wajib melakukan kegiatan usaha berdasark8yaiatsip
(Pasal 29).

Aturan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Pasal 34).

Aturan teknologi financial Syariah yang hanesnperhatkan prinsigprinsip Syariah (Pasal 35).

Aturan lembaga keuangan N&ank Syariah lainnya yang harus memenuhi prinsip Syariah dalam
operasionalnya (Pasal 37).

Seluruh Transaksi Keuangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota wajib melalsalL3. (P
Menginfentarisasikan Lembaga Keuangan Non formal oleh Pemerintah (Pasal 53).

Manfaat dan Dampak

Implementasi Qanun LKS akan meriae dampak positif dalam dua bentuk, yaitu pertama terlaksananya
implementasi Syariat Islam secara lefmibluas dalam kehighan masyarakat Aceh yang merambah dimensi
ekonomi dan keuangan. Kedua, perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah akan letiém lsesagak di
Indonesia secara umunbalam simulasi perhitungan yang dilakukdehoBank Indonesia, propmra®t
perbankan gariah di Indonda akan bertambah sekitar Rp 26.Triliun sebagai akibat limpahan konversi
lembaga keuangan Syariah di Acehrggda menaikkapangsa pasgrerbankan Syariah nasional menjadi®.
persen. Dengan kata lain, totaleasperbankan Sgriah merngkat menjadi Rp 505.6 triliun dan totadea
perbanka konvensional turun menjadi RY86.8 triliun.

Proporsi Aset Perbankan di Indonesia Proporsi Aset Perbanken di Indonesis
sedelum Perbankan di Aceh Konversi {35} setelah Perbankan di Aceh Xonversi (%) *

Rp7SI2SY | |
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Wawancara
Kepala Instnsi Daerah

Bagaimana visi, rencana, dan prograregram terkait ekonongyariah?

Kepala Bappeda Primsi Aceh

Visi Peméantah Aceh RPJMA 202022
G¢SN¥dz2dzRyel ! OSK &ly3 5FYFA RFEy {S2FKGiSN} as$

Misi. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta-milki keislaman dan budaya keacehan dal
kehidupan masyarakat denganikti R ! Kf dziadzyyl K 2Fft2FYlFI K &Fy3
dengan tetap menghormati mazhab yang lain.

Peraturan Daerah
A Qarun Aceh No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok Pokok Syariat Islam
A Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
A Nomor9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah

Tujuan:
1. Menguatnya tatanan Ekonomi Syari'ah
Program
A Program Peningkatan Kitas Pendidikan Agama (Jum@értifikat Produk Halahgg Diterbitkan)
A Program Pembiaan Lembaga Sosial Keagamd@ningkaan Kapasitas @ Akuntabilitas Lembag
Sosial Keagamaan)
A Program Pengelolaan ZISWREr§entas®eningkatan Pemahaman ZISWAF)
A Progam Pembinaan Syariat Islam (Persentase Pembayar ZIS)

2. Menguatnya tatanan budaya, adat istiadat dan sesfi¢ghan yang Islami
Program:
A Pengembangan Nilai Budaya (Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Menghargdaixalgi
A Program Pegelaran Seni Bualapaerah (Jumlah keikutsertaan dalam Festival Seni dan B
(Festival/Tahun)
A Program Pengelolaan Keragaman Budaya (MenkaykatPelestarian, Pengembangan c
Pemanfaatan Kekayaan dan Keragaman Budaya)

Misi 8 Membangun dan mengembangkan sergemtra poduksi, perdagangan, industri dan induktgatif
yang kompetitif.

Peraturan Daerah
A Qanun Prov. NAD No. 11 tahun 2002 TegtBelaksanaan Syariat Islam bidang Agidah, Ibadal
{eAQF N Latly
A Qanun Aceh No.8 fian 2014 Tentang Pokok Pokok Syariat Islam
A Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan

Tujuan:
1. Meningkatnya pembangunan industri
Program
A Programpengembangarindustri kreatif dan aneka (Meningkatnya kontribusi sektor industri
kreatif dan apka)
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A Program perwilayahan industri (Meniagikya jumlah kawasan industri dan sentra industri) Kaw:
Industri (K1), Sentra Industri Kecil, Menengah (SIKIM)
A Program pengmbangan sentraentra industri potensial (Meningkatnya kontribsesktor industi)

2. Meningkatnya kontribusi pariwisata
Program
A Pengembanga Pemasaran Pariwisata (Jumlahjkngan wisatawan wusantara dan wancanegare

Kepala Dinas Perindustrian dan PeydaganProvinsiAceh

+A&aA Ddzo SNYy dzNJ ! OSK @&l A {dzy SejarfeNividraudReyhérintananCYang Ber
AdiiIRFY aSftl &l yAéod

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh be
dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada misi ke sebelas diaabedas, yaitu:
¢aSYoly3adzy RIy ¥frgsaymodukidindusyiRlay Ay Rdza G NA | NBI (

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh terkait pengembangamiedy@riah, industri halal da

sektor keuangan syariah di Aceh

1. Mengembangkan standarisasi dan inovasi produk industri hal&kedangan syariah

2. Membentuk lembagd&embaga pendukung ekonomi syariah

3. Menyusun program pelatihan dengan memanfaatkan perkegdorair

4. Mensinergikan program pengurus pusat maupun pengurugakildengan lembaga pemerintah pemanc
ekonomi Syariah

5. Meningkatka daya saing produk dan jasa dengan fakakanan halalDalam hal ini, Disperindag Ac
membuka dan memfasilitasi konsultatan sosialisasi sertifikasi halal, hingga fasilitasi pendafi
sertifikasi halal.

Kepala Dinas Koperasi dan URKbvinsiAceh

+AaA S5AYyFAa Y2LISNraixz ! alKlI YSOAf RFy aSySy3l
Menengah yang sehat, &udan berdaya saing menuju masyarakat makmur serta sejahterk paii I K dz
melalui rencana dan prograprogram kegiatan yangendukung terwujudnya visi tersebut. Adapun kebija
yang telah dilakukan Pemerintah Aceh terkait pengembagan sektor Ekgm@oiaih Industri Halal dan sekt:
keuangan Syariah adalah perafgan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangain
yang mengatur sengiendi pelaksanaan dan pengelolaan perekonomian sesuai prinsip syariah Islam ¢
keuangan termasuklalam hal pengembangan Koperasi. Dinas Koperasi, Usaha Kekiemengah Acet
bekerjasama dengan MUI Pusat telah melakukan BgabiTeknis dan Sertifkasi Dewan Pengawas Sy
(DPS) Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan PinjafgdS3@8ahmulai tahun 20
(Tahap I) menghasilkan sejumlah 28gr®PS dan tahun 2019 (Tahap Il) sejumlah 60 orang DPS. R&ila
dengan bantuan fasilitasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kc
ke Syariah melailiNotaris.

Selain itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan MeneXggth juga gencar melakukan sosialisasi, pelatihan
bimbingan t&nis sistem keuangan syariah kepada pengurus/pengelola koperasi pada tahun anggar
kepada 150 pengurus/pengelola koperdis3 (tiga) wilayah yaitu Banda Aceh, Aceh Barat Daya daerB
sebagai bentuk implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2@&8. Koperasi, Usaha Kecil dan Menen
Aceh memiliki 5 strategi untuk mendorong pertumbuhan industri halal di Aceh yaitu:

A Comptitivenes (daya saing), Peningkatan daya saing dilakukan melalui pendataanss&ktor
potensial yang dapat dikembangkan seperakanan dan minuman, fashion, wisata dan ekon
digital;

A Certification (sertifikasi), Sertifikasi produk diberikan untuk npeluas akes pasar denga
mendorong koperasi dan pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi;

A Coordinatior(koordinasi), Koordinagiga dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengat
agar terjadinya sinergi program dan kebijakan antar stakehtddait urtuk menjadikan ekonom
syariah sebagai sumbver pertumbuhan ekonomi baru;
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A Campaign(publikasi/promosi), Promosi diperlukaintuk memperkenalkan kepada publik tents
gaya hidup halal yang bersifat universal , tidak hanya Whtiskm, namun jugaintuk nonMuslim,
dan;

A Corporation (kerjasama). Kerjasama antara pemangku kepentingan industri halal nasion
internasional ntuk membangun Aceh sebagai pusat industri halal global.

Salah satu strategi untuk mencapai visi Aceh sebagai pusat ekgrasiah sekemuka di Indonesia iala
dengan memperkuat rantai nilai halal (halal value chain). Di dalamnya terdapat sejumlahyiadg$terkaitan
dengan kebutuhan produk dan jasa halal, seperti makanan dan minuman alias kuliner, pariwisata, ser
busanasopy k ael NQL &

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatiPRiainsiAceh
Visi: "Terwujudnya Aceh SebaDaerah Investasitama Melalui Pelayanan TerpacangPrima"

Misi:

1. Meningkatkan percepatan reformasi birokrasiig pemnaman modal,

2. Membentuk citra Aceh sebagai dak tujuan utama investasi,

3. Melaksanakan integrasi perencanaan dan pengendaliamnaenan modal dengan pemerinta
pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, swasta, perbargkanlemisi dan magsraka,

4. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pemerintah Aceh telah diberikan kewenangan untuk menjalankan Syanmisisatu sistem yang telah diidar
idamkan oleh seluruh masyarakat Aceh sejak lama, melalui Peraturan Daerah Pagvatgstimewa Aceh
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Segala warga masyarakat Aceh yang berag
wajib menjadnkan syariat Islam secar paripurna. Sebagaimana yang telah diketahui, syariat Islam mg¢
satusatunya solusi untumencgai standar tatanan organisasi kemasyarakatan yang ideal. Hal ini dikart
adanya dua aspek evaluasi yang menjadi dasar idealatam pelaksanaan segenap ketentuan syariat I<
yaitu aspek duniawi dan aspek akhirat. Oleh karena itu, dengaitmien mematuhi serta menghormat
pelaksanaan syariat islam, diharapkan seluruh aspek khususnya bidang perekonomian dapat be
kembang secara ideal dan sesuai harapan teoretis.

Berbicara mengenai bidang perekonomian/investasi, melalui Qanun Acehr [Sofetun 2018 tentang
Penanaman Modal, telah diatur dastsar melakukan kegiatan penanaman modal/berusaha di /
Sebagaimana diselk@n pada pasal 8, bahwa Pemerintah Aceh mendukung penuh atas keberlang
ekonomi syariah yang ditandai dangadaya perhatian khusus bagi seluruh kegiatan berusaha
melakukan kerjasama dengan lembaga ekonomi syariah. Hal ini bermakatapePemerintah Aceh agi
keberlangsungan perekonomian syariah di Aceh adalah sangat besar. Selanjutnya, padedesahgar
syariah saat ini, Provinsi Aceh juga telah memiliki Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Syariah dalam upaya mewdkan pelaksanaan syariat islam secara kaffah dan memperkuat implern
pembangunan ekonomi syariah di Aceh. DPMB&B&raa waktu lalu juga sudah bekerjasama dengan E
Mandiri Syariah dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada karyawan tenigaih gproduk
perbankan syariah. Dapat kami informasikan juga seluruh karyawan DPMPTSP memiliki rekening |
AcehSyariah

Pada sektor industri halal, Provinsi Aceh juga sudah memiliki regulasi dengan terbitnya Qanun nomo
2016 tentang sisterjaminan produk halal dimana pemerintah Aceh berkewajiban melindungi masyarak
mengkonsumsi makanan, minuman, adrat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi
terjamin kehalalannya. Dalam sektor pariwisata, Pemerintah Aceh jdgh memiliki branding Aceh Hal
Tourism serta aktif dalam upaya mempromosikannya. Dengan brand image ini, dihakapkaemrik minat
investasi dan kerjasama wisatawduslim dan calon investor ke Aceh dalam bidang investasi
pengembangan proyek dklgor pariwisata, properti, perdagangan bahkan infrastruktur.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpadPiSatuddam program peningkatapromosi,
kerjasama investasi dan pengembangan potensi ungguan daerah ada beberapa feiiatan

A Aceh Tade, Tourism and Investment Forum

A Pertemuarkerjasama negara Asean danlfasi dunia usaha pada IMGT
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A Marketing ivestasi

A Bisnis forum investasi

A Marketing Investment Indonesia (MIl) dan H8T untuk peningkatan kerjasama dan peningke
promosi invesisi.

DPMPTSP juga memiliki program pemberdayaan usaha kemitraan UMKM dengan perusahaan PN
BUMN,BUMD. Proses pelayangerizinan dilaksanakan secamline systemsehingga memberikan prost
waktu lebih singkat, nyaman, murah, efektif dan efisien.

Kepala Dinas Kebudayadan PariwisataProvinsiAceh

Pembenahan dan persiapan Aceh sebagai destinasi wisata yang ramaltiknbjungi tetap ditingkatkar
Kemenangan Aceh sebagai Destinasi Halal Budaya terbaik tingkat dunia dan Bandara SultaMiskal
sebagai Bandara Ramah Wisatawéuslim terbaik tindat dunia serta Aceh sebagai destingisiata ramah
Muslim telah menanbah jumlah kunjungan wisatawaviuslim ke Aceh. Pelaku pariwisata baik jajal
pemerintah maupun masyarakat diharapkan terus meikbe kontribusi positif dalam upaya memajuk
sektor paiwisata di Aceh.

Beberapa program yang telah dilakukan selamaiitoi: ya
A Melakukan pelatihaipelatihnan ¢apacity buildingSDM pariwisata
A Kerjasama dengan lembaga terkait (Pemerintah, BUMN/BUMDaganPedidikan dan Industr
Pariwisata)
A Memperbanyak pa-paket produkpariwisata ramah Muslim
A Menyediakan kemudahan fasilitislami bagi wisatawan
A Uji kompetensi pelaku bagi usaha pariwisata

Dengan program tersebut telah membawa Aceh meraih kemanatiggkat Nasional di peringkat ked
sebagai Destinas$Visata ramah Muslinnggulan Indonesia 2019 melalui Standar Indondsislim Travel
Index (IMTI) 2019 yang mengacu pada Gldbaslim TravelIndex (GMTI). Hal tersebut akan sema
mempertegas VisiPYSNAY G K ! OSK RFflY &aS¢gda®isaRrdmgh Mushi
b y33dzZ Iy 5dzyAl ¢ @

Kepala Kantor Perwakilan Bamkibnesia Provinsi Aceh

Visi & Misi Pengembangan Ekonomi Hanangan Syariah Provinsi Aceh

Program Akselerasi Ekonomi dan Keaangyariah Provinsi Aceh memiliki tujuan utama untuk meningki
kesejahteraan masyarakasogial welfarg berlandaskan pring dan nilainilai syariah Islam. Cara unti
mencapai tujuanti disesuaikan dengan sasaran/target yang telah ditentukan sebagajraag telah ditulis
sebelumnya, diantaranya Peningkatan Aset Usaha Syariah, Peningkatan Pembiayaan Keuangan Syal
Kedalaman Pasar Keuangan, Tingkat Literasi & Akses Keugrgdn Sertdnternational Standing

Visi pengembangan ekonomasigh di Aceh diupayakan sejalan dengan visi Gubernur Provinsi Aceh ya
mewujudkan Aceh yang damai dan sejahtera. pdisgembangan ekonomi syariah juga dinilai sejalan de
Al fFK alddz YAaA Ddzo SNY dzNJ t NB @A y & Aat 1slaD Ddsarta ilanikail
keislamag @ LaflyY &aSolF3FA F3AFYlF @&Fy3 LI NRLHzNY | BAspak
kehidupan, termasuk perekonomian. Aceh sebaga satu barometer nasional penerapan syariat Islam g
untuk terus berposes menciptakan kesejahteraan melalui perekonomian berbasis syariah Islam.

Dengan mempertimbangkan pandangan masyarakat saag kuat terhadap agama, sekaligus adanya
Gubernu Provinsi Aceh untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam, maka gien@mgan ekonomi da
keuangan syariah Aceh diusulkan sebagai bedkatS ¢ dz2 dzR{ 'y ! OSK aSal KiSI
prinsip syariah Islam dalam setiap aspek dan semdiLIS NE { 2y 2 YA | y ¢

Berdasarkan visi dimaksud, misi pengembangan ekonomi damzl y 3y A&l NAF K R
b2

keterkaitan pengembangan sektor keuangan dan sektor riil perekonomian berbasis Isyarfalh Y €
beberapa cara sebagai berikut:
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1. Meningkatkan wawasan masyarakat Aceh untuk menerapkanitdisgyariah dalamrpktek dan transaks
ekonomi melalui edukasi yang terstruktur dan masif, serta peningkatan peran lembaga pendidik:
danmasjid.

2. Menyusun rekomendasi kebijakan strategisg bersifatop downuntuk mengakselerasi perkembang
ekonomikeuangan syariathi Aceh.

3. Mendorong terciptanya wirausaha dan semangat kewirausahaan, dan secara bersamaan mengt
adanya kerjasama/linga antara lembaga keuangan syariah dan pelakbaydzaik di pelaku berska
mikro, kecil, menengah, maupun besar.

4. Memperkuatetworkingdan kerjasama bisnis antar pelaku usaha dan investor, baik di dalam wilaya
di tingkat nasionaiternasional, bedasarkan prinsip bisnis syariah.

5. Meningkatkan kalitas manajemen Lembaga Keuangan Syariah dan hiropdesientasi akad/produl
keuangan syariah.

6. Mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran tdamic Social Finan¢Zakat, Infaq,
Shadagah daWakaf).

Penjelasan Misi Program Akselerasi Bkordan Keuangan Syariah Provinsi Aceh

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnyanikanerekomendasikan 6 (enam) misi untuk mendukung
Program Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Acelm Kegindimaksud merupaka
interpretasi dari berbgai peranstakeholderbaik di sektor ekonomi riil maupun di sektor keuanganiaya
Berikut penjelasan singkat dari keenam misi program dimaksud.

Penjabaran Misi Pertama

oMeningkatkan wawasan masyarakateh untuk menerapkan ni#ailai syariah dalamrpktek dan transaks
ekonomi melalui edukasi yang terstruktur dan masif, sem@ngkatan peran lembaga pendidikan Islam ¢
masjidb &

Tujuan dari misi pertama adalah membangun konstruksi berpikir madyacakebahwa persoalan muamali
tidak terlepas da panduan syariah Islam. Pengetahuan yang terbatas terhadamilailasyariahdalam
perekonomian berpotensi memunculkan resistensi, bahkan menganggap nilai yang ada dalam ekonor
sama saja dengakonvensional. Fenomena dimana masyarakaslim tidak memahami panduan syari
dalam perekonomian telah banyak ditemui, dan meniikén kemacetan dalam mendorong pertumbut
ekonomi dan keuangan syariah di banyak tempat.

Dari sisi penawaran, pemahamarrhi@dap nilahilai syariah juga akan mendorongciptanya sumber
perekonomian baru yang dapat diwujudkan dalam berbagai bidalshadal fashion, halal tourism, halal foo
halal pharmaceutical, halal logistic & distributibimgga bertumbuhnya jurusgurusan berbasis syariah
tingkat Perguruan ifggi (ilmu ekonomi syariah, akuntansi syariah, manajemen syariah, dst). D
permintaan, pemahaman masyarakat terhadap nilai syariah dalam perekonomian akan menstimulas
demandterhadap berbagaproduk dan jasa halal. Dengan demikian, dapeatakan bahwa peningkata
pemahaman masyarakat (Knowledge/K) terhadap-mililslam dalam muamalah akan berbanding lu
dengan berkembangnya bisnis berbasis syariah (Ysy), baik dari sisi penawaaapy®permintaan (D).

Knowledge (K) Penawaran (5) Knowledge (k) Permintaan (D}

K1 Ki

Pertumbuhan Ekonomi Syariah | Pertumbuhan Ekonomi Syariah
(Ysyh (¥sy)
Ysy0_ Ysyi Vsyd  Ysyl

Sebaliknyaapabila di tengah masyarakat tidak tercipta pemahaman yang baik tentamlaiilsyariah dlam
perekonomian, maka selamanya ekonomi dan keuangan syariah hanya akan tumbuh dalam
kapitalisme/perekonomian konvengsal, yang diantara keduanya salingmatikan.
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Dari sisi pendidikan berbasis madrasah, Aceh memiliki sekitar 998 lembaga,ndéritBdan 4.304 rombgl
yang diantaranya terdiri dari 355 madrasah Aliyah, 408 madrasah tsanawiyah, dan 594 madraiyaih,il
serta keberadaan sekitar 1.5@@sjid dan ribuan sartalumni santri. Dengan keberadaan lembaga pendid
Islam yang sedeikian banyak, maka memasukkan kurikulum mengenai ekasyariahdi tingkat sekolar
menengah pertama dan/atau sekolah menengtds merupakan salah satu cara éfelntuk mengenalkar
nilai Islam dalam perekonomian sejak dini. Dengan demikian, diharsglkemjdngka panjang, generasi mu
Aceh dapat dengan jelas melihat keterkaitan antara keimanan dan keislamannya dafaameatang utuh
(tidak terpisah).

Moslem Point of View “Rational” Man Point of View

Al Quran & Sunnah Rational/Logical
PAES SUT 2 sl iz +sumber hukum Islam lain Thinking
Positive or Negative
Islam
Approach

Agidah ‘» Syar\ah ‘ Akhlag

: l

Perilaku ‘ Ekonomi

Muslim Menjadikan Iman sebagai Titik Awal Memahami Islam dan Syariahnya

Penjabaran Misi Kedua
GaSyeédzadzy NB12YSyRIFaiA (1SoA2F{ly &adNIGS3Ixa el
ekonomikeuangan syariah ¢li O S K ¢

Pengembangan ekonomi daeuangan syariah di Aceh sangat berpotensi diakselerasi lebih cepat dib
provinsi lainnyaHal ini didukung oleh kuatnya religiusitas masyarakat dan Pemerintah Aceh untuk mene
syariah Islam dalam kehidupan sefei. Nilai dan implementasi sigh Islam perlu menjadi nafas dari v
dan misi setiap pimpinan di Aceh, baik di tingkat Gubiehingga bahkan Kepala Desa (Geuchik). Tanpa a
internalisasi nilai syariah dalam uraian visi dan misi para pimpineahdaeaka prinsip syariah Islairbéiang
muamalah rentan untuk terbengkalai oleh karena berbagai hal, mulai dari masih belagaksnahamar
mengenai ilmu dan praktek ekonomi syariah di tingkat matikoo ekonomi, hingga adanya skeptisis
terhadap peerapan syariah dalam perekonomian

Konversi BPD Aceh menjadi BPD Aceh Syariah merupakan salah satu bukti yang menunjukkahkade
Pemerintah Provinsi Aceh yang mampu mengakselerasi pertumbuoaiet shareperbankan syariah ¢
tingkat provinsi hinggaasional. Proses konversi intam tidak langsung menambah perhitungan aset,
dan pembiayaan perbankan syariah, dan menginzariabelariabel yang sama pada perbankan konvesic
Saat ini Pemerintah Provinsi Aceh sedang menygesonntentang Lerbaga Keuangan Syariah, sebagai s
satu produk keberpihakan lainnya kepada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Naknam,
masih banyak potensi yang perlu memperoleh perhatian dan dukungan kebijakan Pemerintah, m
kebijakarpengembanga destinasivisata ramah Muslifrkebijakan kawasan ekonomi khusus yang bernafa
syariah, kebijakan untuk menggerakkan potet®WAF, dan berbagai potensi kebijakan lain yang akan
uraikan dalam subab berikutnya mengenai inovasi rekordesi kebijgan pengembangan ekonomi syariat
Aceh.

Penjabaran Misi Ketiga

oMendorong terciptanya wirausaha dan semangat kewirausahaan,sdaara bersamaan mengupayak
adanya kerjasama/linkage antara lembaga keuangan syariah dan pelaku usahapkkikwberkala mikro,
kecil, menengah, maupun beget

Shttps://aceh.kemenag.go.id/file/file/Data%20Pendidikan%20Msain%202017/jumlah_lembaga_madrasah,_
murid_dan_rombel.htm
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Telah manjadi sebuah pengertian secara umum bahwa untuk mendorong potensi sumbetadaykn
manusia, serta untuk menyalakan mesiasin produksi diperlukan satu faktor penting, yaitu kewirausal
atau entregreneurshipBahkan sebagian kalangan mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan sa
syarat yang menentukan apakah sebuah regarkembang dapat berevolusi menjadi negara maju. Men
Bank Dunia, syarat suatu negara yang memiliki perekianogang bé& dan maju minimal memiliki 4¢
wirausaha Saat ini, Indonesia dipédkan telah memiliki sekitar®s pengusaha, sementara Mala 5%, dar
Singapura 7%.

Saat ini, telah banyak cerita menunjukkan bahwa wirausaha tidak laféké@mrketurunan ataualenta, tetapi
melalui penumbuhan pendidikan mengenai kewirausahaan itu sendiri. Selain pendidikan, kewira
memerlukan inovsi, kerja keras, dan semangat pantang menyeratanbDkonteks pengembangan ekono
syariah, karakter sgang wirausaha yang rfgentuk haruslah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah I:
Untuk membentuk karakter wirausaiuslim diperlukan proses yanddak sebentar. Diperlukan siner
dengan kalangan pendidik (di tingkat SMA dan Perguruan Tinggi),rasdperusahaan, dan ga
Pemerintah/stakeholder lainnya untuk mendukung adagwent, membentuk dan memperkuat komunit:
wirausahaMuslim, perlombaanaward,dan skemakema pembiayaan untuk pengusaha pematiai up.

Di sisi lain, keberadadembaga keuangan syariah sebdgéior penting untuk mendorong perekonomia
termasuk mendukung lahirnya wirausaha baru tidak dapat dipungkiri. Dalam konteks meakembangar
perbankan syariah secara langsung/tidak langsung telah mendorong tumbuhkemlpengan bisnis berbas
syarah di berbagai sektor perekonomian. Untuk menciptakan iklim perekonomian syariah yang mer
lahirnya wirausaha baru, maka fehdntermediasi perbankan syariah perlu untuk dioptimalkan disalt
kepada masyarakat Acalgn secara paralel, wirausahagaaru tersebut diperkuat dengan skema kerjas:
dengan para pelaku usaha yang lain (misal untuk mendukung distribusi, pemasadaksi, dsb.), dat
didukung dengan skema anggaran lain bekerjasama dengan pihak swastsgmedngel investmenll).
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa misi ketiga ini merupakan salah satu upaya yang tersiste
menciptakan sumber ekonomatu melalui lahirnya wirausaha baru yang menjalankan bisnisnya sesuai (
syariah Islam.

Penjabaran Misi Kempat
oMemperkuat networking dan kerjasama bisnis antar pelaku usaha dan investor, baik di dalam wilayah
di tingkat nasionainternasionalberdasarkan prinsip bisnis syariah.

Ruang lingkup ekonomi syariah tidak terbatas haaga lembaga keuangan, baik yang ifetrsosial maupur
komersial. Ekonomi syariah memiliki ruang lingkup yang sama luasnya dengan pemahaman kita
perekonomianyang selama ini kita pahami. Dengan demikian, dalam konteks investasi, maka dih
berbagai rencana investasi yang akdakdkan oleh Pemerintah, baik yang bersifat domestic maupun ¢
dapat dikawal agar sesuai dengandancesyariah Islam.

Dabm 5 tahun terakhir, jumlah investasi di Aceh mencap@ilRipiliun. Dari angka tersebhi@5% merupakar
investasi domestik,ah 25% asing/internasional. Negara dengan investasi terbesar di Aceh adalah Ti
lalu disusul oleh Malaysia di posisi kediabernur Provinsi Aceh menyampaikan bahwa setidaknya ada ¢
sektor prioritas investasli Aceh, yaitu agroindustry, infraktur dan energi, pengembangan pariwisata ¢
kawasah

Melihat potensi ini, sudah selayaknya provinsi Aceh memiliki konsepigyab dan instrumen investa
berbasis syariah, dan mengundang ketertarikan investtangial lainnya (baik dalam maupunrlm&geri),
yang didukung dengan implementasi rild&ai syariah dalam setiap sektor ekonomi yang menjadi te
investasi.

4 http://kek.go.id/berita/2017/11/KE#run-LhokseumawdorongEkonomiAceh-169
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Penjabaran Misi Kima
oMeningkatkan kualitas manajemen Lembaga Keuangan Syariahindeasiimplementasi akad/produl
keuangarsyarialg

Lembaga keuangan syariah memiliki peran sentral dalam mendukung perekonomian berbasis syaria
selama ini ada kemadh yang ditemui oleh masyarakat, baik berupa kekecewaan yang bersifeknisr(seperti
pandangan mengenai belum sesuainmpplementasi akad perbankan sesuai dengan panduan figih), h
yang bersifat teknis (seperti kecepatan pelayanan, kompetersiagdalam menjelaskan akallad syariah
belum baiknya edukasi untuk menmgiun pemahaman nasabah, belum banyaknya alterakitifi syariat
untuk mendukung sektor pertanian, dsb.).

Kendalakendala yang muncul menciptakan stigma yang menghambat perkembaegaankan syariah
terutama perkembangan yang bersifaattom up.Dengan demikian, diperlukan evaluasi berkala terhe
kualtas pengelolaan layanan jasa keuangan syariah, termasuk memberikan ruang untuk berinovas
tetap memperhatikan aspek figlanmagashid syariah.

Penjabaran Misi lé@am
oMengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana Islamic SoaiateFifZakat, Infaq
Shadagah dan Wakaf)

Kinerja pengumpulan dan penyaluran dana sosial Islam perlu untuk menjadi bahan aviduakih para
stakeholderTidak hanya bagi papengelolanya (Baitul Mal atau lembaga amil zakat), tetapi juga bagi in
Pemerintah yang bertanggungjawab untuk mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan iklim ekon
inklusif.

Keberhasilan dam mengoptimalkan dana ZISWAF dalam konteks pelajsan masyarakat merupakan sa
satu bukti bahwa ekonomi syariah lebihmifehensif bila dibandingkan sistem ekonomi yang lain. |
memberikan ruang yang seimbang bafiruism, sekaligus dengan mempetikan kepentingan pribac
(egoisnm sebagai hasidtas usaha masiAgasing individu. Sistem ekonomi syariah berbeda dengsems
ekonomi yang lain, baik kapitalisme atau pun sosialisme, yang terkesan terlalu ekstrim dalam mer
kepeduliarkedermawaan, moralitas ekonomi, dan pengaturan ek kepeniikan individu.

Dari sudut pandang ekonomi, penyaluran ZISWAF merupglega untuk merekayasgemandyang dapat
diatur pengaruhnya (dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek) melalui pemberiam yramglbersifal
langsung dan produktif, sesuai d@am prioritas/kategori 8 asnaf/golongamgaelah diatur dalam Al Quran.

Kepala OJK Banda Aceh

Program-program yang dlaksangkan deh QK Provins Aah untuk mengembangkan sektor ekonomi dan
keuangan syariah di Aceh artara lan:

A Mengawal implementasi kebijakan Kantor Pusat OJKterkait ekanomi dan keuargan syariah.
Menjaditim penyusun Qanun terkait ekonomi dankeuargan syariah.

Memberikansosialisasi Qanunterkat ekonomi dankeuargan syariah.

Menjad narasumber di berbagai acara dan kegiatan yang berkaitan dengan
pengembangan ekanomi dankeuargan syariah.

Memfasilitasi temu bisnis (business matching) antara pelaku usaha dengan Industri Jasa
Keuangan (IJK)pyariah.

> > > >

>

Kedepannya, untuk mengembangkan ekaomi dan keuagan syariah di Aceh, OXK Provinsi Aceh akan
bekejasama dewgan Pemerintah Daerah dan berbagai instans untuk mendukungpenerapan Qaun
yangdigagas oleh Pemerintah Deaerah serta melakukarsosialisasi terkait syariah dan penxgembangan eonomi
ke berbagai lapisan masyaralkat antaralain melali program Edikasi Perlirdungan Kansumen danprogram Tim
Perepaan Akses Keuargan Daerah (TPAKD.
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Bagaimana peluang pengembangan sektor ekonomi Syariah, industri ral
sektor keuangan syariah?

Kepala BappedBrovinsiAceh

A Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pemerataatapatan

A Membuka pangsa pasar wisata negaegara islam melalui prodyscoduk halal

A  Mempermudah pinjaman dan menjamin prakfskktek riba dengan keuntungamersama
(HabluminAllah dan Hablumminannas)

A Keuangan syariah beroperasi sesuai dengan pynisigip syariah (Al Quran dan Hadist), implemen
prinsip syariah yang menjadi pembedani¢éadengan sektor konvensional

Kepala Dias Perindustrian dan PerdagganProvinsiAceh

p>

Didukung oleh regulasi khusus yang mengatur tentang ekonomi syariah yaitu AQ=aiuNomor 11

Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Didukung oleh kesadaran masyarakat Aceh yang mayfdtisisn

Semuamasyarakat Aceh mengkonsumsi/menggunakan barang dan jasa halal.

Aceh merupakan bagian dari daerah pengeluaran barang/makateriviuslimfood expenditurg

Bonus demografi pada 202035, yang berpotensi menghasilkan masyarakat kelas mene

Peningktan kelompok ini didominasi oleh um3tuslim yang kreatif yang menjadikan bisnis d

keuangan syariah juga lebih beragam

Dalamrangka pengeluaran produk halal, Kanwil Kemenag dan MRgetisusyawaratan Ulama (MP!

Aceh secara tegas mendukung terlaksangayénan produk halal sesuai dengan amanat UU No 33 T

2014 tentang Jaminan Produk Halal (JAH)ini tentu menjadi pelua untuk membangkitkan semang

para pelaku industri untuk mgentuh sektohalal food

A Fokus pengembangan ekonomi syariah di Atagtat dikembangkan sesuai degan sektor usaha
diinginkan, seperti industri makanan dan minuman, tata busana, pariwisede dan rekreasi, sert
farmasi dan kosmetika. Hal ini meenifian peluang bagi pelaku usaha untuk memilih usaha yang
dikembangkan.

A Penegakan syarigdlamdi Aceh telah merambah ke berbagai bidang usaha dan jasa terutama di
ekonomi. Sebagéngkah pendukung, pemerintah berkomitmen untuk menguatkabiga keuangal
syariah, Industri Kecil Menengah (IKM) dan usahaorkéeil dan menengah (UMKM) berbasis proi
Syariah. Bahkan semua lembaga keuangan konvensional wajib mengkonversikan aisgmen
pengelolaannya berbasis Syariah

A Generasi muda Acehabgga dan berani menyatakan bahwa Aceh Negeri Syariah. Hal iniikeen

tumbuhnya generasi baru yang membawa perubahan dimasa mendatang

v > > D>

p>

Kepala Dinas Koperasi dan URKbvinsiAceh

Dengan dishkannya Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentaerpbaga Keuangan Syariah memberi
peluang yang besar khususnya bagi pengembakigparasi Simpan Pinjam Syariah dan Usaha Simpan F
Syariah dan UMKM Syariah/Halal dikarenakan amanah dari Qanun tgesdpuatewajibkan seluruh lembay
keuangan baik ik dan non bank untuk menjalankan usaha sesuai dengan prinsip dan pengelolasn
paling lambat pada Desember 2020. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh terus bert
berkesinambungan mengdrangkan KSPPS/USPPS melalui penambahan jurdgh ©PS dengan prograt
kegiatan Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah yang bekesjalengan MUI Pusat dan fasilitasi Peruba
Anggaran Dasar Koperasi Konvensional ke Syariah. Untuk UMKM Syariah khusigayg kiuliner halal
dengan memfasilitasi papelaku UMKM di bidang kuliner untuk memperoleh sertifikasi halal yang dikelt
oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Aceh menjadi salah satu destinasi favorit wisata kL
di Indonesia degan potensi dan keanekaragaman cita rasa kuliral menjadi salah satu priorit
pengembangan di sektor UMKM yang dilakukah Blinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh.
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Kepala Dinas Perindustrian dan PerdagargeovinsiAceh

Visi Gubernur @S K & | A (dzY & ¢ S N¥ dze dzFSgjéhtera MalsfiikPemetingaBlan BangyBer
| RAf RIY aSflalyiéo

Dalam pencapaian vigan misi Kepala Daerah terpilih, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh berk¢
dalam pencapaian tujuan dan sasaradg misi ke sebelas dan ke duabelas, yaitu:
¢aSYol yadzy RIYy YS ysarfrdmddukst industry das igidiisiikreatifyan] 2 Y LIS {

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh terkait pengembangan ekonomi syariah, industri

sekbr keuangan syariah di Aceh:

1. Mengembangkantandarisasi dan inovasi produk industri halal dan keuangan syariah

2. Membentuk lembag#&embaga pendukung ekonomi syariah

3. Menyusun program pelatihan dengan memanfaatkan perkembangan IT

4. Mensinergikan program pengurpgsat maupun pengurus wilayah dengan lenabagmerintah pemangki
ekonomi Syariah

5. Meningkatkan daya saing produk dan jasa deng&osfhalal food Dalam hal ini, Disperindag Ac
membuka dan memfasilitasi konsultasi dan sosialisasi sertifikasi halala fi@sijgasi pendaftarar
sertifikasi halal.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatlPRintnsiAceh

Proving Aceh merupakan provinsi yang secara geografis sangat strategis, dengan status ekonomi kFr
penerapan syariat islam madikan aceh ramah terhadamvestasi. Investasi merupakan instrum
peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada pengembgragta sektor potensial sepertg@
industri, energi dan infrastruktur, pariwisata dan pengembangan kawasan industri AestpakKesektor
tersebut memiliki pondasi yang kuat untuk dikembangkan dan tentunya sejalan dengan penerapan Sys
secara kdhh dari berbagai sektor kehidupan masyarakat di provinsi Aceh. Apalagi jika dikaitkan
ketersediaan regulasi yang mekduag investasnamun tidak mencederai penerapan nildai syariat Islam
menjadikan Aceh sangat tepat dan cocok menjadi destitama bagi setiap kegiatan investasi berb:
syariah.

Selain itu, Aceh juga telah memiliki Kawasan Industri Aceh danahalkenomi Kisus (KEK) Aru
Lhokseumawe menjadi magnet dan peluang bagi investor yang ingin berinvestasi pada kawasan ykn
insentif dan kemudahan termasuk pengurangan pajak dan kemudahan lainnya. Melalui dua kaw
menjadi harapan untuk tizksananya komotif kegiatan berusaha yang dapat menumbuhkan berbagai s
turunan dengan value added yang besar.

Kepala Ding Kebudayaadan PariwisataProvinsiAceh

Aceh dengan julukan Serambi Mekkah memiliki potensi yang besar dalam pengemiisetgaiamah Mslim
Penetapan Aceh sebagai daerah Syariat Islam telah melahirkan beberapa produk hukum yang mengat
etikan dan tatanan kehidupan sosial masyarakat berdasarkan pada ukum Islam. Oleh karena it
pariwisata ramah Muslimerupalan salah satwisata yang sangat cocok untuk diimplimentasikan di Aceh
mayoritas penduduknya beragama Islam. Industri Hadalpakan sektor paling penting dalam mendukt
wisata ramah Muslindimana para wisatawan akan menggunakan dan mengkonsunkikpdan usahe
bersertifikasi halal. Oleh karena itu, dukungan pelaku usaha terutama usaha kepariwisataan sangat di
dalam nemperbanyak usaha bersertifikasi halal dan paksdta ramah Muslim

Begitu juga menyangkutisata ramah Muslimang merupkan budaya Keidupan masyarakat Aceh baik dale
hubungan sosial maupun pendekatan ritual yang selalu berpedoman kepada anjufaranigan yang adi
dalam agama Islam. Hal Ini dapat dilihat dari tingkat kunjungan wisatawan mancanegara dan nusan
naik dari taha ke tahun yaitu di tahun 2018 mencaph duta dan tahun 2019 menjadib2lutasedangkan
wisatawarMuslimmengalamkenaikan dari 30 ribu orang di tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi 40 ribu
yang pada umumnya berasal dari Negeri Malaysia.
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Kepala Kantor Perwakilan Bank Indond¥iavinsiAceh

Penguatarsektor RilEkonomi Syariah

Kami mencoba menyederhanakan rgdimgkup sektor keuangan dan sektor riil pengembangan ekonorr
1Sdzr y3aty ae&l NRI K Y Sfinantedkduanipu? syarigh)fbodi(makanaamirumak halal),
fashion(busanaMuslim), fundutainment(industri kreatif berbasis syariah), damtrepreneur(kewirausahaar
Islam). Financel G F dz 1 Sdzr y3ly &&FNAIFIK RIFELIG RAFYIFf23A
mendidupi seluruh sektor perekonomian. Sumber air tersebut harus bisa mengaluwhselian, sehinggi
diperlukan saluraisaluran iilgasi yang baik, dan didukung dengan tanataaaman yang memiliki nil¢
ekonomi.

Dalam konteks pengembangan ekonomi darekgan syariah, tidak ada keterpisahan atacouplingantara
sektor keuangan dengaektor riil. Imam Ghazali mengibaratkan uaimgaimana cermin yang tidak memil
warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna. Hal ini menandakan bahwa sektor kelamgzah
GOSNIAYE RENR &aS1302N NAAE & { Sy anhahwadRpsnggetak/perfbarigun
adalah sektor filbnu Khaldun menjelaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh bar
uang di negara tersebut. Kekayaan gusgara ditentukan oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran
positif. Dalan keadaan nilai uang tidak berubah, maka perabhaharga sematemata ditentukan oleh
perubahan kekuatan permintaan dan penawaran. Dengan demikian, keselarasan antarailsgdtosektor
keuangan merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan.

Dalamkonteks Aceh, dalam bab mengenai Statistik &d@n Syariah, telah diuraikan adanya tarsiala
perekonomian Aceh yang belum banyak didukung oleh sektor perbankan. FRagierb&nkan syariah mas
di kisaran 681%, masih dibawah dari ambang batas bawRasio Intermediasi Makroprudensial ya
ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 80%. Peran perbankan untuk mendukung PDRB pun masih be
tinggi.Loan to GDP RatRrovnsi Aceh (perbandingan antara total kredit perbankan dan PDRB Aceh) nr
kisaan 21% (PDRB ADHB) sampai 25% (PDRB AHDK).

Dergan demikian, pemberdayaan sektor riil merupakan kunci pengembangan ekonomi dan kesejaht
Aceh. Provinsi Aceh masihmeh A { A G &adzYo SNJ [ ANJ YSy3IFy3IIdzNE &I
perbarkan. Selain melalui dana perbankan, Aceh masipehiang untuk meningkatkan investasi uni
mendorong perekonomian, dengan syarat Pemerintah dan jagekeholdeinya mengpayakan dengatr
kemampuan terbaik untuk menjaga kualitg®vernance (Aceh Peumul)la mendukung kemudahal
berwirausaha berinvestasinpa mengurangi kontrol terhadap aspek syariah dan inklusivitas (Aceh Kaya
Meuadab), mendorong pengembangan sektdlr berbasis keunggulan lokal (Aceh Kreatif), mendol
peningkatan kualitas sumbédaya manusia (Aceh Carong), membangun sgpeasarana pendukung (Ace
Seumeugot), serta menjaga kepercayaan publik terhadap ketekdzamanan (Aceh Dame).

Sebagaimana pgram yang dicanangkan oleh Gubernur Aceh, melalui integrasi program Aceh Pécall
Kaya, Aceh Meudab, Aceh Kreatif, Aceloi@arAceh Seumegot, dan Aceh Dame, maka secara teori
menghasilkan suasana yang kondusif untuk mengakselerasi perekondwanteori ini dapat teraplika:
dengan baik, maka Pemerintah perlu senantiagaemiew rencana pembangunan yang telah disusar
bersama dengan akademisi dan praktisi.

Beberapa sektor riil potensial yang sementara ini dikumpulkan berdasarkan koifsepual-inancekarena
telah banyak diuraikan dalam bab sebelumnya):

Food

Ada béerapa event yang dapat dioptimalkan untuk mdathg pengembangan makanan halal di Ac
beberapa diantaranya seperti Aceh Internasional Halal Food Festival 2017, EntreplepieGayo, Ace
Culinary Festival, dan Banda Aceh Coffee Festival. Kulindehiladangat potensial untuk dikembangkan
Aceeh, yang salah satunya terindikasi dari bertumbuhnya restaurant dan warung kopi. Potensi kuliner
diperkirakan mencap&ip367.5 Triliun.
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Namun tentu pengembangan makanan halal memerlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi, terut:
sisi pelaklan halal suatu produk makanan/minuman. Oleh karena itu, langkah Pemerintah untuk mem
brandingd ¢ KS [ A 3 K (mluipiafal FodaiSnkialal Cédificatioperlu untuk didukung dan dikembangki
bersama.

Fashion

Aceh yang memiliki keunggulan dalamplementasi syariah Islam dan juga keberagaman budaya tentu
memiliki modal yang kuat, bahwa penikmat fashion danidesa@ceh bisa berkasi untuk menunjukkar
karyanya kepada publik dengan nuansa yang Islami, terlebih lagi Aceh sendiri subatkadineebaga
destinasi halal budaya terbaik dunia. Berbagai lomba yang bisa diikuti oleh seluruh kalangan pecinta
Aceh seperti Acehlésnic Fashion Parade, Aceh Hijab Fashion Week, Fashion ShowhBugiemAPFA Aceh
Make Up Artist Competith, Fashion Design Contest, dan juga Pemilihan Duta Islamic Fashion Aceh.

Angka konsumsi rumah tanggiatuk fashionmencapai R@828 Triliun, atau menempati urutan kedua setel
kulinerdengan angka konsumsi rumah tangga (sebes&6Rp Triliun). Jika melihat angka statistik ini, |
tentu meryadari bahwa idustrifashionmerupakan sektor yang sangat potensial untukketnbangkan,
khususnya di Aceh. Terlebih lagi dengan tren busana islami yang marak dewasa ini, yang sangat ses
kondsi sosiokultural masyarakat Aceh yang lekat dengamitdaislami. Pada Apri028 lalu, Dewan Kerajina
Nasional Daerah (Deltrasda) Aceh menghadiaunchingAsosiasi Perancang Fashion Aceh (APFA). [
acara tersebut, Dekransda menyampaikan bahevegpmbangafashiondi Aceh memerlukan kreativitas yai
tinggi untuk mengembangkanodel dan motif yang sesuai dengan selera psesairini.

Fantrepreneur

t SyasSyoly3aly 1Sé6ANrdzalFKFIFY YSNUzLI {Fy &lFftFK &l
diharapkan dapat memberi dampak positif berupa penurunan angka pengangguran dayiliadsa akar
meningkatkan kesejahteraan. |[Hami juga sejalan dengan program Pemerintah, yaitu Aceh Kaya,
diharapkan dapat menumbuhkamtrepreneuryang ditunjang eéngankemudahan terhadap akses mod
keterampilan dan pasar.

Penguatan semangah&epreneurship ini perlu didukung oleh lembdgaiangan syariah, baik yang bersi
komersial, maupun lembaga keuangan syariah yang bersifat sosial. Upaya mempermudaérmicsizdan
tidak terlepas dari upaya untuk menyeleksi, membina dan mendampirgstparuphingga mencapai tara
dfeasiblé = n Kerhudian didukung dengan upaya penyusunan skim atau pola pembiayaan perbankan &
pengusaha pemula dapat masuk dalam kS Jan@blé @ 5Sy 3Ly RSYA(AlIYyZ

bersinergi dengan lembagkeuangan syariah, akademisi, dan juga regubggar program Aceh Kaya day
berjalan lebih optimal.

Fundutainment

Setiap tahun jumlah kunjungan wisatawan nusantara darcemegara ke Aceh mengalami penitgkaPada
Tahun 2016 sebanyak 2,1849 wisatavan terdiri dari 76152 wisman dan ,277,797 wsnus. Penetapar
kawasan wisataa Marina di Pulau Banyak, Aceh Singkil, menjadikan Sabang sebagai wisata bahari dt
kapal pesiar) dan kawasan yang nyaman untuk investasi kelas dunia. Dengan maktdmyarsesata dalarr
program prioritas merupai sebuah loncatan besar terhadap sektor pariwisata di provinsi ujung paling
Indonesia itu.

Festival Danau Laut Tawangjan rangkaian kegiatan pacuan kuda, Laut Tawar Bike Championship, Per
Gay, Pameran Foto, Lomba Prahu, Lomba Marathdad Danau Laut Tawar 10 K, dIl.

Atraksi wisata marina mempromosikan Sabang sebagai Destinasi Wisata Kapal Yatch daenBah:
mengikutsertakan beberapa kapal yacht luar negeri yang akan si@gdadg dan didukung dengan beber:
atraksi wisata bdaya menarik lainnya, seperti Pagelaran Seni dan Budaya, Festival Diving, Festiva
layang, Pameran Foto, dll. Kegiaitsirakan dilaksanakan pada bulan September 2017 di KndagGdengan
targetpengunjung )00 wisatawan, baik nasional maupuremngsional.

aStlfdzA ! OSK LYGSNYyFrdazyl € wl LI QA CSadAgl ¢ R
peralatan musi tradisional menjadi event yang menarik dalam mempromosikan Aceh melalkitradsi.

52



http://aceh.tribunnews.com/tag/fashion
http://aceh.tribunnews.com/tag/fashion

VKNEKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada bdaptember 2017 di Kota Banda Aceh dengan target pengul
5,000 wisatawan, baik nasional maupun internasional.

803 objek wdata di Provinsi Aceh, namun potensi tersebut belum semuanya menjadi degtizdaiyang
dikunjungi oleh wisatawan. Aceh punyatgmsi yang luar biasa, punya garis pantai yang cukup par
mempunyai kuliner yang enak dan aktivitas budaya yang sangatikyeli wilayah tengah punya alam yz
bagus, di timur wisata budaya. Adagahjenis usaha pariwisata Aceh akan dipromosikag palaksanaanny
mematuhi aturan syariah, seperti hotel halal, sistem makanan halal, wedeth ramah Muslimamenitas
desiinasi yang berstandar halal seperti mushalla di objek wisata, serta atsatsi yeing halal.

Aceh memiliki potensi yang sandptsar untuk menjadi destinasisata ramah Muslinkarena menerapkar
syariat Islam, yang mana dalam kehidupan masyarakatnigkil@orma, nilai dan aturan yang berlandasl
syariah Islam. Aceh sangat teka danwelcomekepada wisatawan dan fasilitas yadiputuhkan bagi
wisatawan Muslim sangat mudah ditemukan di Aceh. Aceh juga menyediakan berbagai fasilita:
memberikan pelganan dan kemudahan dan ramah terhadap kebutuhan wisatduestim seperti adaya
sistem jaminan halal, kemudahan untuk beribadadkanan halal, hotélotel yang menerapkamalal friendly
tersedianya arah kiblat, mushalla, toilet yang sesuai denganestatshtawarMuslim dan didukung dengai
paketpaket wisata religi. Berikutformasi mengenai agenda wisata di Aceh.

EveniWisat di Provinsi Aceh

A Festival Danau Air Tawar 2017 (Kabupe A Aceh Sufi World Musiegtival di Banda Ace
Aceh Tengah) 2018

A Sail Sabang 2017 A Festival Danau Lut TawarTdikengon

A 1 OSK LyGSNY!I GA2pykBanda A Aceh International Rapai Festi\
Aceh) di Lhokseumawe

A Seni Putro Phang Universitas Syiah Kual A Burni Telong Chiange di Bener Meriah
Wuhan,China A Pekan Kebudayaan Aceh 2018 di Banda Ac

A Festival Seni Budaya Tradisional dan Kr A Festival Pulau Banyak di Singkil
Meulaboh A Aceh International Surfing @mpionship di

A Saman 10.001 Gayo Lues (Aceh Tengah) Simeulue

A cSalidAr@rt adzail a¢KS A Sabang International Free Divil

A Weh Dive Fest 2018 di Sabang Championship di Sabang

Kemandirian Ekonomi Pesantren

Aceh memiliki kuranlebih 1,573 dayah, yang terdiri darD35 dayah salafi dan 518 dayah terpadu. Mg
dengan jumlah yang cukup banyak, mégihyak dayah yang belum diimbangi oleh kuasitmana dan pra
sarana, gedung yang layak pakai, ketersediaan ruang belajar yaraglaneserta kurikulum yang teratu
Apabila dihitung secara proporsional (dibandingkan data BPS tahun 2614} §antri éngan keberadaatr
1,573 dgah dimaksud dapat meapai 247,563 santri dan sekitar @05 tengku.

CSNXAYy2f 231 a] LY8ay RAsNEsLyEmBkirany tpdtioleh karena beberapa pesantre
Indonesia berusia ratusan tahun, atau lebih tua dariliieya negeri ini. Pesantren merupakan sadatu
organisasi yang mampu mempertahankan eksistensinya dalam kurun waktu ysatgpsajang dan terus
berdiri hingga saat ini.

Peran Bank Indonesia menurut hemat kami adalah memberikan wawasan/keilmirdrigeting bagaiman:
sebuah unit bisnis dikdly serta memberikan motivasi agar pesantren bersedia untuk memberikan pera
IS6AK RIFENR ASTSRIFENJIAGYSYRARA| &aS2N}y3a dzf | YI ¢ Sama
dengan Pemerintah mempeuat perekonomian umat.
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Dalam menjalankan pgoam kemandirian pesantren ini, kami merekomendasikan agar penguatan
dilakukan kepada 2 unsur: pesantren sebagai sebuah lembaga yang memiliki unit bisnis, dan santr
agent of changekonomi syagh yang berpotensi untuk dididik menjadi segréré I y (i N& ®INB y S ¢

Program untuk pesantren diantaranya yang tertuang dalam Prdgtategis No. 14, dimana masimgsing
pesantren didampingi oleh Bank Indonesia melakdi&asibility studyatas unit bisnigang dianggap palin
unggul, yandlilanjutkan dengan pemberian bantuan teknis dan pemberian alat melalui anggaran P
Sosial Bnk Indonesia. Selain itu, kami mengusulkan beberapa program pendukung seperti:

A Penyusunan Prospektus Unit Usaha Pesantren

Peryelenggaraan Forum Bisnis Pesamtre

PendiriarHolding Pesantren

Pembentukan Website dalam rangka mendukung sisi pemasaran peshrinen

Sosialisasi Standar Akuntasi Pencatatan Keuangan Pesantren

> > > D> >

Program untuk para santri kami usulkan sebagai berikut:
A Program Inkubator BisnResantren (Pusat Pelatihan Bisnis Pesantren)
A tSy3aSyoly3alty Y2yaSL) . Aayira af{ G2 {¢ RIYy a{
A Sinergi Progmm dengan Kementeriam{sal Kementerian Perindustrian)

Potensi Pengembangan Keuangan S8geiiah

Secara kelembagaan, Alceh, Baitul Mal adaladatu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan menge
zakat, wakaf dan harta agama lainnya. Dasar hiaitnl Mal di Provinsi Aceh adalah Undaimglang No 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UUPA terdapat tigagrieablan dengan zakagiju: Pasal
myn Fe&Fd 6m0 KdzNHzZF RX %l 1 G YSNYzLI 1+ y & IKhbupéters
Y2GFéd tlFalf mdmMI da%lF{F4dX 1 FENIF 21F1FF REY | FN
Kabupate/Kota yang diatur denga v I ydzy ¢ & t | &l f MpHZ a%F1+Fd &t
jumlah pajak penghasilan (PPh)terlyft8 Rl NA 6+ 2A 06 LI 2F 1 & ® {dz idz { S
sebagai salah satu sumber Pendapat Asli Daerah (BAQpgrsifat khusus. Tagdi walaupun sebagai PA
zakat tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang sudah dianggtakaAEBD, kecuali untt
penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Pengumpulan zakat, infak dan sedekah dPBaitinlh
Aceh dan 23 Bl Mal Kabupaten/Kota di seluruh Aceh mengalami kenaikan sejak 2010 sampai saat |
2010 pengumpuin ZISebesar Rp 832 milyar, kemudia2011 meningkat menjadi Rp 100milyar, dan 2012
menjadi Rp 1277 Milyar, dan tahur2013 terhimpun R@L34.87 milyaf. Pada tahun 2015 dan 201
pengumpulan zakat di Aceh mencapai Rp 192 dan Rp218 Miliar. Marforatasi dari berbagai sumbe
potensi zakat di Aceh mencapai Rp-113! Triliun. Apabila dihitung berdasar PDRB, maka pesamsi zakat
akan mencapai triliunan. Namun perhitungan berdasar PDRB dinilai kurang akurat dalam menentuki
potensi zakayang dapat direalisasikan.

Berdasarkan pendekatan perbankan, kami mencoba menghitung potensi zakat melalui data tabugeyal
nilai >Rp100juta dalam jangka waktu 12 bulan. Dengan pendekatan dimaksud, kami menemukan nilai
sebesar R2.49 Trilun. Apabiladiasumsikan 989% merupakan milikluslim dan 50% dari jumlah pemil
rekening dimaksud bersedia membayar zakestka ada tambahanilai zakat sekitar RR0.7 Miliar, apabila
pengumpulan dana zakat dapat diintegrasikan dengan perbankan.

Selan zakat, potensi wakaf sebagai bagian dari keuangan sgaighdi Aceh memiliki cukup tinggi. Hal
diindikasikan dajumlah tanah wakaf yang mencapajg88 unit, dengan luas sekitar 7889012 nt. Berikut
jumlah tanah wakaf berdasar provinsi

8 http://pusat.baznas.go.id/poskaceh/baitutmalacehbagiandari-sistempengelolaarzakatnasional/
7 Sumber: Direorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Rl tertangaadt 2016

54



'KREKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Jumlah Tanah Wakaf Berdasar Provinsi

] ] — W = - - = 0 _ — I [ —
Q& RS P NP R 2 2 B PR SN &G PG SIS SHR 3 R @ N0
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Terdapat perbedaan data statistik mengenai jumlah tanah wakdd$arkan provinsi. Namun terlepas dari
tersebut, pemardatan tanah wakaf secara produktif berpotensi terbentur dengan pemahaman masy
Aceh terhadap penggunaan tanah wakaf yang giababesar bermadzhab Imam Syafii yang ti
memperkenankan penghan fungsi tanah wakaf dari tujuan wakif. Masyarakat hakga mengelola tanal
wakaf sesuai dengan amanah wakif, yang sebagian besar dimanfaatkan untuk masjid

Kepala OJK Banda Aceh

Pellang pengembangan sektor keuangan syariah di Aceh sangatibesel tersebut didukung oleh Pemerint
Daerah (Pemda). Dukuang dari Pemda tercermin dari telah ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahul
tentang Lembaga Keuangan Syariah pada tanggaé$dniber 2018 dan diundangkan pada tanggal 4 Jai
2019. Qanun tersebut mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beropera8ceh agar dijalanka
berdasarkan prinsip syariah. Sehingga, seluruh lembaga keuangan di Aceh yang menjalankan kegiatat
secara konvensional wajib menyesuaikan dengan Qanun tersebog gama 3 (tiga) tahun sejak tang:
diundangkannya, yaituJdanari 2022. Atas hal tersebut, dapat dipastikan bahwa peluang pengembangan
keuangan syariah di Aceh akan terdorong dergiamya Qanun LKS tersebut.

Bagaimana tantangan utama yangat ini dihadapi dalam mengembangk
sektor ekonomi syariah, iastri halal, dan keuangan syariah?

Kepala Bappeda Aceh

Tantangan yang dihadapai sebagai berikut:
A Sumber daya manusia yang beloramadai
A Lembaga keuangan dan non keuangan Syariah belum sepenuhnya memahamippaikeskdalam
implementasi karena turunagtari peraturan yang belum selesai

Kepala Dinas Perindustrian dan PerdagargeovinsiAceh

Tantangan utama yang saat ini atlapi dehm mengembangkan ekonomi syariah, industri halal (dalam &
perindustrian) dan sektor keuangan syariah di Aceh.
A Mash kurangnya kergama baik secara nasional ataupun internasional untuk memperkenalkan it
halal khas Aceh.
A Masih terbatasng akses dan pembangunan infraktur dan prasarana pendukung.
A Iklim sistem perdagangan yang belum mencapai keaskilzara kéiah, serta indust ramah lingkungan
A Lamban/terbatasnya sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk menguatkan kepercayaan
berbasis Syariah untuk memperkecil gap antara industri syariah dan konvensional
A Edukasi istilan ekonomi syariah yang maslorbeipahami oleh masyarakat awam. Meskipun su
begabung dengan perbankan syariah, masyarakat masih bingung menggunakaistiistiiaiilang
dipakai. Mereka cenderung masih memakai istgtéilah konvensional
A Masih terbatasnya Inovasi produk dan kaalihlam layanan. Hal tersebut hanya dapat didukung me
sumber daya manusia yang kompetéoidhngnya.
A Masih terbatasnya kegama antar pemangku kepentingan dan pelaku usaha demi tercapai tujuai
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A Tidak terselengaranya konsorsium global tentang ekorsgamiah yang merambah ke semua sek
usaha sehingga bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam mengembangkan bisnis/usahil
konsorsium dapat berupa sertifikasi yang disepakati untuk membuka kursus yang sejalan
permintaan industri. Hal iperlu dilakukan untuk digunakan sebagai pegangan bagi siapapun yan
mengembangkan industri syariah.

Kepala Dinas Koperatan UKMProvinsiAceh

Tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal di
Kewangan Syariah, khususnya pengembangan Koperasi Syariah dan UMKM Syariah/Halal di Aceh adalat
masyarakat/pelaku usaha dgam pola konvensional terutama di sektor permodalan/kredit. Untuk mengubat
pikir (mindsej tersebut dibutuhkan upaya ekatdari pemerintah, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kec
Menengah Aceh dalam melakukan sosialisasi dan memberikan pemahepaaia pelaku UMKM terkait po
pengelolaan syariah baik itu di sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal dan Sektor Keuaiadghkhigasnya
pengembangan Koperasi Syariah dan UMKM Syariah/Halal. Selain itu terbatasnya sumber daya mai
memahami polayariah di Aceh sehingga proses pengintegrasian pengelolaan konvensional ke pola syar
dilakukan secara bertahap daarkesinambungan

Kepala Dinas Perindustrian dan PerdagargenvinsiAceh

A Ddzo SNY dzNJ ! OSK @& A (aztan SefalSakividaldAReyhérintanany&ni§ Bersin

A&
by aStlelyAéo

X< 1+

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daeraliih, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh berkontr
dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada misi ke sebelas dan ke dyalialas,
¢ a S Yo I gaArdeyigembangkarestra-sentra produksi, industR I y Ay Rdza G NA { NB I 4 A

ProgramDinas Pendustrian dan Perdagangan Aceh terkait pengembangan ekonomi syariah, industri h:

sektor keuangan syariah di Aceh:

1. Mengembagkan standarisasi dan inovasi produk industri halal dan keuangan syariah

2. Membentuk lembagdembaga pendukung ekonosyariah

3. Menyusun program pelatihan dengan memanfaatkan perkembangan IT

4. Mensinergikan program pengurus pusat maupun pengurus wilayah demgbaga pemerintah pemangk
ekonomi Syariah

5. Meningkatkan daya saing produk dan jasa dengan fakakfood Dalam hal ini, Bperindag Aceh membuk
dan memfasilitasi konsultasi dan sosialisasi sertifikasi halal, hingga fasilitasi pendaftaran battfikasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatiPRiainsiAceh

Tantangan masuknya investasi di Indanestbenarnya bermuara pada masih banyaknya regplasedur
birokrasi yang panjang, serta banyaknya regulasi/kebijakan penhgpigat yng sering berubatubah. Sehingg:
hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi para investor, diharapkan kedepan dedayara enyederhanaa
regulasi seperti omnibuslaw akan menjadi suatu solusi yang efektif. Kemudian juga kualitas SDM maup
dan prasaana yang perlu terus ditingkatkan dengan berbagai dukungan finansial yang tidak sedikit.

Selain itu, peranan medjaga sangat mempengaruhi atas citra yang ditimbulkan dari pemberitaannya- I
media yang tidak mendukung pelaksanaan syal@ah jsakardapat berpotensi merusak suasana sehingga tin
fithah maupun pemberitaan negatif/hoax tentang realita bahwa pehgegan ekonomi syariah adalah sol
bagi umat manusia saat ini.

Faktor alam seperti bencana, wabah/pandemi seperti €@igangnelandahampir seluruh negara di dunia, se
ini juga merupakan kendala yang paling signifikan dalam pengembangan ikltasirdiesiatu daerah. Selurt
sektor mengalami kelumpuhan akibat harus mematuhi protocol kesehatan yang ditetapkan secardegic
WHO gna pencegahan terjadinya penularan secara luas antar sesama manusia.
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Dukungan penuh dari berbagai stakeholder dasyarakat sangat diharapkan karena dapat menjadi fe
penentu untuk memperbaiki iklim investasi dan merubah image suatu daemgladnpo investasi, khususny
bagi sektor ekonomi syariah, industri halal, serta sektor keuangan syariah.

Kepala Dinas Keldayaan & PariwisatBrovinsiAceh

Tantangan menujwisata ramah Muslirdi Aceh adalah sulitnya mengubah pemahaman masyarakabAbea
semua yang mereka makan sudah bersumber dari zat yang halal, walaupun secara hakiki masih ada y
sempurna tertama dalam proses pembuatan makanan, minuman dll. Saat ini Aceh sunhlikinperaturan
daerah (ganun) yang mengatur tentang é&istJaminan Produk Halal yaitu Qanun Aceh Nomor 8 Tahun
Namun masih ada masyarakat yang kurang memahami aturan dari ¢gnsebut, hal ini mungkin saj
keterbatasan sosialisasi kepada masyatraleh pemerintah.

Hal lain yang juga menjadi tantangaenujuwisata ramah Muslikhususnya para pelaku pariwisata yg menge
kepadawisata ramah Muslingaitu:

A Persiapan dan pendyaan standarisasi unit usaha pariwisata (hotel dan restoran)

A Pembiayaan untuk uji kompetensi SDM pastei§embaga Pendidikadan pelaku usaha pariwisata

Kepala Kantor Perwakilan Bank IndonéxiavinsiAceh
Tantangan Program Akselerasi Ekonomikizuangan Syariath Provinsi Aceh yaitu diantaranya:

Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Dalam satu dekade terakhir, terdapahberapa survei dan atau penelitian yang telah dilakukan untuk me
pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah di bphegprovinsi. Penelitian yang dilakukan oleh B
Indonesia, bekerjasama dengan Universitas Brawijaya pada tahun 2000 di Jawan@&imnjukkan bahwe
persepsi masyarakat terhadap perbankan ayabelum cukup baik. Sekitar 4% responden belum memahar
perbedaan antara perbankan syariah dibandingkan dengdmapkan konvensional. Kondisi yang berkebal
didapat saat penelitian s®jis dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Institut Pertanian B
Kalimantan Selatan. Hasil penelitian tergeimenunjukkan bahwa 88% dari responden pernah mende
perbankan syariah, dan sekitar 8% responden telah memahami prinsip @gstonal bank syariah.

Sekitar sepuluh tahun kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rifki Ismal pada takepag@.
409 responden yang berasal dari Jawa Timuva Barat, Jawa Tengah dan Jogjakarta menunjukkan a
peningkatan pemahanmaperbankan syariah yang menggembirakan. Hasil penelitian tersebut menun
bahwa mayoritas responden telah memahami jggriss produk tabungan perbankan syariah, meskipunnie
memahami instrumen keuangan syariah dengan baik.

Peningkatan pemahaman emgenai perbankan syariah ini nampaknya belum mengindikasikan a
peningkatan jumlalsharia loyalist. &kitar 67% dari regmden penelitian tersebut berencana memindahk
dananya dari perbankan syariah apabila kondisi ekonomngetttdam kondisi yangdak stabil. Kenyataan ii
ASOINY GARI]l fly3adzy3 YSydzyedzZllty oFKgl o liyildz &
oF3aA KFaiaté alalx RIFEYy &aS2ftl K YSydzyadz] | | yisyang denjed
alasamatau pendorong utama masyarakat bergabung dengan perbankan syariah.

Di Rovinsi Aceh, dimana sekitar 98% berpendudulusim, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan In
Keuangan Tahun 2016 diperoleh informasi bamdaks liteasi keuangan syahasekitar 2109%, dan tingka
inklusi keuanan syariah berada di kisaran48%. Di Jawa Timur, wilayah deng@4 46% berpedudukMuslim,
literasi ke@ngan syariah telah mencapai 28%, namun tingkat inklusi keuangan masikisararl2.21%.

Informasimengenai tingkat inklusi keuangan Aceh dimaksud nampaknya tidak secara langsung berh
positif dengan pemahaman masyaratieathadap ekonomi dan keuangan syariah. Tingkat inklusi keuangan <
di Provinsi Aceh sepertia banyak didorong oleh faktkebijakantop down,dimana Pemerintah Provinsi Act
melakukan konversi BPD Aceh menjadi BPD Aceh Syariah di sekitar belab&epd16. Sebelumnya, inde
keuangan syariah di Provinsi Aceh masih rendah. Apabila jumlaldpkniiceh pada 2016 sebanyakds.248
jiwa, berikut data inklusi keuangan syariah:
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Keterangan Aug2016 ‘ Des2016 Des2017
Jumlah Penduduk Aceh 5,096248 5,096248 5,198683
Jumlah Rekening*
- Total Jumlah Rekening 3,983812 3,989584 5,335188
- Rekening Konvensional 3429279 2,256263 3,403518
- Rekening Syariah 554533 1,733321 1,931670
Inklusi Keuangan*
- Total Jumlah Rekary 7817% 7828% 10263%
- Rekening Konvensional 6729% 4427% 6547%
- Rekening Syariah 1088% 3401% 37.16%

*Sumber: Bak Indonesia, diolah

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat memperhatikan kondisi inklusi keuangan syariah di Aceh pagadbuse
2016, sebelum adanya konversi. Pada saat itu, tingkat iRkluangan syariah Aceh berada di kisaraB88Pa,
dengan porsiekening perbankan syariah terhadapa jumlah rekening sebesar 93%. Pasca adanya konve
BPD Aceh menjadi BPD Aceh i8garsecara langsung terjadi peningkatan signifikan dari sisi d&4€f,dan
pembiayaan syariah, baik dari sisi nominal mauputajumekening. Inilah efektivitas kebijakap down yang
mampu memberikan akselerasi yang nyata dan cepat. Berbeda dengaragan dakwah ekonomi syariah ye
bersifatbottom upyang pengaruhya memerlukan waktu, dan terkadang tidak memberikan hasigséhana
yang ditargetkan. Inilah urgensi kombinasi antara kebifakamowndanbottom up keduanya saling menguatke
satu @ma lain. Perlu ada edukasi yang lebih intensif dan massif kepagarakas Aceh agar sepenuhn
memahami hakikat Fatwa MUI daara ulama di Aceh terkait keharaman bunga bank konvensional, baik :
figih maupun dampak ekonomi makmakro.

Untuk mengular tingkat inklusi keuangan terkini, kami mencoba menggunakan péngandumlah pendudul
Aceh dengan jumlah rekening yang addgpdata Bank Indonesia. Apabila jumlah penduduk padh tahun
2017 diperkirakan 5,19883 jiwa (dengan asumsi laju pertumlanhpenduduk sekitar.@1%), dan jumlat
rekening [PK perDesember 2017 sejumlah 5,388, maka tingkat inklusi keuangan Aceh sud&mcapai
10263%. Dari jumlah dimaksud483518 diantaranya merupakan rekag perbankan konvensional (63%).
Selain porisrekening perbankan konvensional yang masih besar,juratah rekening konvensional di Ac
menunjukkan hasil yang lebih podiibandingkan dengan jumlah rekening syariah.

Kondisi ini menunjukkan adanya pekerjaan rumah yang cukup berat di Prafinsiaita lebih giat mengeduka
masyarakat mengenai ekomi dan keuangan syariah untuk meningkatkan kesadaran terhadap ekoadati :
sebagai bagian integral dari pelaksanaan agamahejim dan secara bersamaan terus berupaya meningka
persentasdslamic financial inclusigrang lebih kuat secara fundantal.

Pengembangan & Implementasi Model Bisnis Kerjasama Berbakiih Syar

Pengembangan model bisnis perbankan syariah tidak hanya menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa
selaku regulator, tapi juga menjadi tugas dari setiap pemangku kepentingamasuk Bank Indonesia. Dalz
konteks pengembangan UMKM misalnya, Blemdonesia lebih memiliki wawasan teoritis dan tekserta
pengalaman dalam mengembangkan UMKM baik melalui penyusunariedagigiy modelimplementasi konsef
pengembangan  klaster pengembangan kewirausahaan,ocal economic development, kajian
komoditagproduk/jenis usaha unggulan UMKM, hingga pengembafgayional Investor Relation U(RIRU)
Dengan demikian, tidak menutkpmungkinan pengembangan pola pembiayéamd{ng modglberbasis syariat
diusulkan oleh Bank Indonesia daakeholdetainnya kpada OJK, dan kemudian apabila dinilai berpotensi, ¢
diteruskan kepada Dewan Syariah Nasi@elhin itu, Bank Indonegiasca berdirinya OJK justru memiliki ruz
lingkup yanduas dalam mengembangkan modebdel bisnis berbasis syariah. Tidak hangagenai perbankan
Bank Indonesia juga dapat memberikan dukungannya untuk pengembangan keuangan syariah, baik yal
komersial, maupun yang bersifatsid.

Meningkatkan Kerjasama Antar Pelaku Usaha

Geliat pengembangan keuangan syariah di Adah terlihat nyata dari sisi perbankan sejak dikonversinya
Aceh. Namun dalam konteks ekonomi syariah, perbankan hanyatapakan bagian dari keseluruhan siste
Pengembangan ekonomi syariah mencakup berbagai aspek dan sektor perekonomian, dsetiagadinsaks
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ekonomi. Harus diakui bahwa perbankan merupakan lokomotif berkembangnya ekonomi syariah di tanal
juga memiliki peran penting sebagai pemeganygsi intermediasi yang menyalurkan dana slamplus spending
unit kepadadeficit speding unit. Namun mendorong perbankan saja tentu tidaklah cukup. Pemerintal
stakeholderekonomi syariah perlu ikut mendomrerjalinnya kerjasama antar pelaku usameski di sisi lail
masih ada tugas untuk meningkatkan kepercayaan dan kinerja pembankk&k membiayai para pelaku usa
dalam rangka menaikkan persentaSimance to Deposit Raterbankan syariah di Aceh. Uktitu, kedua
mekanisme kerjasama, baiktansesama pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan perbankal
dikembangkan smra simultan.

Kerjasama antar pelaku usaha dapat didorong mdbaisiness matchinggembentukan komunitakomunitas
entrepreneurship, memperkuat wawasancount oficerperbankan syariah dalam memahami seluk beluk bi:
serta menyelenggarakaxposea@ra berkala.

Beberapaventyang sempat diselenggarakan di Aceh dan berpotensi dimanfaatkan untuk mendorong ke
antarpelaku usaha antara lain:

MakananMinuman Halal Industri Busana Muslim
Event Event
- Aceh Internasional Halal Food Fest@l7 - Aceh lamic Fashion ParadAIlFP)
- Entrepreneur Kopi Gayo - Asosiasi Perancang Fashion Aceh (APFA)
Program - Aceh Hijab Fahion Week

- Aceh Cullinary Festival di Banda Aceh 2018 - Fashion Show Busana Muslim APFA Aceh
- Banda Aceh Coffee Festival di Banda Aceh 20 Konunitas
- Sisterly Community Aceh
- Hijab Community Aceh
- Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI

Inovasi Rekomendasi KebijakPemerintah Daerah

masyarakafbottom up. Pendirian Bank Muamalat pada tahun 1991 juga merupakan buah dari perjuangar
CendekiawaMusim Indonesia (ICMIMajelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa pengughiséim Setelah
beberapa dekade pasca pendirian Bank idalat sebagai penanda awal bangkitnya ekonomi berbasis syal
Indonesia, pertumbuhan perbankan syariah nampaknya menetaginasi. Dalam bebgpa periode,
perkembangan market share perbankan syariah masih belum mampu mencapai sasaran yang diharapki

Perkembangan perbankan syariah di Aceh lebih menggembirakan. Dari sisi nominsrkfRishareaset dan
pembiayaan perbankasyariah di Provingdhceh jauh melampaui persentasgarket sharenasional. Sebelun
adanya konversmarket shargerbankan syariahceh dari sisi nominal DPK, pembiayaan dan aset telah mer
10.80%, 1041%, darll128% (Agustus 2016). Saat market stare DPK, pembigman &n aset telah mencapz
55.13%, 42.35 dan 38%. Hal ini merupakan hasil dari kebijakan Pemerintah ProgéisyAng mengkonver:
BPD Aceh menjadi BPD Aceh Syariah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keputusan untuk mengkoBRIsiAceh merupakarelijakan
strategis Pemerintah dari sisi perbankan yang dapat menjadi contoh bagi pengambilan kebijakau
program pengembangan ekonomi syariah di Aceh lainnya.

Apabila didukung dengalitical willyang baik, beberapa kebijakaasionaldimaksud ada yang secara inst
direplikasi di tingkat daerah, namwaemikian ada pula yang masih memerlukan kajialetigr dahulu demi
menjamin kelancaran proses implementasinya kelak. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi Aceh dapat r
beberapa hasebagai berikut:

1. Menempatkan seluruh dana BUMD dan instansi terkait di perbankan syariah,

2. Menghimbau Pemerintah Kapaten/Kota untuk mengkonversi/mendirikan BPR Syariah,

3. Mengalokasikan dana hibah kepada masyarakat untuk pembentukan k@ir@g@en pinjam pembiayaa

syariah/BMT,
4. Membangun kawasakawasan ekonomi dan pelabuhan berbasis syariah,
5. Mendukung pengembanganmpercepatan proses sertifikasi halal bagi produk UMKM,
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6. Menjadikanevent penting provinsi bernuansa syariah, dan dirangkadleargan konsep pengembang:
pariwisata syariah,

7. Memberikan insentif bagi pengembangan kewirausahaan Islam berbasis industri kreatif

8. Memberikan proses edukasi keuangan Islam melaluivkumik pendidikan bermuatan lokal dan mela
gerakan ekonomi berbasisasjid,

9. Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat agar kredit program yang dialokasikan untuk Ac
disalurkan dalam skernstema yang seusai dengan syariah,

10. Mengkaji penerbitan ingimen keuangan syariah berbasis wakaf, berbasis proyek, dan bedstsislam
rangka memenuhi pembiayaan infrastruktur,

11. Mengawal implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang PB&ké&k Syéat Islam, pasal 21 ay:
1-4, dan terus mengembangkanrpturan pendukung berkembangnya lembaga keuangan syariah di
dsb.

Pengembangan Produk dan Layanan Keuangan Syariah

Perkembangan produk dan layanan perbankan syariah setalaud terakhir diflai cukup baik. Inovasi prodt
bebasigahndanijarahjuga mulai dikembangkan. Namun demikian, keterbatasan modal menyababjaritas
perbankan syariah terjebak dalam BUKU 1 dan BUKU 2, sehingga belum bisa mengembangkan prodt
usahanya seperfpengembangan uang elektronik, sebagai bank kiesto dantrust. Keterbatasan ini jug
menyebabkan perbankan syariah dirklaiang bersaing dari sisi hargai¢ing dan kualitas layanan. Untuk dag
meningkatkan daya saingnya, pengembangan perbankaiatsyharapkan dapat diarahkan kepada beber.
segmen sepertstart up,usaha mikrekecil, pembiayaan korporasi dan infrastuk

Sistem IT Belum Cukup Handal

Sistem teknologi informasi yang dimiliki oleh mayoritas lembaga keuangan syariah belumangkilp lmla
dibandingkan dengan lembagauangan konvensional. Di era digital saat ini, teknologi yang dimiliki oleh le
keuangan syariah diinilai tidak mampu mengakomodir kebutuhan transaksi masyarakat dengamlahei
Sistem teknologi informasiagg existingsaja terkadang belum cukumandal, masih sering ditemui adan
kesalahan sistenefror) dan berbagai keterbatasditur. Dengan kondisi ini, lembaga keuangan syariah sen
dihadapkan pada situasi yang tidak kompetitif.

Terbatasnya Sumber alInsani yang Berkualitas

Berdasarkan ata Otoritas Jasa Keuangan per Oktober 2017, jumlah tenaga kerja bank umum daahan
syariah diperkirakan mencapai 681 orang, dan jumlah tega kerja BPR Syariah mencap@rg,orang.

Isu mengenai kurangnygaimber daya insani yafgrkualitas memang selalu menjadi salah satu tantangan
perlu dituntaskan bersama. Selain itu, adaenderungan bank konvensional mempertahankan SDM terbai
ASKAy 33l LISNDFYy1FYy &é&b NRIF K RShnbér dayesyarmbgrkig baikFuga
cenderung memilih bank konvensional yang dinilai Isbttie dalam segala hal, termasigbih baik dari sis
remunerasi.

Apabila ini persoalannya, maka para praktisi perbankan syariah dan juga regulator setidakilikh dua
pekerjaan rmah. Pertama, pelatihan berkala untuk meningkakwledgeanengenai seluk beluk ekonomi d:
keuangarsyariah, termasuk operasional perbankan syariah, perlu terus menerus dijaga. Perbankan sya
boleh irit untuk meningkathkaskill karyawan merekasehingga alokasi anggaran khusaiing perlu disusun
dengan baik. Kedua, adalah memberikan semt@péitualitas yang lebih intensif bagi para pegawai. Para pe(
terbaik perlu memahami bahwa bekerja di perbankan syariahpakam bagian dari upayaenyempurnakan
iman di bidang keuangan. Bekerja di perbankan syariah merupakan bentuk dakwah Ej@imasgina yang fini
dan sempurna. Kedua sisi ini, sisi kompetensi dan spiritualitas, harus diperhatikan secara seimbasgalgatr
keterbatasan surmdr daya insani berkualitas dapat diselesaikan.

Terbatasnya Layanan Keuangan/Perbankan Syariah

Di Proinsi Aceh, ada sekitar 11 bank umum syariah dan unit usaha syariah yang telah beroperasi. |
diantaranya BPD Aceh SyariaaniBSyariah Mandiri, BatMuamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah,
Syariah Mega, dan BTPN Syariah. Berdasarka@uaitas Jasa Keuangan (Februari, 2018), perbankan syai
Aceh (baik Bank Umum Syariah maupun BPR Syariah) memiliki 2x&anidy2 kantor cabangmbantu, 36

Kantor Cabang Pembantu, dan 26 Kantor Cabang. Jumlah BPR Syariah sejak tah@180atasih memilik
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jumlah yang sama, yaitu BBPRS. Selain perbankan, Aceh juga memiliki 15 unit Koperasi Simpan Pin
Pembiayaan Syariah (9.

S KPO/KC KCP/UPS e —
HOO/BO SBO/SSU Kantor
1 Jawa Barat 62 217 o5 304
2 DKI Jakarta 73 152 36 261
3 Jawa Thur 43 133 18 194
4 NAD 37 102 22 161
5 Jawa Tengah 38 85 16 139
6 Banten 20 63 . 91
7 Sumatera Utara o5 a7 3 75
8 Aceh 12 34 9 2
9 Sumatera Selatan 15 35 . 51
10 Kalimanta Timur 14 33 5 49

Dengan ketersediaan jumlah kantor perbankan syariah tersebut, dapat dikatakan bahwa layanan pe
syariah diAceh sudah sangat baik, meskipun masih perlu diperlengkap dengan data ketersediaan infr:
pendukung lainnya (seperti KT ketersediaan jaringan untuk mengaksesbile bankingdll) serta kajian terkai
layanan akses keuangan syariah yang dapat mgatgee ada atau tidaknygap pelayanan keuangan syari
diukur dari luas wilayah, perbandingan jumlah penduduk, dll

Potensijaringan kantor yang sudah baik dimaksud akan lebih op#peatila otoritas (Bl dan OJK), prak
perbankan syarighulama, dantokoh masyarakat bersarsgama melakukan edukasi terkait ekonomi ¢
keuangan syariah. Edukasi dan sosialisasi kepada masyterastang berbagai keunggulan perbankan sya
dapat memberikan dorongan yang seimbang dardsisiand(masyarakat)selagi pa pemangku kepentinga
terus mendorong kualitas dan kuantitas sigiply(perbankan)

Standarisasi Kompetensi Dewan Pengeéyasiah

Proses pengambilan fatwa sebuah produk/layanan keuangan syariah di Indonesia cukup berbeda dibz
dengan negaranegara lainnya. Indonesia memiliki Dewan Syariah Nasional sebagai bagian dari Majeli
Indonesia (DSMUI) yang independenadi segala pemangku kepentingan bisnis keuangan syariah. Peng
aspek fikih terhadap lolos/tidaknya sebuah pro#tekangan sy#h di Indonesia juga termasuk lebih ke
dibandingkan negara lainnya. Namun demikian pada aspek praktis di lapangaadmasitbedaan kompeten:
antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masisigg lembaga keuangan syariah. Salah sagtahglmenjad
perhatian ialah bagaimana pihak otoritas memberikan pelatihan secara berkala untuk menjamin ke:
kompetensi dari set@adewan pengawas syariah.

Dalam hal ini, Bank Indonesia secara tidak langsung memiliki keperluan untuk bersimgagi @éK dan
menjaga kualitas Dewan Pengawas Syariah, terutama bagi bank syariah/BPRS yang berkantor pusat
kerjanya. Beberapaodel pengembangan akad syariah yang mampu membenidtiplier effectkepada
masyarakat akan berpotensi diaplikasilapabila Bwan Pengawas Syariah memahami dengan baik hubt
antara aspek figih, aspek bisnis, manajemen risiko, dan juga modiféaaislema pembiayaan.
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Apabila Aceh belum memiliki organisasi serupa, maka menurut hemat kami perlu dibBRWE! Aceh. Sele
mampu meningkatkan kerjasama dan hubungan baik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan perbanki
pembentukan ADPASI dapaemperkuat peran ulama dalam memberikan dakwah ekosganahdi tengah
masyarakat. Sebaliknya, apabila Atah membentuk badaserupa, maka Bank Indonesia dapat mengai
peran dari sisi fasilitasi kerjasama pelatihan/training.

Optimalisasi Potenkilamic Social Finance

Potensilslamic social fun(rakat, infaq, shadagah dan wakaf) sangat perlu untukicdiajian agar usaha tuk
melakukan pemerataan kekayaan/distribusi harta, memperbaiki daya beli masyarakat, serta mampu
kebutuhan primer kam marginal dapat dilakukan dengan baik. Namun, beberapa hal yang perlu dipaham
dengan optimalisasiatha sosial Islam dirksud adalah terkait dengan perhitungan potensi yang serin
mengabaikan siapa saja kalangan yang akan menjadi subjelkgsebjerapa besar kesadaran kalangan dimal
untuk memberikan sebagian hartanya, dan bagaimana faktoefaéntsketerbatasanata, minimnya kompetens
dalam mengelola dana, dll sangat mempengaruhi realisasi dari potensi dimaksud.

Pemerintah Aceh telamemiliki sebuah lembaga khusus untuk mengelola dana zakat, infaq dan sedeke
yaitu Baitul Maal. BaitiMaal telah mengoptialkan pengumpulan ZIS yang diharapkan memiliki dampak
terhadap penurunan angka kemiskinan. Beberapa kegiatan yakgatidkan oleh Baitul Maal dalam rang
memberdayakan masyarakat melalui dana ZIS diantaranya melaluigglatisus keterampita penyediaan
peralatan kerja, pembangunan/rehab rumah fakir miskin, penyediaan modal usaha tanpa bunga, beasi
kegiatan lainnya. Kegiatakegiatan pemberdayaan oleh Baitul Maal terus ditingkatkan melalui kerjasama ¢
perbarkan baik dalam pengymlan dan penyaluran dana sosial Islam yang terkumpul, memperkuat bas
muzakki dan mustahiq, serta memperkuat koordidasgan instansi terkait guna memperoleh masukesukan
yang mungkin diperlukan untuk meningkatkan kual@#ganan Baitul Maal.

Pemerintah Aceh kabarnya akan memperkuat peran Baitul Mal dalam penanggulangan kemiskinan, n
potensi ZIS yang adgdrkirakan cukup besar, yaitu sekitarlRpTriliun. Saat ini, Baitul Maal telah menghimg
hampir REB00 miliar/tahun. Angka ininasih dapat ditambah dengan penyetoran zakat yang belum terdat:
dibayar masingnasing muzakki. Secara internal pengurasuBMal masih mengandalkan pendistribusian
secara konsumtif dan Karitatif. Persentase program daim&e|S yang bersifaémberdayaan dan produkt
masih cukup kecil, sebagaimana kondisi lembaga pengumpul ZIS di tingkat nasional lainnya.

KepalaOJK Banda Aceh

Di antara tantangan utama dalam mengembangg&ektor keuangan syariah di Aceh adalah menyelara
pemahaman anta IJK dengan masyarakatk@&it sektor keuangan syariah. Sampai dengan saat ini, t
terdapat masyarakat yargeranggapan bdava sektor keuagan syariah tidak berbeda dengan sektor keuan
konvensional. Sehingga, masyarakat yang sudah terbiasa mengyjasskaari sektor keuangan konvensio
akan sulit untuk beralih kepada sektor keuangan syariah. Padahal, jasa yang ditaledrisektor keangan
syariah tidak lebih sedikit dari jasa yang ditawarkan oleh sektor keuangan konvensional di sampingae
kegiatan usahanya yang sudah menggunakan-akad berdasarkan prinsip syariah. Di sisi lain, masih terc
masyarakat y&gy beranggapan dhwa sektor keuangan syariah harus memberikan kontribusi lebih ke
masyarakat seperti fasilitas pinjaman yaigH murdn dan pemberian bagiasil dari simpanan yang lebih bes
Pemahaman tersebut perlu diluruskan dengan edukasi yanmdse, karena $¢or keuangan syariah merupak:
lembaga bisnis yang masih berorientasi profit dan tetap mempertimbangkan kemakmasggarakat.
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Lampiran

Program Bank Indoneskantor Perwakilan Provipsi

ProgramPengembangaikonomiPesantren

Nama Pesantren Deskripsi Program
1 Pesantren Darul Ulum PengembangaSektor Usaha Daur Ulang Sampah
Pettanian Cabai Merah dan INKRAF
2 Pesantren Thalibul Huda Pengembangan Sektor Usaha Perdagangan

3 PesantrerBahrul Ulum Diniyalslamiyah Pengembangan Sektor UsdPertanianSerai\Wangi
(BUDI) Lamno
4 Pesantren Darun Nizham Pengembangan Sektor UsdPartanian Budidaya
Ubi/Singkong

Daftar UsahdJsaha $fariah yandikelolaPondokPesantren

No. Nama Pesantren LOKaSI Unit Usaha Deskripsi
Pesantren

1 Darul Ulum Banda Percetakan Fasilitasi pendirian unit usaha percetakan
Aceh dengan pemberian alatlatpercetakan yang
menunjang proses produksi barabgrang
seperti plakat, kaopercetakan sablon, mug

sablon dsb.
2 Babul Magfirah Aceh Pertanian, Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang agro,
Besar Peternakan yangdidukung dengan pemberian peralatan

Ayam Petelur,  pertanian berupa mesinand tractor lori
dan Pertanian  angkut, mesin pompa, dan mesin penyalur ai
Hidroponik

3 Thalibul Huda Aceh KoperasiMart Fasilitasi pendirian unit usahabililang
Besar perdagangan berupa swalayan yang dapat
memenuhikebutuhan sehashari santri dan
masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian
usaha ini diperkuat dengan pemberian bantui
peraktan dan perlengkapan penunjang toko.

4 Al Munawwarah Pidie Jaya KoperasMart Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang
perdagaigan berupa swalayan yang dapat
memenuhi kebutuhan sehanari santri dan
masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian
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No. Nama Pesantren

5 Jabal Nur Jadid

6 Ummul Ayman

7 Darussalam

8 Darul Abrar

9 Darun Nizham

10 BahrulUlum
Diniyah Islamiyah
(BUDI) &mno

11 BustanuMualimin
AFMunawwarah

Lokasi
Pesantren

Aceh
Selatan

Bireun

Aceh
Selatan

Aceh Jaya

Aceh Jaya

Aceh Jaya

Pidie Jaya

Unit Usaha

Perdagangan

Perikanan

KoperasMart

KoperasMart

Pertanian
Singkong

Pertanian Serai
Wangi

Intergrated
Farming
(Peternakan
Ayam dan
Perikanan)

Deskripsi

usaha indiperkuat dengan pemberian bantua
peralatan dan perlengkapan penunjangaok

Fasilitai pendirian unit usaha di bidang
perdagangan berupa jasa isi ulang air minum
yang dapat memenuhi kebutuhan seHaairi
santridan masyarakat di sekitar pesantren.
Pendirian usaha idiperkuat dengan
pemberian bantuan peralatan dan
perlengkapan penunjartgeroperasinya usaha
dimaksud.

Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang
perikanan berupa budaya ikan lele yang dape
memenuhi kebutuhaseharihari santri dan
masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian
usaha ini diperkuadengan pemberian bantuar
pembangunan kolarkolam ikan.

Fasilitasi pendirian unit usali bidang
perdagangan berupa swalayan yalagat
memenuhi kebutuhan sehanari santri dan
masyarakat di sekitar pesantren. Pigiah
usaha ini diperkuat dengan pemberian bantui
peralatan dan perlengkapan penunjang toko.

Fasilitasi pendirian unit usahahililang
perdagangan berupa swalayan yang dapat
memenuhi kebutuhan sehanari santri dan
masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian
usaha ini diperkuat dengan pemberian bantu:
peralatan dan perlengkapan penunjangad.

Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang
pertanian berupa budidaya ubi/singkong
Pendirian usaha ini diperkuat dengan
pemberian bantuan alat pertanian,
pembangunan sarana pertanian dan saprodi.

Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang
pertanian berupa budaya serai wangi.
Pendirian usaha ini diperkuat dengan
pemberian bantuan alat pertanian,
pembangunan sarana pertanian danreaid

Fasilitasi pendirian unitsaha di bidang
peternakan berupa budidaya ayam dan ikan |
yang dapat memenuhi kebutuhan seHaairi
santri dan masyarakal sekitar pesanén.
Pendirian usaha ini diperkuat dengan
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No.

12

13

14

15

Nama Pesantren

Darul Qur'an

Darussa'adah

Safinatissalamah

Gontor 10

Lokasi
Pesantren

Aceh
Besar

Pidie Jaya

Aceh
Singkil

Aceh
Besar

Unit Usaha

Perdagangan
(Mart)

BMT- Lembaga
Keuangan
Pesantren

Perdagangan
(Mart)

Pertanian
Jagung

Deskripsi

pemberian bantuan pembangunan infrastrukt
penunjang peternakan/peidan.

Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang
perdagangan berupa swalayan gatapat
memenuhi kebutuhan sehdnari santri dan
masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian
usaha ini diperkuat dengan pemberizamtuan
peralatan dan perlengkapan penunjang toko.

Fasilitasi pedirian wnit usaha di bidang
keuangan berupa Baitul Maal wat Tamwil yar
dapat mendukung tersedianya akses keuang
Syariah di lifgungan pesantren. Pendirian
usaha ini diperkuat dengan pemberian bantu:
peralatan dan perlengkapan penunjang BMT.

Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang
perdagangan berupa swalayan yang dapat
memenuh kebutuhan sehatfari santri dan
masyarakat di sekitar pesantren. Pendirian
usaha ini diperkuat dengan pemberian haat
peralatan dan perlengkapan penunjang toko.

Fasilitasi pendirian unit usaha di bidang
pertanian berupa penanaman jagung di lahan
pesantren yang dapat dimanfaatkan/dijual
kepada masyarakat di seki@santren.
Pendirian usaha ini diperkuat dengan
pemberian bantuan berupa prasarana (seper
pagar), dan olah lahan (pembuatan bedeng,
pembersihan laan, dsb) di lahan seluas 2
hektar.
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Provinsi

Sumatera Barat

Sekilas
tentang Ekonomi Syariah di Provinsi Sumatera Barat

Peluang pengembangan ekonomi syariaPrdivinsiSumatera Barat sangat besarengingat 98
LISNB SY LISy RdzRdzl y el I RFfFTK adzZafAYd 5SSyl
YAGLl 0dzf £ | K¢ SydNah gahdatsejafah @egg@edtikan lokalyang di anut masyarake
Sumatera Barat. Geliat ekonomsyariah di Provinsi SumateBarat dapat dilihat dari sektc
keuangan mikro syariah dengan maraknya pembentukan Koperasi Simpan Pinjam Pen
SyariahKSPPS) yang mendapatkan dukungan tidak hanya dari Pemerintah daerah namun
segenap lapisan asyarakat Sumatera Barat. Kepsan mengkonversi Bank BPD Sumatera E
menjadi Bank Nagari Syariah oleh pemegang saham pada RUPS tahun 2019 menjatirm
yang sangat baik dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syaiamnatera Barat

Sementara dsektor Industri Halal Sunesih Barat juga memiliki potensi untuk pariwisata ran
Muslim karena beragamnya objek wisata dengan keindahan alamnya, sieeeath pesisir, buki
dan alam yang hijau serta telah masuk ke dalam destinasi halal yang tercid@mRencana Indu
Pembangoan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas) yang dicanangkan Pemerintah. Jika dili
kondisi masyarakat beserta potensi ddeiya, Sumatera Barat memiliki peluang un
mengembangkan industri halal dibidang makanan/kulinkfKM, fesyen Muslim dan perian. Hal
ini sejalan dengan fokus Pemerintah DaeraliRsitSumatera Barat dalam meningkatkan produ
untuk mendukung kedathn pangan nasional dan mengembangkan agribisnis, pariwisata, inc
perdagangan, koperasi, UMKM,dan investasi.
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Regulasi Tingkat Daerah
di Sektor Ekonomi dafeuangan Syariah

Peraturan Daeraterkait Industri Halal Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nom
tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwis
ramah Mudm

Peraturan Daeraterkait Keuangan Syariah
Peraturan Daerah Tentangonversi Bank Naga
(dalam tahap finalisasi)

Peraturan Gubernuerkait Pariwisata ramah Sudah disahkan (dalam tahap finalisasi)
Mudim
Peraturan Gubernur terkditesyen Muslim Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat
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Rencandemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)2€@GiBt2021 di ProvinsiSumateraBarat

YSYT2{ dza 1¢rSNBAzaRER yee | { dzY | G SNI . | Nbgdns misi yiamagith: R yA g {S2
A Meningkatkartata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah
¢Adat Basandi Syarak,)SWNJ { . | &F YRA YAGl odzf £ | K¢
A Meningkatkan tatgpemerintahan yangaik, bersih daprofessional
A Meningkatkarsumberdaya manusiang cedas, sehat,berimarberkarakter,dan berkualitas tinggi
A Meningkatkan ekonominasyarakat berbasiserakyatan yangangguh, prodktif, dan berdaya saing

regional dan globatlenganmengoptimalkarpemanfaatan sumber daya pembangunan daerah

A Meningkatkarinfragruktur danpembanginan yandgerkelanjutan damerwawasardingkungan
Pertumbuhan . . .

Ekonomi Inflasi uingiet T|n_gk_at Konsumsi RT Konsgm5| Investasi Ekspor Impor

Daerah Pengangguran Kemiskinan Pemerintah

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

514% 505% 2,60% 1,66% 5,55% 5,33% 6,55% 6,29%  4,70% 4,69% 4,63% 510% 3,29% 4,96% -1405% -852% 051% -14,47%

Rencana Pembangunan Jangka MeneSgehatera Baralahun 206-2021

Penekanan dan skafaioritas pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera BaraR@Pl6&ecara umum
ditujukan pada skala prioritas pembangunan urgeknantapan landasan pembangunan secara menyeluruh
dengan penekanan kepada peningkatan daya saing produk dan hubungan regidaalaelengan provinsi
tetangga. Daya saing produk Sumatera Barat semakin kuat karena meningkatnya produktifitas, kualktas prod
dan efisiensi usaha akibat dari penggunaan teknologi maju sehingga kesejahteraan petani, peternak dan nelayan
semakin membaiklan diharapkan dalam waktu bersamaan, sektor pariwisata dan industri kecil lainnya dapat
berkembang dengan lebih baik

4 Progam Unggulan Prioritas Pembangunan IsuSrategis RPJMBumatera Barat
Daerah Proving§umatereBarat 2018023 5 tahun ke depan

A Kedaulatan pangan A Pembangunan Mental dan Peningkatan

A Kedaulatan Energi Pengamalan Nilamilai Adat darAgama

A Kemaritiman danéautan A Penanganan Bencana Alam

A Pariwisata dan Industri. A Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpar

Pembagunan AntaDaerh

Peningkatan Infrastruktur

Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan ye

Baik

Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan

Kualtas SDM

Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

Peningkatan Ketahanan Pangan

Globalisasi dan Peningkatan Daya Saing baera /4
Peningkatan Kiigas Lingkungan Hidup 4

> >

p>N

v > D D>

69



VKREKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Rencana Pembangunan Ekonomi Syali&novinsi Sumatera Barat

Rencana Pembangunan Jangka MenenDahkrah (RPJMD) tahun 202@21 di Provinsi Sumatera Barat

bertujuan sebagai berikut:

A Meningkatkan pelaksanaan pembangunan
mental dan kehidupan masyarakahadani yang
aman, damaitentram, harmonis, berimawulan
bertagwa denganmengamalkan nilai universal
keagamaan dalam kehidap disertai dengan
penguatan kelembagaan agama dan adat.
Meningkatkan profesionalitas  aparatur
pemerintah da beba korupsi, kolusi serta
nepotisme Meningkatkan tata pemerintahan
yang baik, bersih, transparan dan akuntaberta
meningkatkan pelayananpublik yang prima,
transparan, aspiratitjan partisipatif
Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdz
dan bekarakter serta meningkatkan kesadarar
masyarakat tentang pentingnya pendidikar
karakter; Meningkatkan pemerataan dan kualita
pendidikan yang dilandasi nildlai agama dan
adat; Meningkatkan kemampuan rmasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang maand
tepat guna; serta meningkatkan derajat
Kesehatan masyarakat, kualitas kependuduka
dan kesetaraan gender serta pemenuhark ha

anak

A Meningkatkan pembangunaekonomi yang
berkualitas datebih merata berbsis ekonomi
kerakyatan disertai dengan peningkata
produksi danketahanan panga
pengembangan agribisnis dapeningkatan
kesejahteraanpetani Menjadikan Sumater:
Barat sebagai destinasi utama pariwisata
berbasis agama ddrudayaserta nenurunkan
tingkat lemiskinandan pengangguran sert
penanganan daeratertinggd

Meningkatkan penyediaainfrastruktur untik
pengembangan ekonomi dgmengembangan
wilayah disertai dengan @aksanan Tata
Ruang yang baik dan konsekusrdasarkan
daya dukung damlaya tampungingkungan
dan peningkatarkualitasKawasarkonsewasi
dalam rangka mewujudkan pembanguna
berkelanjutan yang berwawashngkungan

SektorPariwisata Ramah Muslim
Menjadilan Sumatera Baratsebagai destinas
utamapariwisata berbasis agama
Mengembangkan pariwisata berbasis keunggt
alam, budaya, Kiner, kearifan lokalkhususnya
pariwisata ramah Muslim dan nuansa Islami.
Membenahi destinasi utama dan pengelolaarnta
kualitas sarana dan prasarapariwisatakhususnya
pariwisata ramah Muisn.

SektorMakanan dan Produkalal

ABimbingan teknis canpengelolaan makanan yar
halal dan thoyyib (baik) seperti GMP, CPPC
HACCP

AMendorong pemilik rumah makan dan hotel
kabupden dan kota di Provinsi Sumatera Ba
untuk memenuhgertifikasi halal

AMeningkatkan Perlindungan Konsumen mel:
pembinaan telhadap sektor makanan dan minumi
melalui pengawasan terhadap barang beredal
pasaran dan peningkatan konsumen cerdas

Sekto Fesyen Muslim

A Program Pengembangan IndustrKecil dan
MenengahkhususnydesyenMuslim

A Pelatihan diversifikasi produk busaviaslim

A Peningkatan promosi produk fesyduislimmelalui

pameran dalam dan luar negeri

SektorKeuangan Syariah (Komersial &&ps

A Melakukan penguatan kelembagaan,
transparansi, akuntabilitas dalam pengelole
zakat

A Meningkatkan penghimpunan dan penyalur

serta pemanfaatan dana zakahfak, wakaf,

sedekah yang tepat sasaran

Meningkatkan sinergitas pendistribusian za

antarlembaga pengelolzakat
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Program Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

SektorindustriHalal

Program Pemrentah ProvinSumatera Barat

Sektor industri halal unggulan yang akan diprioritaskan pengembangannya adalah sektor mmébkamam,
pariwisata, dan fesyen. Selanjutnya, Peraturan Gubernur terkait ekonomi syariah akan menjadi landasan hukum
untuk Kabupan/Kota mengembangkan potensi ekonomi syariah.

Program Pendukung Sektor Industri Halal

Makanan dafMinuman A Pelatihan bnbingan eknis cara pengelolaan makanan dan minuma
halal halal yang baik seperti GMP, CPPOB, HACCP
FesyerMuslim A PelatiharBusanaMusim dengan menggunakan bahan khas daerah

Sumatera Barat seperti tenun, sulambarder
A Pelatihan diversifikasi produk busaviaslim
Pariwisata ramah Muslim | Pelaksanaan evesmtvent untuksosialisasi untugemangku kepentingan di
sektorpariwisata ramah Muisn

Jumlah Kegiatan Syariah/Halal
Jumlah Event Produk Daerah  Jumlah EvenlProduk Halal/Syariah/Islami

Makanan dafMinuman 2 Event
Fesyen 26 Event (Dalam dan Luar 2 Event
Pariwisata Negeri) 2 Event

Sentra Sektor Industri Halal

Makanan dan Minman Halal FesyerMuslim
Sentra sektor makanan minuman halal direncang Sentra sektor makanan minumaalél direncanakadi
di 19 kabupaten/kota 19 kabupaten/kota

Penetapan Daerah Pariwisata Ramah Muslim
Tahap Daftar Desa/Kabupaten/Kot/isata ramah Mslim
Sudah ada -
Dalam tahap perencanaan Kota Padang Panjang

Program Pendorong Pariwisata Ramah Muslim

Programpemerintahdaerah dalam mendorong industri Pariwisata ramah Muslim yaitu:
a. Menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) PenyetamgBariwisata raan Muslim
b. Pelaksanaan EveRtvent Ekonomi Kreatif bernuansa Halal
c. Pembuatan Leaflet Pariwisata ramah Muslim
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Program Bank Indonegiqantor Perwakilan Provinsi)

Program Pendukung Sektor Industri Halal

A Programpelatihan sertfikasi Hal kepada 15 A Mengikutsertakan salah satu UMKM Halal

UMKM Sektor Kuliner dan fasilitasi sertifikasi Ha
kepada klaster Sapi Perah Binaan

A Fasilitasi antara UMKM Sigh dengan Pondok
Pesantren dalam bentuk Kerjasama penjualan
produk unit usaha misalnya antara UMKM Syari
Rendang Kokoci dengBonpes Moderi\l Kautsar
A Programcoachingpembekalan kepada 11 UMKM
di sektor Makanan/minuman dan 9 UMKM sekto
fashion yangerpilih melalui seleksi Industri Kreat
Syariah (IKRA) tahun 2018.

A Mengikuti Event Festival Ekonomi Syariah dan |
2019 untkk kampnaye damemperluas pemasara

(Rendang Katujbinaan Bl Kantd?erwakilan
Sumatera Barat dalam kegiatan Indonesia Hal:
Economy Investment Forum 2019 (IHEDE9) di
Jeddah, Arab Saudi senalbnesia Syaah
Economic Festival 2019 (ISEF 2019) di Jakart:
Indonesia yang menghasilkan kesepakatan
investasi dengan Invies maupun kesepakatan
sebagai pemasok rendang untuk musim haji 2(
Program pelatihan yang lebih mendalam/spesi
(deepcoachingterhadap UMKA Syariah pilihan
di Bandung dan Jakarta.

Melakukan rencana pelaksanaan event IKRA Z

industry syariah

dengan target UMKM sektonakanan/minuman
halal dan fesyen Muslim

Sektor UMKM daBkonomiPesantren

Program Pemerintah Provi8smatera Barat

Progam Kemitraan UMKM daRengusahdesar

Tahap
Sudah ada

Program Pemberda
Sektor
Makanan dan
minuman halal
FesyerMuslim
Pariwisata ramah
Muslim

> >

P DB B b A B P aPe

Daftar Program Kemitraan di peringkat Desa/Kabupaten/Kota
PengembangadMKM kergjinan unggulan Sumbar
Peningkatan akses pembiayaan UMKM ke mitra perbankan dan
lembaganon-bank (IKNB)
Pembuatanbuku data base UMKM unggulanSumbar
Peningkatankapasitaskewirausahaan
Pengadaarsaranadan prasaranaUMKM
Pengembangan kemitraaproduk UMKM binaan Pempro\8umbar
Partisipasipromosi & produk UMKM
Sosialisagbendafaran merek dan sertifikat halal danPIRT
Penngkatan KapasitaewirausahaarMelalui Bimbingan
TeknisPeningkatan Usahadengannara sumberterkai
PerkuatanProduk UMK Mmelaui BimbinganTeknis
Standarisad Produk, FasilitasiKkemasanLabeldan Paper
FasilitasiPendaftaranMerek Dagangke Kemenhumham danHalalke LPOM

yaan UMKM

1)
2)
3)
4)

Daftar ProgranPendampingan
Program Pengkatan dan Pengembangan Daya SR
Program Pengembang&yirausaha Pemula
Program PusdtayanarJsaha Terpadu KU{M
Program Gerakaherpadu Pensejahteraan UMKM Sumateaieat
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Jumlah Industri &cil 2017 2018 2019
Menengah (IKM)
UMKM mendapat 212 Koperasi Syariah 212Koperasi Syariah 318 Koperasi Syariat
pendampingan 123 UMKM Halal 362 UMKIHalal 45 UMKM Halal

Program Bank Indoneslk&aftor Perwakilan Provinsi

Program Pengembangan Ekondétasantren

Jumlah Pesantren Program Pengembangan Ekonoiriifipirar)
4 4

A Pesantren Perguruan DiniyydPuteri,Kota A Pada tahun 2019, kegiatan yang dilaksane
Padang Paapg terkait pengembangan kemandirikonomi

A Pesantren Modern Al Kautsar, Kabupaten 50 k pesariren Perguruan Diniyyah  Puteri, k
A Pondok Pesantren Wagaf Ar Risalah, Kota Pa Padang Panjang berupa bantuan Program S
A Pondok Pesantren Sumatra Wiadib Parabek, Bank Indonesia (PSBluper2 unit mesin laundr
Kabupaten Agam untuk meningkatkan kapasitas unit usatem- :
zam Laundry.Selain itu diadakan jug

penandataganan Kerjasama Progra

Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pon
Pesantren Modern Al Kautsar di Kabupaten 50 k

A Pendampinga kepada unit usaha Fasl
Diniyyah berupa peninjauaatas rekomendas
hasil pendampingantahun sebelumnyantara
lain rencana produk baru, target  produksi,
rencana pemasaran/ pengaat brandiig

A Program pendampingan terakit pencatatan lapol
keuangan dan peberian bantuan berupa sarar
produksi untuk mendirika unit usaha pengolaha
air minum isi ulang, laundry, barbershop dan j
fotocopy di Pesantren Modern Al Kauts
Kabupaten 8 Kota

A Pada tahun 2020 melakukan penjajakan da
rangka memperluas Kerjasa pengembangar
kemandirian ekonomi (catering) kepadondok
Pesantren Wagaf Ar Risalah, Kota Paddag
Pondok Pesantren Sumatra Thawalib Paral
Kabupaten Agam

SektorKeuanga Syariah

Program Otoritas Jasa Keuangd&hrgvingi

Subsektor Detil Program
Perbankan Syariah | A Mendukung perkembangan Perbank@yariah melalui pemberian izin
pembukaan kantor cabang Syariah Bukit Tinggi dan kantor cabang Syariah
Sangkar PT BPDnfatera Barat serta Kantor cabang Pemb&yariah Bukit
Tinggi PT Bank Tabungan Negara
A Melakukan Langkah strategis untuk mempeslmarket share perbankan Syari; A4
serta memberikan edukasi pemahaman terhadap Perbankan Syariah kepac —
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Subsektor

Detil Program

Perbankan Konvensionartitama BPR di wilayah Sumatera, sehirgas hal

tersebut BPR berinisiatif melakukan konversi menjadi BPRS

Menyelenggarakan evesvent terkait sosialisasi yang diadakan bersaama

dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat misalnya dialc

tdzof A1 912y 2YA { &L M3 Ekgnoriitdad iKedisdhyan Byyriz

RA t NP@Ayair {dzYl G4§SNI . I Nihtahdalakl y ar

YSYRdzl dzy3 Y2y @SNBA . Iyl bl 3FNRE

Memperluas Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah d

cara:

a. Mendorong Pengembangan Industri Halal Unggudlidndonesia serta turut
serta dalam FGD yang membahas pariwisata ramah Muslim digsamat
Barat

b. Mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkanisetia dan
adopsi teknologi

c. Memperkuat sinergi antarpelaku industri halal dengan indusasa
keuangan dan stakeholdtrkait lainnya

d. Mendorong dan memfasilitasi proses kasveBPR Konvensional di
Provinsi Sumatera Barat menjadi BPR Syariah, antara lain PT BPF
Puar dan PT BPR J&adang yang saat ini sedang dalawsgs konversi
serta PT BPR Khatulistiva Bonjol yang saat ini telah mengajukan
permohonan konversi.

e. Mendorong BPRS di Sumatera Barat untuk melaksanakan
operasional berbasis Teknolo§istem Informasi. Sehinggasabah
dapat merasakan kenyamanan yang sama dalam pelayanan ba
operasional da jasa teknologi dengan bank konvensional yang telat
terlebih dahulu menggunakan IT sebagai basis operasionalnya.

f. Bekeja sama dengan pemerintah daerakbigindo, MUI, MES, media
massa, serta elemen terkait untuk meningkatkan literasyarakat
dengan melakukan sosialisasi terkait perbankan syariah dan ek
syariah. Sehingga, diharapk dapat meningkatkan transaksi risya
di masyarakat baik melalui perbankan syariah maupun lembag:
keuangan Syariah lainnya.

Bank Pembangunan
Daerah

Program pengawasan yang dilakukan OJKnBr8umatera Barat terhadagd P
BPD Sumbar yang memilikiit Usaha Syariah (UUS) sebagai salah satu altet
bagi masyarakat dalam menyimpan dana maupundagatkan pembiayaan
berdasarkan prinsip Syariah

Mendorong para pemegang saham untuk melakukan penguatan terhadap L
PT BPD $&wbar agar animo masyaraktovinsiSumatera Barat untuk dapat
bertransaksi Syariah dapat difasilitasi oleh PT. BPD Sumatera Barat
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Bank, Pemegang saham mer
keputusan untuk melakukan konversi dari bankvkosional menjadi bank
Syairah untuk mengoptimalkan pelayanan Syariah dan penggunaan kantor ¢
seluruh jaringan kantor PT. BPD Stara Barat. Sehingga OJK terus melakuki
pendampingan dan memfasilitasi konsultasi dan diskusi proses proses sert:
kajian darhathal yang perlu dilakak oleh Bank agar konversi dapat berjalan
dengan baik.

OJK PramsiSumatera Barat juga turut mendorodgn mengawal
pengembangan produk UUS PT BPD Sumbar dan saat ini telah mengajuka
permohonan sebagai penyalur KUR Syariah seateng dalam proses
persetjuan oleh pengawas dan telah dikoordinasikan dengan PIC Kemenk«
Perekonomian bahwa secara parallelssegldisiapkan Sistem Informasi.
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Program Bank Indonesk&aftor Perwakilan Provinsi

Program Pengembangan Keuangan 8yari

A Meluncurkan sistertayanan pembayaran neinnai melaluiQRIS untupembayararzakat infak dan
sedekah (ZISintuk masjid Ray@umatera Barat dan BAZNAS Pi$umatera Barat. Dimana sejauh
telah ada sebanyak 10 mesjid dan 4 lembaga ZISWAF ynggunakan QRIS dalamnggalangan
dana ZISWAF di Sumtaera Barat

SektorKeuangan Mikro Syariah

Program PemerintdDaerahPrownsiSumatera Barat

Program BndampinganPengawasan, daRengembangatoperasi Syariah (KSPPS)

Program
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Koperasi

Peningkatan dan
Pengembangabaya
Saing Koperasi

T I 3> D> D > D D>

> > >

> >

Institusi Keuangan Mio Syariah
Pembinaan kelembagaan koperasi
Peningkatan pelayanan izin usaha simpejam koperasi
Pembenahan koperagangtidak aktif
Pembinaan dan pelaksanaan penilaian kesehatan Usaha gimjpam loperasi
Reviev penerapan dan sanksi bagi koperasi
Pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan usaha simpan pinjam kopera
Pembinaa, pengawasan dan pemeriksaan kelembagaankoperasi
Pelatihanpelatihan bagi KoperaSyariah

Peningkatan peran usaha simpan pinjam koperasi pola syariah

Bimbingan Teknis Peningkatan Permodalan

Pelatihandan Uji Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS de
Koperasi

Pelatihan dan Uji Kompetensi bagi pengef@&®/KSPPmelalui SKKNI
Pelatihan SOM dan SOP KSPPS dan USPPS Koperasi

Klinik Syariakebagai wadah konsultasi bagi KSPPS dan USPPSikbgeld)1
KUKMDungan5 Tim Konsultansi KSPPS dan USPPS Kdpédasig Syarial
Muammalah, IT dan Akuntansi Syariah

Melakikan pendampingan bagi koperaSyariahdalam Peneraparakuntansi
keuangarsyariah dan Penerapan pelaksanaan akad (sedang mengaisginases
aplikasi akuntansi keuangan syariah berbasis IT yang seragam)

Uji petik pengawasan KSPPS dan US&®BEsi seanyak 23 Koperasi

Program Otoritas Jasa Keuangdirgvingi

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan LembagarKilienogayariah

(LKMS)

A Kegiatan Kantor OJK Provinsi Sumatera F A Pelatihan diberikan tanggal 26 s.d

tahun 2019: Agustus 2019 di Kodadang dengan topi
U Melakukan pendampingan daosialisasi prinsip dasar kredit/pembiayaan yai
U Melakukan pemeriksaan esite ke LMKS Pengembangan UMKM, Ketentuan terk

A Rencana kegiatan Kantor OJK Provinsi Sum
Barat tahun 2020:

U Melakukan pendampingan dan sdisiasi

U Melakukan pemeriksaan on site ke LKN

LKM dan Laporan Keuangan LKM
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SektorZakat, Infak dan 8ekah (ZIS)

Program BAZNAS ProviSsimatera Barat

Kategori Program ZIS dan Alokasi BABNAS1si Sumatera Barat

: Nama Program Jumlah Penerima Manfaa Besar Alokasi Penyalura
Kategori .
(jiwa) (Rp)

Sosial Kemanusiaan | Sosial 4.333 4.218.081.000
Pendidkan Pendidikan 1.050 5.925.804.901
Kesehatan Kesehatan 140 663.163.000
Pemberdayaan Ekonomi 2.800 1.435.860.000
Ekonomi

Dakwah Dakwah & Advokasi 350 138.110.000
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Gambaran
Sektor Ekonomi dan Keuangan Sydba@rah

Sektorindusti Halal

Nilai Ekspor Provinsi Sumatera Barat

Sektor Jumlah Ekspor tahun 2018 % Dibandingkan dengan Total Ekspor fNtigas
(USD) (tahun 2018)
Makanan dafMinuman 8,509.20 0.53%

JumlahUsahdMerk denganSertifikat Hdal pada &ktor Makanan daMinuman(Mamin)
Sektor Usala (Tahun 2018) SektorUsaha(Tahun 2019)

Roti 29 | Roti 29
Katering dan Restoran 6 | Katering dan Rézran 12
Tepung Kanjj andproduk turunan/olahan 2 | TepungKanijj andproduk turunan/olahan 3
Es es krim dan baharbahan pendkung 1 | Eses krimdan baharbahanpendukung 1
Susudan produk olahan/turunan susu 0 | Susudan produk olahan/turunan susu 0
Makanan olahan, daging dan unggas 24 | Makanan olahan, daging dan unggas 24
Makanan olahan ikan 12 | Makanan olahan ikan 12
Makananolahan telur 1 | Makanan olahatelur 1
Makanan ringan Makanan ringan 42
Pemanisbumbu dapurbumbu penyedap/ 42 | Pemanisbumbu dapuybumbu penyedap/ 2
pelengkap pelengkap
Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 10 | Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 10
Semua UsaheeTsertifikasi Halal 129 | Semua Usaha Tersertifikasi Halal 136
Sumber: Daftar Belanja Produk HaRIPOMMUI hingga periode Btet-ApritMei 2019
Kontribusi Sektor Mamin terhad&grekonomiarProvinsi Sumatera Barat
2019 2018 2017 2016 2015
PDRB (MillaRupiah)
Mamin olahan 9,51659 10,39215  9,79742 9,346.02 8,39393
Mamin olahan, Base = 2010 7,58488 8,106,40 - - -

Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb) 2,620.07  2,346,38 2,11202 1,868.35 1,61587

Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), 1,51447 1,40013 - - -
Base 2010

Pertumbuhan PDRB (%)

Mamin olahan, Base = 2010 -6.38 6.06 - - -
Mamin siap safrestoran, kafe, dsb), 8.17 8.23 - - -
Base = 2010
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Kontribusi pada PDRB (%)
Mamin olahan
Mamin sapsaji (restoran, kafe, dsb)

3.86
1.06

TotalProduksiDagingDaerah Tahun 20B)
Populasi Ternak

Sapi Potong 401,094
Sapi Perah 712
Kerbau 78,038
Kuda 1,668
Kambing 250557
Domba 5572
Populasi Unggas

Ayam Kampuog 3,974,889
Ayam Petelur 11,236,623
Ayam Broiler 65,436,217
Bebek 1,101,263

451 l -
1.02 } }

Produksi Daging Teak (ton)
Sapi

Sapi Impor

Kerbau

Kuda

Kambing

Domba

Produksi Daging Unggas (on
Ayam Kampung

Ayam Petelur

Ayam Broiler

Bebek

2,029894
Belum ada
2,22571
6.77
8251
34.71

4,870.13
7,81127
71,105.60
64758

Skor Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Tahun 2018 Provinsi Sumatera Barat

Access
Comnunication
Environment
Services

IMTI score

57
55
73
52
59

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PerekonomiamBrSunatera Baat

2018
PDRB (Milliar Rupiah)
Jasa akomodasi 800
Jasa akomodasi, Base = 2010 433
Pertumbuhan PDRB (%)
Jasa akomodasi, Base = 2010 8.25
Kontribusi pada BRB (%)

0.26

Jasa akomodasi

2017 2016 2015
723 662 584
400 378 352
5.82 7.39 5.07
0.26 0.26 0.25

2014

499

335

6.01

0.25
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Ratinguntuk Pariwisata Ramah Muslim di Provinsi $erad8arat

Skor Aspek Skor Aspek
SkorAkses Udara 5 SkorLingkungan Kedatangan Turis Muslim 5
Kereta 3 Jangkauan \AFi
4
Laut 4 Komitmen terhadap 2
InfrastrukturJalan 4 Pariwisata ramah Muslim
Sor Komunikasi Panduan Pelancong 3 SkorJasa Restoran Halal 5
Muslim
Edukasi Pemangku 3 Masjid 5
Kepentingan
Jangkauan Pasar 5 Bandara 5
Pemandu Tur 5 Hotel 4
Pemasaramigital 5 Atraksi 5
Skor Total 72
Ratarata Skor 4,24

NB: data lengkap bisa didapatkan di dalam Laporan Perkemb®&agiavisata ramah Muslifdaerah 2012020

IndikatorPariwisata RanmMuslimProvinsi Sumatera Barat
Indikator Skor/Nilai Keterangan

Akses Cukup baik Terdapat akses udaral, akses laut dan

kondsi jalan yang baik, tapi belum memil
akses/jalur kereta api

Akses Udara Baik Terdapat bandara internasional dan
domestik
Bardara International 1
Bandara Domestik 2
Akses Kereta - Belum memiliki akses/jalur kereta api
Akses Laut Baik Terdaat pelabuhan
Terminal Kapal Pesiar 1
Infrastruktur Jalan Baik Mayoritas Kondisi jalan dalam kondisi ba
Jalan NasiondWegara 93455 km
Jalan Provinsi 1,48444 km km

Komunikasi Memilikipanduan pengunjungdukasi
pemangku kepentingakggiatan
pendukungangkauan pasapemandu

pelancongdan melakukapemasaran
digital

Panduan bagi PelancoMuslim Ada Hanya terdapat buku panduandalam
Bahasa Inggris

79



KNEKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Indikator Skor/Nilai Keterangan

Eksemplar Bahasa Inggris Ada Tidak terinfo berapaumlah jenis eksempla

Eksemtar Bahasa Arab =

Edukasi Pemangku Kepentingan Cukup Baik Terdapat workshopariwisata ramah
Muslim
Workshop 2
Jangkauan Pas Baik Terdapat beberapa kegiatan terkait
pariwisata ramah Muslimerutama festival
ramah
Muslim
KonferensiEventExpo 2
KegiatarB2B 6
Festival Ramah Muslim 4 Minangkabau Fashion Festival. Nusantar
Marandang, Sumarak Syawal, Festival
Tabuik
Pameran 3 Minangkabau Fashion Festival. Nusantar
Marandang, Sumarak Syawal, Festival
Tabuik
Pemandu Tur Cukup Baik Terdapafpemandu turyang menguasai

Bahasa Aradan Bahasa Inggris

Bahasa Arab 5
Bahasa Inggris 350
Digital Marketing Baik Terdapatbeberapa platform digital
marketing lainnya
Apps 2 Google apps
Website - Web promosivisata ramah Muslim
Media Sosial Ada Google plus,Facebook, Twitter, Instagran

Youtube

Lingkungan Banyak wisatawan yang datang ke
Sumatera barat. Cakupan jegan wifinya
juga bagus. Sumatera Barat memiliki

komitmen untuk mengembangan
pariwisata ramah Muslim

Kedatangan Turis Baik Terdapat wisatawan domestik dan
mancanegara, hamun turis mamegara
relatif lebih sedikit

Wisatawan Domestik 8,073070

Wisatavan Mancanegara 57638 74% nya Wisatawawuslim A
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Indikator

Jangkauan Wifi

Komitmen terhadap Halal Tourism

Restoran Halal

Restoran bersertifikat halal

Cutlet bersertifikat halal

Restoran/ Rumah makan halal ($tdfmed)
Masjid

Masjid

Mushda

Bandara

Mushda

Tempat Wudhu
Shalat Jumat

Hotel

Hotel Syariah
Hotel dengan dapur bersertifikat halal
Hotel yang tidaknenyediakan menu babi

Atraksi

Situs budaya islami
Daya tarik wisathudaya

Daya tarik lokal

Skor/Nilai

Baik

Baik

Baik

20
57
1,300
Baik
2,233
52

Baik

Ada

Baik

28

379

Baik

21
67
122

Keterangan

Wifi di area bandara sangat memadai da
memiliki aksesdi semua lini

setiap pemangku kepentingan industri
pariwisata harus menyiapkan fasilitas dat
sarangpariwisata ramah Muslim

Sebagian besar kebutuhan industri
pariwisata ramah Muslimian hathal yang
fundamenal seperti restoran halal, masjid

bandara, hotel, dan atraksi sudah dimiliki
dengan kualitas yang baik

Resoran dan outlet bersertifikasi halal
sudah banyak walaupun masih ada yang
selfclaimed

Tedapat banyak masjid danushah

Biasanya terdapat di Destinasi Daya Tari
Wisata Unggulan

3 mushalla darea transit, 1 Mushala pada
area umum

3 di area transit, 3 di area umum

Sudahada hotel dengan dapur bersertifike
halal dan hotel yang tidak menyediakan
menu babi dan alkohol

Hotel Sydah
Hotel dengan dapur bersertifikat halal
Hotel yang tidak menyediakan menu bab

banyak destinasi dengan akses mudah d
restoran bersertifikasi halalilengkapi
dengan toilet dan mushalla yang bersih.
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Indikator Skor/Nilai Keterangan

Lainnya Ada Pusat perbelanjaan dengan musiahasjid
yang layak (7 di Padang, 1 dki&inggi, 1 di
Payakumbuh, 1 di dtp1 di Dharmasraya, 1
di Fariaman)

SektorKeuangan Syariah

Indeks Literasi daimklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Rspb8umatera Barat

Indeks Tahun 2016 Tahun 2019
Indeks literasi keuangan Syariah (OJK) 11.6% 17.28%
Indeks inklusi keuang&yariah (OJK) 7.3% 22.25%
Indeks literasi ekonomi Syariah (BI) - 14.3%

Profilkeuangan Bank BPD Sumatera BarbkS dalamMiliar Rupiah

2015 2016 2017 2018 2019
Total aset gross 1,275 1,341 1,379 1,456 1,735
Total pembiayaan 1,233 1,292 1,326 1,392 1,510
Total DPK 612 936 1,032 1,145 1,542
Total FDR 20134% 13811%  12853% 12161% 98.57%
Total NPF 2.36% 2.33% 2.38% 2.28% 2.13%

ProfillndustriPerbankan Syariah (BUSEdimateraBarat alamMiliar Rupiah

2018 2019

Pembiayaan berdasarkan tipasabah

Modal kerja (UMKM) 586.74 58221
Modal kerja (buka MKM) 4520 84.28
Investasi (UMKM) 31477 29938
Investasi (bukan UMKM) 93.26 127.73
Konsumsi 1,455.85 1,75327
NPF berdasarkan tipe nasabah

Modal kerja (UMKM) 47.09 4550
Modal kerja (bukan UMKM) 0.88 2.06
Investasi (UMKM) 22.04 2385
Investasi (bukan UMKM) 243 0.53
Konsunsi 34.80 24.09
Total

Total aset gross 5,288 6,497
Total pembiayaan 3,935 4,625
Total DPK 4,125 5,335
Total FDR 95% 86.69%
Total NPF 4.3% 3.4%
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Profil industri perbankan Syariah (UUSuwhateraBarat (lalamMiliar Rupiah

2018 2019
Pembiayaan berdasarkan tipe nasabah
Modal kerja (UMKM) 1,445 1,222
Modal kerja (bukan UMKM) 166 258
Invegasi (UMKM) 241 303
Investasi (bukablMKM) 846 709
Konsumsi 2,708 2,984
NPF berdasarkan tipe nasabah
Modal kerjg(UMKM) 160 274
Investasi (UMKM) 46 22
Investasi (bukan UMKM) 10 212
Konsumsi 84 110
Total
Total aset mpss 8,074 9,037
Totalpembiayaan 5,404 5475
Total DPK 6,412 7,298
Total FDR 84.29% 75.01%
Total NPF 300 618

SektorKeuangan Mikro Syariah

Jumlah LKMS dan BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari OJK
IKMS Tahun2018 Tahun 2019

Jumlah yang mendapptogram 1 2
pendampingan OJK

Jumlah yang mendapptogram 1 2
pengawasan OJK

ProfilFundamental LKMS dan BWMBdwahPengawasan OJK

LKMS dan BWM Tahun 2018 Tahun 2019
Jumlah IKMS yang berada di wilayah daerah 1 2
Jumlahanggota IKMS 213 601
Jumlah pegawai IKMS 4 8

Jumlah pegawaiang mempunyai sertifikasi - -
pengelola KSPPS (IKMS)

Modal sendir{dalam iburupiah) 4.2 Juta 4.6 Juta
Jumlah modal luar/pinjaman - -
Jumah cadangakoperasi/permodalafdalam ribu - 86,3
rupiah

Volume usah&alam iburupiah 438000 412,414
Sisa Hasil UsalfsHUdalam ibu rupiah) 1,9 72,9
Totd aset(dalam ibu rupiah) 4.2 Juta 5.1 Juta
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LKMS dan BWM Tahun 2018 Tahun 2019
Ratarata pembiayaan IKMS di Wilayah Kerja O0<n<=5ijt O<n<=5ijt
100% 100%
1,25jt<n<40jt 125jt<n<=10jt
0% 0%
10jt<n<=20ijt 10jt<n<=20jt
0% 0%
20jt<n<=50jt 20jt<n<=50ijt
0% 0%
> 50 jt > 50 jt
0% 0%
Tingkat kesehatan Sehat:1 Sehat:2

Jumlah IKMS yang MendapatkaRrogram  Pendampingan  dan Pengawasan dari
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
IKMS (KSPPS/USR®Serasi) Tahun 2017 Tahun D18 Tahun 2019

Jumlah IKM$ang mendapat 50 56 108
Jumlah IKMS yang diawasi oleh Dinas

(pengawasan yangrdaksud adalah eek 45 10 32
laporan RAT, kunjungan ke IKMS, dsk

Profil Fundamental IKMg&ngMendapatkanProgran Pendampingandan Pengawasan dari
Pemerintah Provinsi SumateBarat

IKMS (KSPPS/USPPS,BMT, Tahun 2017 Talun 2018 Tahun 2019
Kopontren, dll)
Jumlah IKMS yang berada di wilay 204 207 225
kerja
Jumlah Pegawgiang mempunyai ) ) wL
sertifikasi pengelola KSPPS (IKM¢
Moda| Sendir(da'am ribu Rup|a)h 776 Juta 121.4 Juta 3072 Juta
Modal luar/pinjamar{dalam ribu 79 Juta 109.3 Juta 175.7 Juta
Rupiah
Volume usahaja|am ribu Rup|@h 176.7 Juta 390.2 Juta 453.2 Juta
Sisa Hasil Usat&HWdalam ribu 5.9 Juta 30.9 Juta 36.2 Juta
Rupiah
Total aset{dalam ribu Rupigh 156.7 Juta 230.7 Juta 296.6 Juta
Tingkat kesehatan IKMS/Koperasi Sehat: 3 Sehat: 1 Sehat: 4
Cukup Sehat: 0 Cukup Sehat: 0 Cukup Sehat: 0
Dalampengawasan: 1 Dalam pengawasan Dalampengawasan: 1
0
Dalam pengawasan Dalam pengawasar Dalam pengawasa 4
khusus: 0 khusus: 0 khusus:
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SektorZakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Daftar BAZNAS aktiin LAZ aktif (Rekomendasi BAZNAS

Kabupaten Lima Puluh Kpkaabupaten SoloKabupaten Padang Pariamal
Kabupaten Kep. Mentai, Kabupaten AganKabupaten Sijunjung,
Kabupaten Tanah Datar, KAbupaten Pesisir Selatan, KAbupaten Pasar
19Baznas akti& 1 LAZ aktif | KAbupaten Pasamaarat, Kabupaten Dharmas Raya, Kabupaten Solok

(Rekomendasi BAZNAS) | Selatan, Kota Padang, Kota Sawah Lunto, Kota Payakumbuh, Kota Pau
Panjang, Kia Bukit Tinggi, Kota Solok, Kota PariamarPa@akumpulan LAZ
Ar Risalah Charity

JumlahPenghimpunan Zakat, Infak dSedekal{Rp)

Jenis Dana Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Penghimpunan Zakat
A Zakat Fitrah Belum ada Belum ada 3.290.000
A Zakat Maal/Harta 7.639.425.961 12.805.478.981 19.623.930.980

Penghimpunan Infak

A Infak Bebas - 9.860.000 28.097.942
A Infak Terikattermasuk CSR dan - - 206.000.000
kurban)

JumlahPenyaluran Zakat, Infak dan Sedek@h)

Jenis Dana Tahun 2018 Tahun 2019
Penyaluran Zakat 7.418.607.000 3.210.000
Penyaluran Infak 8.000.000 -

Besar Alokastenyaluran Zakat, Infak, Infak Teriketna Sosial Keagamaan Lainnya

Bidang Program Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
(Rp) (Rp) (Rp)
Sosial Kemanusiaan 2,786,159,200 3,531,448,000  4,218,081,000
Pendidikan 2,874,361,000 1,876,927,000  5,925,804,901
Kesehatan 549,783,000 340,482,000 663,163,000
Pemberdayaan Ekonomi 1,608,000,000 1,512,900,000  1,435,860,000
Dakwah 271,285,000 156,850,000 138,110,000

Program Penyalan Zakat, Infak, dan Sedekah di Provinsi Sumatera Barat
Jumlah Penerima Besar Alokasi

Kategori Nama Program

Manfaat (Jiwa) Penyaluran (Rp)
1 Sosial Kemanusiaan Sosial 4,333 4,218,081,000
2 Pendidikan Pendidikan 1,050 5,925,804,901
3 Kesehatan Kesehadn 140 663,163,000
4 Pemberdayaan Ekonomi Ekonomi 2,800 1,435,860,000
5 Dakwah Dakwah dan 350 138,110,000
Advokasi
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Indeks ZakaNasional (IZN) Sumatera Barat

2018 2019

Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)

Regulasi 0,25 1,00
Dukungan Finangidari PemerintalfAPBN/APBD) untuk BAZNAS 0 0,23
Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakki, and mustahik 0,75 0,81
Rasio, Jumlamuzakki individual/jumlah rumah tangga di level Provin 0 0,44
Rasio, Jumlah dari muzakki institusi/jumlah institusi dl Rrovinsi 0,25 0,06
Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar 0,33 0,44
Total Indeks Makro 0,18 0,53

Indeks Zkat Nasional/IZN (Dimensi Mikro)

Penghimpunan 0 0,38
Pengelolaan 0,5 0,65
Penyaluran 0,81 0,80
Pelaporan 0,75 0,63
IndeksKesejahteraan CIBEST 1 0,90
Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI) 0,5 0,44
Kemandirian 0,5 0,52
Institutional 0,49 0,61
Dampak Zakat 0,7 0,64
Total Indeks Mikro 0,62 0,62

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman ZRi@atinsi SumaterBarat

2020

Indeks Literasi Zakat 65.94
Indeks Pemahaman Dasar tentang Zakat 52.84
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Zakat 72.99

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman W&kafiinsiSumateraBarat

2020

Indeks Literasi Wakaf 54.95
Indeks Pemahaman Dasar tentaligkaf 60.92
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf 43.85

SektotUMKM dan Ekonomi Pesantren

JumlahPesantren dengan usah#&saha Syariah

4 Pondok Pesantren 8 Usahausaha Syariatulétil di lampirar)

86



KNEKS

Komite Nasi dan K gan Syariah

SektorPendidikan Ekonomi dan Keuangarri8ia

Perguruan Tinggi yang menyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syariah terkait

Jenjang Jumlah Program Studi tahun 2019 2018
Universitas .
tahun 2019 Nama Program studi Jml. . Jml. Jml.
Program Mahasiswa
Studi Dosen

Sarjana 9 Akuntansi Syariah 2 8 616 8 563
Ekonomi Syariah 8 44 5655 44 3450
Hukum Ekonomi 4 23 1796 23 673
Syariah
Hukum Bisnis Syariah 3 14 1077 14 995
Manajemen Bisnis 1 6 214 6 222
Syariah
Manajemen Keuangan 1 6 54 6 33
Syariah
Manajemen Zakat dan 2 14 265 14 239
Wakaf
Perbankan Syariah 6 37 5682 37 2608
Zakat dan Wakaf 1 Belum Belum Belum Belum ada

ada ada ada

Magister 4 Ekonomi Syariah 4 16 213 16 104
Hukum Ekonomi 1 6 38 6 21
Syariah

Doktoral -

AkredtasiPerguruan Tinggi Dan Program Studi Ekonomi Syariah Terkait

AkreditasPerguruan Tinggi AkreditasProgram Studi
Akreditasi
S1 S2
AkreditasiA - - - 2 - -
AkreditasB 5 4 - 12 3 -
AkreditasiC Belum ada - - 3 - -
Belum Teakreditasi 4 - - 11 2 -
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Peluang Investasi Daerah
untuk IndustriKeuangan Syariah

Sektor Nilai Perkiraan

Nama Proyek Investasi

Stakeholders

Tahgan Proyek
Investasi

Investasi

(dalam Rupiah

1  Industri Minyak Nilam Pemprov Sumbar  Industri Dokumen Pereranaan 26.6 Miliar
2 KEK Mandeh Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaa  687.7 Miliar
3  Objek Wisata Pantai Pempov Sumbar  Pariwisata Dokumen Perencanaa 168 Miliar
Aie Manih
4  PLT Biagas Pemprov Sumbar Energi Dokumen Perencanaa 37.2Miliar
5 Pdau Tangah Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaa 26.7 Miliar
6  The White King Fantasi Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Brencanaan 93.3 Miliar
7  Pengelolaan Pabrik Pemprov Sumbar  Industri Dokumen Perencanaal 7.4 Miliar
Cokelat
8 Panorama Ampara Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaa 217 Miliar
9 Pengembangan Objek  Pemprov Sumbar Pariwigta = Dokumen Perencanaa 10 Miliar
Wisata Sungai Batang
Agam
10 Sarasah Aja Batimpo Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaa 6.6 Miliar
11 Planetaium Equator Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaa 17.5 Miliar
Bonjol
12 Pengembangan Kawasa PemprovSumbar Pariwisata Dokumen Perencanaal 40623 Miliar
Wisata Lembah Harau
13 Kereta Gantung Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaa 131.4 Milar
14 Pembangunan Dermaga Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaa 712 Miliar
Wisata Muara Anai
15 Pembangunan Pabrik Pemprov Sumbar  Industri Dokumen Perencanaa 2.8Miliar
Palan Ikan
16 Pengembangan Kawasa Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaa 9.3 Miliar
Wisata Danau Kembar
(PembangunamRest
Area)
17 Pengembangan Kawasa Pemprov Sumdr Pariwisata Dokumen Perencanaa 205 Miliar
Wisata Danau Kembar
(dermaga)
18 Pengembangan Kawasa Pemprov Sumbar Pariwisad ~ Dokumen Perencanaa 4.1 Miliar
Wisata Danau Kembar
(panorama)
19 Pengembangan Pemprov Sumbar Pariwisata Dokumen Perencanaa 155 Miliar

Hotel/Cottage & Food
Court
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Praktik Terbalk dan Studi Kasus Unik

Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah
Provinsi Sumatera Barat

Praktik UnilBBank Wakaf Mikro Pondok Pesantren
Modern Al Kautsar Lima Puluh Kota dalam
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Dr. Rozalinda, M.Ag

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalebmbaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang operasionalnya tunduk
kepada Undantgyndang No. Tahn 2013 Tentang Lembaga Keuanganu Mikro, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 61/ POJK.05/2015 Tentang Perizinan dan Kelembagashaga Keuangan Mikro dan stanajperasional
prosedur yang telah ditetapkan oleh PINBUK. Secara kelembagaan BWM bbeukadakoperasi. Lembaga ini
mendapat izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan BWM merupakan komitmen
pemerntah untuk terus memperluas penyadn akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat
menengah dan kecil. BWM didirikantuk memberikan solusi bagi masyarakat di lingkungan pondok pesantren
yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan.

Sebagai Lembaga Keuangan Mikrai8lygLKMS) Sistem operasional seluruh BWM yang ada di seluruh
Indonesia semuanya sama kaaetunduk pada peraturan yang sama, disiapkan dan dilatih serta diawasi oleh
lembaga yang sama. Lembaga ini mempunyai program gydayman masyarakat di lingkungaongok
pesantren. Fungsi lembaga dalam hal ini adalah menyalurkan dana pembiayaan kepadakatasiskin
produktif khususnya di sekitar pesantren.

Dekatnya hubungan Pondok Pesantren Modern Al Kautsar dengan masyeka&atya menjadi dasar
bagi pementah menjadikan pesantren ini sebagai lembaga pengelola BWM. PPM Al Kautsar dipandang
mempunyai potensi sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menyalurkan pembiayaan kepada
para pelaku usaha mikro, di spimg tugas utamanya sebagai lemdbagndidikan Islam. Keterlibatan pesantren
ini secara aktif dalam pemberdayaan masyardikaarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
merupakan wujud dari komitmen pesantren terhadap masyarakat sefatarHal ini bertujuan untuk
meningatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pondok pesantren itu sendiri.

Dalam menjalankan bisnya, LKMS Bank Wakaf Mikro PPM Al Kautsar mendapatkan suntikan dana awal
LAZNAS BSM sebesar Rp250.000,00 yang digunakan iaytakpbngadaan sarana dan prasar&aator.
Kemudian, mendapatkan suntikan dana lagi sebesar Rp4.000.00§.800,digunakamuntuk menjalankan
kegiatan BWM. Dana Rp4.000.000.000tersebut tidak semuanya digunakan untuk kegiatan BWM, /4

9 Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam BaogolgP
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Rp3.000.000.000,00diinvestasikan dalam bentuk deposinudharabah di BSM sebagai dana abadi. (Bagi hasil
yang diterima digunakan untuk biayaeogsional Bank wakaf mikro seperti gaji, biaya listrik ATK dan sebagainya).
Sementara itu, Rp1.000.000.000;@bgunakan untuklisalurkan dalam bentuk pembiaydeepada masyarakat.
Dana sebesar Rp1.000.000.000j00. dipecah menjadi Rp100.000.000;08ebagai dana likuid pembiayaan.
Sedangkan Rp900.000.000;0@lisimpan dalam bentuk bilyet deposito yang dapat diambil apabila
Rp100.000.000,00.pertama telah tesalurkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sembilan bilyet
deposito dapat dicairkaRp100.000.000,00berikutnya ketika pembiayaan putaran pertama telah meningkat
dari 1 juta ke pembiayaan 1,5 juta atau 2 juta.

Barat. LKMS BWM Al Kautsar merupaB&/M pertama yang berdiri di Sumatera. BWM ini didirikan oleh
20 orang pendiri yang beradlalam lingkungan Pondok Pesantren Muhammadiyah (PPM)}Radtéar. BWM
Al Kautsar masuk ke dalam pembentukan BWM tahap ke BGBWM yang dibentuk pada tahudilB. Secara
resmi BWM Al Kautsar dibentuk pada tanggal 27 April 2018. Lembaga keuamgamperoleh pengesahan
badan hukum koperasi dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tanggal 3 Mei 2018 dengan
nomor BH 008304/BH/M.KUKM.2/VV/20X&mudian, memperoleh izin usaha LKMS dari Otoritas Jasa keuangan
pada tanggal 3 Mei 201d=ngan nomor KE®L/KO.052/2018. LKMS yang diresmikan pada tanggal 8 Juni 2018
ini ini telah memiliki nasabah lebih dari 415ngrgang terdiri dari 3 HALMI (HadagMingguan) 23 KUMPI
(Kumpulan Usaha Mgarakat Pesantren Indonesi®)odel PemberdayaaBWM AiKautsar dapat dilihat pada
gambar di bawabh ini

Skema Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

Modal Pendirian

,H-_ v dan Modal Kerja
. @

Bank Wakaf Mikro
(Non Depoxit Taking) Pembayaran

modal awal

(EFay @
% . G LAZ Amanah dalam
Pendampingan : menjaga keutuhan

Paket Pembhiayaan Pemberdayaan dan
1juta ¥ v Pendampingan

Masyarakat Miskin Produkdif (tanggung renteng)

BWM AlKautsar memiliki karakteristik unik yang menjadikambsga ini menjadi role model
pembedayaan masyarakat miskin produktif. BWM tidak diperkenankan menghimpun dan mengelolaiklana b
tabungan atau simpanan dari masyarakat (non deposit taking), menyediakan pendampingan dan pembiayaan
sesuai dengan prinsip @jah dengan segmen pasar utamaemepuan miskin potensial produktif sekitar
pesantren. lbu ibu yang kurang mampu secaran@kd, memiliki usaha kecil dan punya kemauan untuk
mengembangkan usahanya yang tinggal di sekitar pondok pesantren dengah kildimster dari lokasi BWM,
mempuryai komitmen untuk mengikuti prosedur dan program BWM. Penyaluran pembiayaan padai LKMS i
menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng. Para calon nasabah akan mendapat
pelatihan dasar terlebih dahusebelum diberikan pembiayaanaddbah akan diberikan pendampingan secara
berkala mengenai pengembangan usaha, manajememoaki rumah tangga disertai pendidikan agama.

1. Proses Pendampingan sebelum pencarian pembiayaan

Dalam menyalurkan pembiayaaWBl melakukan: Survey keadaan calon nasabah, kemudian malakukan
Uji kelayakan. Indikator penilaian kelayakan calon nasabalahadhdeks Rumah, Indeks Pendapatan, Indeks
Asset dan Indeks Pemilikan Tanah. Calon anggota yamgmuhi kriteria harus mencagmpat orang anggota
untuk membentuk kumpulan sementara (calon kumpulan). Calon kumpulan ini yang dapat disetujui untuk
mengiluti Pra Pelatihan Wajib Kelompok @P#K) dan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK).

Pertemuan Pra Pelaan Wajib Kelompok dilakukanemantapkan tekad dan minat untuk mengikuti
program BWM dan membentuk Kelompok Usaha Mikro Pesantren Indonesia (KUMPI), ereatimark
mekanisme penyaluran pembiayaan. KUMPI merupakan sarana perantara (chanelling) agar anggota
mendapatkan modal pembiayaaardBWM. Dalam satu KUMPI terdapat 5 (lima) orang nasabah.

BWM melayani pembiayaan secara kelompok, dengan sistem pembtagpggnng renteng, untuk itu
dibentuk KUMPI. Di BWM hanya kelompok yang berhak mendapatkan pinamareidjamin bayaran kembali
pinjaman anggota. KUMPI memberikan jaminan kepada lembaga bahwa mereka bertanggung jawab, dapat
dipercaya dan sanggup membayakisanya ada yang telat membayar angsuran. Bila anggota menerima
pinjaman, mereka juga sanggup meilydnatabungan yang telah ditgtkan. Anggota KUMPI dapat saling
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membantu, sumbang menyumbang dalam mengatasi tunggakan, mendorong agar setiap anggotaimematuh
semua aturan terutama hadir dalam rapat kelompok dan disiplin membayar pinjaman setiap minggu.

Sdanjutnya peserta mengikuti R¢éihan Wajib Kelompok (PWK) suatu program yang diadakan oleh BWM
untuk memberikan gambaran dan pengertian kepada para cad@abah, tentang: Prinsip, tujuan dan
kegunaannya dari modal usaha; Sistem dan prosedur pelaksaaabiaky kewajiban dan tangguagvab para
anggota. Pelatihan wajib kelompok dilakukan selama 1 jam dalam waktu 5 hari Hesgtturit. Dalam pelatihan
ini diberikan beberapa materi dengan terkait dengan lembaga, hak dan kewajiban anggota. Pengettdngn ten
mengelola keuangan.

PWK wajib diikuti oleh semua calon nasabah Duduk pada saat pelatihan diurutkan berdasarkan
kesepakatan kelompok, urutannya dikalari belakang orang yang paling membutuhkan duduk paling belakang
begitu seterusnya. Orang yangddid paling belakang mendapatnzairan pembiayaan terlebih dahulu. Orang
yang menjadi ketua duduk paling depan.

Sebelum pelatihan nasabah sudah diinstraksikembawa uang Rp2.008etiap hari pelatihan. Pada hari
pertama nasabah disuruh mengumpulkan uBpg.000;, supervisor mencat nomor seri kemudian menitipkan
kepada nasabah yang duduk paling belakang. Besoknya uang yang dititipkan ke pesertagrang areanah
diminta untuk menyerahkan kepada supervisor untuk dicek nomor serinya apakah magsihtéetasudah
berubah. Apabilmomor seri uang Rp.000; tersebut masih sama berarti nasabahnya amanah namun apabila
nomor serinya telah berubah berarti mhsh tidak amanah. Pada saat ini supervisor akan menekankan
pentingnya perilaku amanah pada setisggsgrta. Diakhir pertemuan padweri kedua supervisor melakukan
pernainan yang sama yakni mengumpulkan uary®®;, mencatat nomor seri dan menitipkarpkela peserta
yang duduk pada urut kedua dari belakang. Begitu seterusnya sampai pada pesertaykpgichg depan.

Setelah peltihan wajib kelompok, peserta mengikltji Pengesahan Kelompok (UR¥€mua calon
nasabah diwajibkan mengikuti Ujian Pengasakelompok (UPK). Ujian ini dilakukan pada hari kelima PWK oleh
supervisor BWM. Anggota kelompokyditakan lulus selanjutnya dkuhkan sebagai nasabah BWM. Penilaian
untuk dilakukan UPK bukan hanya fokus pada hasil dari jawaban namun juga ada beltegapaskperti
kedisiplinan, amanah. Kedisiplinan dinilai pada waktu PWK selama 5 hari fierturyang mengharuskan
nasabatarus datang tepat waktu. Amanah dinilai dari penitipan uang Rp2ke@@da calon nasabah dengan
secara bergantian selama Rari berturutturut. Uang tersebut merupakan uang milik anggota kelompok
kemudian dikumpulkan setidmri oleh supervisor. supeogor menulis nomor kode uang. Besoknya uang yang
dititipkan diminta kembali oleh supervisor untuk diperiksa. Apabila nonder kang berubah berarti nasabah
tidak amanah.

2. Pendampingan pasca Pencairan Pembiayaan

Pencaira pembiayaan dilakukan dalantahap menggunakan pola22l. Pola pencairan pembiayaan 2
2-1 ini adalah model yang mengajarkan sikap kepedulian diurutkdadaekan siapa yang paling membutuhkan
maka ia yang lebih dahulu mendapatkan pencairan pembialiaggu pertama Halagah Minggu@HALMI)
dicairkan untuk 2 orang nasabah, kemudian HALMI kedua dicairkan untuk 2 orang nasabah berukutnya dan
yang terakir 1 orang yaitu ketua pada halalagah mingguan ketiga. Untuk pencairan tahap awal dari pihak BWM
memberikan dana pembiayaan legla nasabah sebesar Rp1.000.000 per orang.

Model pemberdayaan yang diterapkan pada BWM adalah Halagah Mingguan. HALNArdiakak
seminggu selama 1 jam yang didampingi oleh supervisor BWM. Nasabah mendapatkan pendatapinga
pembinaan setiap minggpada kegiatan halagah mingguan. Pada halagah mingguan ini nasabah mendapat
pembinaan mengenai pengembangan usaha, manajerkenoei rumah tanggaerta pengetahuan agama
Islam.Setiap nasabah KUMPI mengangsur pinjasetiap minggu pada saat pertemuan HAE&mpai lunas. Di
samping itu, Nasabah harus memiliki tabungan tanggung renteng yang dikelola oleh ketua KUMPI (bukan BWM).
Tabungan kelompok ini berfungsi sebagai jaminan kelompok apabila terjadi tunggakan angisurasathah.

Jika terjadi kekurangamgsuran maka dilakukan mekanisme tanggung renteng dengan menggunakan dana
tanggung renteng kelompok.

Kegiatan HALMI dilaks&aam secara rutin, wajib diikuti oleh setiap nasabah. HALMI dilakukan untuk
membangun sikapah rasa kebersamaan, komitmen, komsistdan disiplin. Di samping itu juga membangun
sikap solidarits, tanggung jawab, dan kerjasama kelompok melalui sisterngmnggieng dalam pembayaran
cicilan pinjaman. HALMI merupakan kegiatan untuk melakukan paambikepada anggota KUMPI dan
penyaluan dana pembiayaan serta pembayaran angsuran, simpanan, dan setoran tabungan yang disesuaika
dengan kesepakatan kelompoldniknya tanggung renteng dalam pembiayaan di BWM merupakan suatu
keharusan. Jika ada anggotdmpok yang tidak mampu membayarlaimiya pada minggu itu, maka seluruh
anggota nasabah akan menanggung cicilan anggota kelompok yang tidak mampu membagar cicila
pembiayaannya. Sumber dana tanggung renteng diambilkan dari tabungan kelompok yangadiggita
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kepada ketua KUMPI. Modehtzgung renteng ini dalam istilah figh dikenal kafalah. Pada akad kafalah, orang
yang tidak mampu membayar utang ditanggun@ @idak lain untuk melunasi hutangnya.

Pembiayaan yang dilakukan oleh BWM adalah model @etapaan masyarakat khususnya perenmpua
miskin produktif berbasis kelompok. Walaupun pembiayaan itu diterima oleh masing masing nasabah untuk
pengembangan usahanyaamun, setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap pembayaran cicilan
pada kelompokersebut. Dengan pola tanggung renteatau yang dikenal dengan kafalah dalam ekonomi
syariah masing masing anggota kelompok saling bertanggung jawab terhadapy@earbcicilan pembiayaan.

Bila salah seorang mengalami kesulitan dalam pembayaran ciiidiayaan maka anggota kelompok yag |
bertanggung jawab untuk membayarkan cicilan anggota yang bermasalah. Model seperti ini telah diterapkan oleh
Muhammad Yunsidengan pola social entrepreneurship pada Grameen Bank pada tahun 1983 di Bangladesh.

BankWakaf Mikro pada LKMS ini hanyalahusébnama, lembaga ini bukan bank dalam arti yang
sesungguhnya karena tidak berfungsi sebagai lembaga intermediary yangmpemgbana dari masyarakat
dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, dan menyalurkan dapad&emasyarakat dalam bentuk
pembiayaa. Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini juga bukan pula lembaga wakaf karena tidak mengelola asset
wakaf serta tidak menerapkgmninsip prinsip wakaf. Bila merujuk kepada Undang Undang Nomor 41 tahun 2004
Tentang Wakgbelabelan bank wakaf mikro kepada LE8dak tepat. Namun, pelabelan ini bisa diterima bila
LKMS dapat menerapkan prinsip prinsip pengelolan wakaf. Dans0B®@00000 yang diberikan kepada BWM
harus diikrarkan sebagai wakaf oleh donaturnya yamgndak sebagai wakif. Pengelolaanmjzna ini harus
menerapkan prinsip prinsip wakaf yakni terjaganya sustainability atau keabadian asset wakaf. Dana wakaf dikelo
secara produktif, biaya operasional lembaga diambil dari perolehan atau bagi hasisinvekaf. Sementara
dana pembiayaanayg disalurkan kepada masyarakat harus terjaga keutuhannya, tidak boleh berkurang apalagi
habis.
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Wawancara
Kepala Instangtrovinsi Sumatera Barat

Bagaimana visi, rencana, dan programgram terkait ekononsyariah?

Kepala Bappeda Provinsi Sumat&arat

Secara Institusi, pada Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat terkait dengan visi, rencana
program terkait dengan pengembangan sektor Ekonomi Syariah, Industri Halal dan Sektor Keua
Syariah tidak terkait secara d¢aong, namun dalam dokumen perencanaan jangka panjang (R
dan dokumen jangka menengah (RPJMD) suweladekomodir pere@anaan pembangunan
pengembangan sektor ekonomi syariah dan sektor keuangan syariah seb&géi: beri

Pengembangan sektor ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Barat yang sudah diakomodir dalar
perubahanProvinsi Sumater®8arat Tahun 2008025, pada Preriode Tahap IV (ZIEl), dengan
Pencapaian Indikator Pemgbangan Sektor Ekonomi Syariah Tahun

20052025 sebagai berikut:

Indikator 2010 2015 2020 2025
Semula Menjadi
Kesolehan sosial terbangun 40% 60% 75% 80%
(% Pembayar Zakat) 10
Kenaikan Zakat yang dikelola Badan/Lembag 10
Amil Zakat%)
Peningkatan, pengumpulan, nilai ZIS
Kelembagaan Ekonomi
pangsa pasar praktefyariah 5% 20% 25% 35%
Koperasi berbasis Syariah 912
Dari data diatas, dilakukan revisi indikator menjadi :

a. Kenaikan zakat ygrdikelola badan amil zakat (%) dengan target 2025= 10 %
b. Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infaksddagah (%) dean target 2025 = 10 %
c. Koperasi berbasis syariah dengan target 2025 = 912 Unit
RPJMD Tahap | (262610) Terlaksananya Penerap Sistem Perbankan Syariah
RPJMD Tahap Il (202Q15) Semakin Mantapnya Penerapan Sistem Perbankan Syar
RPJMD Tahap (20162021) Terlaksananya Penerapan Sistem Perbankan Syariah
RPJMD Tahap IV (262025) Semakin Mantapnya Pelaksanaan SistemdgkidBlyariah

Terkait dengan pengembangan sektor ekonomi syariah di Provinsi Sumatera Barat sudah c
dalam RPJPM Provinsi Sumatera Barat Tahur22@16dengan Arah Kebijakan :
a. Pengembangan Pariwisata Halal dan nudsiami
b. Pengenbangan Koperasi Syariah
c. Pengembangan Perbankan Syariah, Pemerintah Sumatera Barat sudah melaksanakamantara
A Penyusunan Perda terkait dengan Konversi PT. Bank Pembangunan Daerah menjadi F
Pembangunan Daerah Syariah
A Kajianberupa naskah akademis Konversi PT. Bank Pembangunan Daerah menjadi P
Pembangunan Daerah Syariah
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A Dalam RUPSLB tanggal 30 November 2019 disepakati jangka waktu 2 tahun untuk konversi |
Bank Syariah.

A Adapun PrografRrogram Perarintah Daerah dalam mendorong sektor keuangan syai
saat ini adalah Penyertaan Modal Pemerintalviisio Sumatera Barat ke Bank Nagari

KepalaDinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Visi Dinas Perindusani dan Patagangan Provinsi Sumatera Barat, yaita:S ¢ dz2 dzR{ 'y LY R¢
RIEY . SNRIa&l] &{deRyRI &AL F ReA Y BB dzK REY . SNREFE&F { |
Menengah (IKM) yang mampu bertahan terhadap gejolak ekonomi daghasdlkarproduk sehat dan amal
dikonsumsi, serta memberikan perlindungan bagi konsunkRencana dan PrograRrogram Dinas
Peindustrian dan Perdagangan Providsmatera Barat :

Rencana Industri sebagai berikut :

1. Memperkuat struktur industri yang rdeya saig berbasis sumberdaya dan penguasaan teknolo
2. Mengembangkan usaha hilirisasi produk industri pengolahan;

3. Meningkatkan kualitas produk industri;

4. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia sektor industri.

ProgramProgram Industri sebadaérikut :
a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
b. Program Peningkatan Kualitas Produk Industri.

Program Dinas Peringisian dan Perdagangan Provinsi Sumatera dalam mewujudkan Industri Halal :
berikut :
1. Pendampingan dan pembinaan Indugtecil Menengah untuk mendapatkan Sertifikat Halal,
2. Kegiatan Standardisasi dan Sertifikat Produk Industri Kecil dan Menategggan memberikat
fasilitasi sertifikat halal melalui LPPOM MUI Provinsi Sumatera Barat;
3. Memberikan sosialisasi kepada Pelakiustri Kecil Menengah Agro tentang Sertifikat Halal.
4. Data IKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi SuBasa¢ngang telah difasilita:
Sertifikat Halal

Kepala DinaKoperasi, Usaha Kecil, dan Menegabvinsi Sumatera Barat

Visi dan Misi
Meningkatkan kinerjalan daya saing Koperasi sedsaha simpan pinjam dan UMKd&lam mengelole
pontensi ekonomi.

Tujuan:
Meningkatkan peran koperasi sektorddh usak simpan pinjam koperasi dalgrmerekonomian daerah.

Sasaran:
Meningkatnyadaya sainglan peran kopexsi dan UMKM dalam perekonomigaerah

Strategi:

1. Meningkatkan produktivitas koperasi

2. Meningkatkan manajemen usaha koperasi
3. Meningkatkan permodalan koperasi
4.Meningkatkan pembiayaan usaha aotgg

Kebijaka:

1. Peningkatarkapasitas usaha koperasi pertaniaon pertanian, dan aneka usaha

2. Peningatandmitraan, promosi danjargan gmasaran produk koperasi

3. Peningkatan pemupukamodal sendiri koperasi dan kerjasama dengan lembaganigan lainnya
4. Peninglatan pembiayaan usaha anggota
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Program dan Kegiatan 2020:

Peningkatan kualitdselembagaatkoperasi

1.Pembinaan kelembagatnperasi

2. Peningkatapelayanan izin usaha simpan pinjam koperasi

3. Pembenahan koperasi tidak aktif

4. Pembinaan dan pedamaan penilaian kesehatan usaha simpiajam koperasi
5. Review penerapan dan sanksi bagi koperasi

6. Pembinaampengawasanan pemeriksaan usaha simpan pinjam koperasi

7. Pembinaampengawasan dan pemeriksaan kelembagaan kdperas

8. Pelatihanpelathan bagkoperasi

Peningkatan dan Pengembangan daya saipgrasi:

1. Peningkatan peran usaha simpan pinjam Koperassyatiah

2.Bimbingan teknis peningkatan permodalan

3.Pelatihan dan Uji Kompetensi Dewan Pengawas Syariah @GP #tan USPPS Koperas

4.Pelatihan dan uji kompetensi bagi pengelola KSP/KSPPS melalui SKKNI

5. Pelatihan SOM dan SOP KSPPS dan USPPS Koperasi

6.Klink Syariah sebagai wadah konsultasi bagi KSPPS dan USPPS Koperasi di PdeAgadJEMim
Konsultansi KSBRlan USPPS KoperBgldng Syariah Muammalah, IT dAkRuntansi Syariah).

7.Melakukan pendampingan bagi koperasi syariah dalam Penem@paransi keuangan syariah da
penerapan pelaksanaan akad (sedang mengusahakaespaplikasi akuntansi keuanggariah berbasis I
yangseragam)

8. Uji petik pengawasan KSPPS dan 88®perasi sebanyak 23 Koperasi

Peningkatan dan Pengembangan daya saing UMKM

1. Sosialisasi prosedur sertifikasi halal bersama LPOM MUI Sumbar

2. Memfasilitasi sertifikasi halal bagi produk UKM unggulan &upelberapa tahun terakhir

3. Terusmensosialisasian secara berkelanjutan bahwajaminan halal produk memiliki peluang yd<g
menjanjikan untuk berkembangnya pemasaran produk karenajuganfigsikgnya usaha yang berlandask
syariah

4. Fasilitasi Sertikasi halal produk UKM

5. Bimbingan teknis kemasan label dan paperbag dan fasilitasinya

6. Fasilitasi pendaftaran merek UKMgusial

Rencana Kegiatan 2021:
1. Melakukan bimbingan dan pembinaahknis usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang
berkedudukan di Kab/Kota
2. Melakukan pembinaan yang meliputi upaya umhgngembangkan iklim usaha ydamdusi, kemudahan
dan perlindungan bagi KSPPS/USPPS
3. Melakukan bimbingayangmeliputi
a.Penerapan prinsip kehdtatian usaha simgn pirjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi
b. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha simjman gan pembiayan syariah olet
Koperasi
c. Penerapan penilaian kesehatan usairapan pimgm dan pembiayaan syariah oleh Koperasi se
mandiri
d. Peningkatan akses pembiayamelalui perkuatan permodalan
e.Pengembanan berbagai skim pembiayaan
f. Pemanfaatan modakmyertaan, obligasi syariatan surat utang syariah atau sulkaperasi
4. Melakukan pembinaan teknis usaha simpan pinjam denbj@gaan syariah oleh Koperasi yang meliputi
a. Pemberdayaatian pengembngan KSPPS dan USPPS Koperasi
b. Pengelolaan dan pelayagunaan kegiatan maal
c.Penunbuhan KSPPS dan USPPS Kaperas
d. Literasi keuangan syariah
e.Pengembangan jaringan kerjasaamtar KSPPS atau USPPS Kdpagalui Koperasi sekunder
f. Pelaksanaan Prinsip Syariah bagi usaha simpan pinjam danysemisigariah olehdperasi.
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Kepala Dinas Pariwisafaovinsi Sumatera Barat

Visi pembangunan pariwisata yaitu terwujudnya Suraaé@arat sebagai destinasi utama Pariwisata berkel
dunia yang berbasis agama dan budaya yang mampu mendorong pertumbulmemmikiaerah dan
kesejahteraan. Pariwisata ramah Musli menjadi salah satu isu strategis dalam pembangun:
kepariwisataan.

Programdan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pengembaagavisata ramah Musliradalah:

a. SosilasiasiPariwisata ramah MuslimMensosialisasikan kepada stakeholder pariwisataatent
pariwisata ramah Muslirdan dukungan industri pariwisata dalam pengembangariwisata ramah
Muslimsejak tahun 2016 s.d sekarang. Dukungan yang diharapkan dari industri adalah sertifikas
terhadap usahanya, penyediaan fasilitas tamu yang réuiustim(musholla, toilet dan tempat wudhu,
kolam renang yang terpisah).

b. Penwsunan Peraturan Daerah tentang PenyelenggaRexiwisata ramah MuslifSBumatera Barat,
sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabepélota dan stakeholder dalam pengembangarnwisat
ramah Muslimyang saat ini menunggu sidang pengesahan DPRD Provinsi Subaadtr

c. Pemberian subsidi untuk biaya pengurusan sertifikasi halal bagi rumah makan dan restoran sejal
2017 s.d sekargy dengan jumlah rumah makan dan restoran hgtelg sudah bersertifikat halal
sebanyak 28 rumah makan/restoran.

Kepala Dinasédhanaman Modal dan Reyanan Terpadu Satu Pintu Provi@siatera Barat

A Visi,misi, rencana, program, dan kegiatanDPM & PTSHProvinsi SumateraBarat dalam mendorong
peningkatan investasiterkait sektor ekonomi syariah, industri halal, dan keuangansyariab.

A Vis DPM&PTSFProvinsi SumateraBarat, "Menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Tujuan
Investasi yang Menarik, Ungguldan Berdayasaing"

Dalarn mencapai visi tersebut, ditetapkan misi DPM&PTSPProvinsg SumateraBarat, sebagai berikut:
a. Mendukung terwujudnya Peningkatan Daya Tarik Investasi di Surnatera Baret
b. MeningkatkanPdayananInvestasiYangBerkualitas

Program dan kegiatan DPM&PTSPProvinsi Sumatera Barat yangtelab dilaksanakan dammenjadi
kegiatanrutinan tahunan yang terkait berhubungandenganmendorongpeningkataninvestasidi daerah,
sebagaiberikut:
a. ProgramPeningkatan Ikliminvestasidan Realisasinvestasi,dengankegiatan sebagaberikut:

- Penyelesaiarpermas#ahan investas

- PenyusunarPotensidan PeluanglnvestasiSumateraBarat

- PenyusunarfFeasibility Studi?royekInvestasi

- PengawasarPelaksarmanPenanamanModal

- Gelar Potensidan TemuUsaha

- Forum InvestasiSumateraBarat

- Forumkomunikasipelakuusabadaerah

- KerjasamaPromosidan Misi Investad

- PertemuanStrategiPromosiPeluanglnvestas

- Inventaisasitanah ulayat yangberpotensiuntuk penanamanmodal

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Sdu Pintu, dengankegiatansebagai
berikut:
- PelayanamerpaduSatuPintu
- Pengembangan Sistem Pelayanan Peiizinan yang berbasis teknologi informas
- Peningkatarpenyelesaianrnasalahpelayananterpadu

96



P KNEKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kepala Bank Indonediantor PerwakilaProvinsi Sumatera Barat

Bank Indonesia memiliki visi mendukung terwujudnganesia sebagai Pusat Ekondam Keuangan Syarie
Dunia. Dalam menjalankan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah, Bl berperan set
(Akselerator, Iisiator dan Regulator). Secara garis besar, program kerja utama pengembangan Eksyar |
terdiri dari:

a. Pemberdayaan Ekonar8yariah

b. Pendalaman Pasar Keuangan Syariah

c. Program Edukasi dan Sosialisasi Eksyar

Di Sumbar visi dan program kerja pengembarel@amomi Syariah tersebut dilaksanakan dengan kegie
antara lain:

a. Berperan aktif sebagai Kiet Dewan Pembina Masyarakat EkonSyariah Kota Padang

b. Melakukan koordinasi dengan OJK PiiGumbar

c. Bersinergi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) detpatak kampanye Eksyar mela
penyelenggaraan:

1) Road to FESyar 2019 di Pad@®ydasarkan pengalaman keberhasilan melakssnBioad
to Fesyar kami telah mengusulkan dan kemudian ditetapkan sebagai penyelenggara
Ekonomi Syariah Regional Sumzag920

2) Sosialiasi dan Koordinasi Pengembangan Ekonomi Syariah

3) Seminar LogikakBnomi Syariah

d. Menyelenggarakan Menyelenggaaakpelatihan dengan topik service excellent kepada peng
usaha ponpes, training for trainer Tata Kelola Wakaf bekerja sargardlkatan Ahli Ekonomi Isls
Indonesia, dan pelatihan sertifikasi halal ddgpUMKM binaan dan umkm lainnya di Kotdafg
Panjang

e. Memberikan pendampingan kepada UMKM syariah yang bergerak di bidang food dan fashic
rangka program peegnbangan Industri Kreatif Syariah (IKRA).

f. Memberikan pendampingan kepadaaha yang dimiliki oleh Ponpes dalam rangkgram
pengembangan kemandirian ekonomi pondok pesantren. Pada saat ini, terdapat 2 ponpe
pilot project pengerhangan kemandirian ekonomi ponpes dan akan ada penambahan 2
pada tahun 2020. Demikian juga pada taktahun berikuhya akan ada ponpes baru yang men
pilot project. Selain pengembangan usaha dimasieing ponpes, Bl menifaasi
pembentukan holding pesantren yang terdiri dari gabungan/kerja sarnasatia ponpes denga
tujuan untuk meningkatka akses input/output dari unit usaha ponpes, dalam hal ini ponpes
berada di wilayah Sumatera bagian Utara.

KepalaOtoritas Jasa Keuangan (OBKjvinsiSumatera Barat

Sesuai dengaamanat undangindang, OJK dibentuk dengan tujuan &egaeluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan:
a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,
b. manpu mewujudkan sistem keuangan yang tumbutara serkelanjutan dan stabil; dan
c. mampu melindungiepentingan Konsumen dan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan hal tersebut, OJK turut berperan aktif datanbpaggn sektor
Keuangan Syariah dengan mendorong tumbuhnyatimdéieuangan syariah di Indonesia.
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Kondisi Perbankan Syariah Provinsi Sumatera Barat EATnRAr Syaci

Nasional

Indikator 2018 Feb 2019 Feb growth  growth Nasional

LT

2019 2020  (YoY) (Ytb) (Feb2020)
To_ta’. Aset (dalam milia'r rugiah) 3,345 3,345 3,877 3,800 4+ -1.899%
Persentase terhadap Aset Konvensional 5.21%" 582%| 580%| 621% # 039% #[ 041% 8.10%
Dana Pihak Ketiga (dalam milinr rupiah) 3,045 3,045 3,582 3,606 4 18.41% f 0.65% 300,147 ] 1.20%
Persentase terhadap I?PK Konvensional 5.93% 7.73% 7.84% 7.89% # 0.15% 4+ 0.05% 6.99%
Pembiayaan (dalam miliar rapiah) 2.650 2,650 3,021 2,987 | ¥ 12.72% ¥ 1.13% 234,595 ! 1.27%
Persentasce terhadap Kredit Konvensional 5.17% 5.56% 5.58% 5.52%| $| -0.04% 4! 0.08% 6.46%
NPF 7 470%) 5.15%| 3.68%| 3.51%|$| -1.64%(¥ | 0.16% 3.59%
LDR 87.02%| B87.02%| 84.32%| 82.83% 4.18% ] -1.45% 78.16%

A Total Aset perbaan syariah di Sumatera Barat posisi Februari 2020 sebesar Rp3,8 Triliun, mer
sebesar 13,6% dibandingkan Feb2@iD. Sejalan dengan peningkatan total aset diatas, tsiake
aset perbankan syariah di Sumatera Barat terhadap kebalnperbankan meningkat menjadi 6,21%
(meningkat 0,39% YoY).

A Total Dana Pihak Ketiga di Sumatera Barat posisi Fel2@20isebesar Rp3,6  Triliun.
meningkat sebesad 8,41 % dibandingkan Februari 2019. Sejalan dengan peningkatanhdgna
ketiga diatas, share total DPK perbankan syariah di Sumatera Barat terhadap kese
perbankan meningkat merga7 ,89% (meningkat 0, 15%).

A Total Pembiayaan di Satera Barat posisi Februari 2020 sebesar Rp2,98 Triliun, menin
sebesar 12,72% dibandingkan Februari 2019. Meskipun pembiayaan tumbuh sebesar 1
share total pembiayaan perbankasyariah di Sumatera Barat terhadap keseluruhan tkdedi
pembiayaan perbankan turun menjadi 5,52% (turun 0,04% YoY).

A Kualitas penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah meningkat, dilihat dari persentast
pada Februari 2020 sebesar 3,51f#uaurun (membaik) dibandingkan posisi Februari 201
sebesar 5,15%.

KINERJA TRANSAKSI SAHAM PASAR MODAL SUMBAR
Kategori 2017 2018 Mar-19 2019 Mar-20

Jumlah SID Investor 8,724 13,098 14,433 17,501 18,213 26.19%
Nilai Transaksi (triliun Rp) 10.18 6.26 1.24 9.89 0.70
Volume Transaksi (juta saham) 21,12536  8,812.88 2,200.98 16,910.41 1,187.61
Frekuensi Transaksi (ribu kali) 1608.97 523.10 12827  1,310.95 132.30

A Jumlah SID Investor Saham (syariah dasywsiah) di Provinsi Sumatera Barat posisi Mar
2020 sebesar 18.213 SID, meningkat sebesar 26, 19% dibanding posis0Maret 2

A Nilai Transaksi kumulatif dari investongy&erada di Provinsi Sumatera Barat sampai denc
Maret 2020 sebesd@Rp700 miliar.

A Volume Transaksi kumulatif dari investor yang berada di Provinsi Sumatera Barat sampai
Maret 2020 sebesar 1,18 miliar saham.

A Frekuensi transaksi kuratif dari investor yang berada di Provinsi Sumatera Barat sampainder
Maret 2020 sebanyak 132 ribu kali.

Dec-18 Mar-19 Dec-19 Mar-20

Jenis Pembiayaan

{Rp miliar) (Rp miliar) {Rp miliar) (Rp miliar)

Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah 601 577 586 5598 203% 362%
Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah 18.95 22.43 3351 356.69 18.44%| 76.94%
Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah 0.06 0.04 0.22 -100.00%]| -100.00%
Total Piutang Pembiayaan Syariah Sumatera Barat 620 599 620 637 2.88% 6.35%
Total Piutang Pembiayaan Syariah (Nasional) 20,866 19,426 17,327 16,615 4.11%| -14.47%
Persentase 2.97% 3.09% 3.58% 3.84% 0.26% 0.75%
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A Total Piutang Pembiayaan Syariah di Provinsi Sumatera Barat posisi Maret 202(Rggi35sa
miliar, meningkat sebesar 6,358thanding posisi Maret 2019. Hal ini relatif lebih ba
dibandingkan dengan pennbuhan piutang pembiayaan syariah nasional yang turun seb
14,47% (YoY).

A Secara persentase, jumlah Piutang Penabiaysyariah di Provinsi Sumatera tBaxdalah 3,84%
dari jumlah Piutang Pembiayaan Syariah Nasional.

A Dalam ragka meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah, sebagai implementasi
Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indoalesn dilakukan langkédmgkah sebagai
berikut:

a. a. Memperkuat lembaga keuangan syariah, antara lain melalui peningkatan osstfea  dan
SDM, penguatan informasi, varrasi produk, pemanfaatan teknologi dalam proses
serta penerapamata kelola dan manajemen risiko yaraikb

b. b. Mendorong terciptanya demand keuangan syariah yang sustainable neelalgikatan
literasi dan inklusi masyarakat terhadap industri keuangan syariah, yang saat ini dirg
masih kurang.

c. Membentlk ekosistem keuangan syariah, melsilergi dan kolaborasi di antara pelakujas
keuangan syariah di berbagai sektor, dengelaku industri halal di sektor riil.

Kontribusi OJK sebagai regulator dalam meningkatkan ketahanan kelembagaan SaiK dilagak

menerbitkan ketentuasketentuan yang mengatur pengembangan keuangan syariah di Indonesia

terdapat ketatuanketentuan yang memberikan insentif dan/ atau relaksasi untuk memperce
pertumbuhan SJK syariah.

Programprogram pengemangan keuangan syariah yang telah ddakkan OJK Provinsi Sumatera Bar:
sebagai implementasi Roadmap Pengembangan Keu&gatah 201-2019 adalah sebagai berikut:

\[o} Program Implementasi

1 Mendorong Pembentukan Lembaga Mendorong konversi PT BPD Sumatera B
Keuangan Syariah yang meknsikala dan beberapa BPR di Sumatera Barat ul
usaha besar menjadi Bak dan BPR Syariah. Saat ini sec

diajukan konversi 2 BPR menjadi BPRS
RUPS telah menyetujui  konverd?T  BPI
Sumatera Barat.
Selanjtnya terdapat beberapa
BPR lain yang sudah mendapat persetujuan F
untuk konvesi menjadi BPRS.

2  Mendorong industri untuk menggunakan Telah dmplementasikan CashManagement

teknologi informasi dalam memberikan ~ System pada Unit Usaha Syariah PT

layanan keuangan syariah Sumatera Barat dalam  memberikan layat
keuanga syariah  kepada masvarakat ¢

tahun 2018.
3 Memperluas jaringan layanan perbankan Mendukung perkembayan Perbankan Syahmie
syariah melalui perizinan pembukaan Kantor Cab:

Bank Syariah, diantaranya yaitu:
- Pembukaan 2(dua) Kantor Cabang Syar
Bukittinggi dan Kantor Cabang Syariah Batusar
PT BPD Sumatera Barat.
- Pembukaan Kantor Cabang Pé&@antu Syariak
Bukittinggi PT Bank Tabungan Negara.

4 Memperluas jaringan layanan pasar mod Pembukaan Galeri Investasi Syariah |

syariah Batusangkar dan Galeri Investasi Sy:

Universitas Islam Negeri Imam Bonjotu&egaleri
investasitersebut  diharapkan dapat membe
pendidikan terkait investasi syariah di pasar mc
kepada malsswa dan masyarakat umum.
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5

Memperluas jaringan layanan IKNB syari Pembukaan Bank Wakaf Mikro di Ponc
Pesantren Mod®a AlKautsar Kabupate

Limapuluh Kota dengan tujt
menggerakkan perekonimian masyarake
sekitar pesantren melalui penyaluri

pembiayaan mikro dengan skema  sye
kepada masvarakat produktif

Melakulan divesifikasi target dan Dialog Publik Ekonomi dan &konSyariat
metode sosialisasi dan edukasi keuangi: dengan tema "Pengembangan Potensi Ekor
syariah dan Keuangan Syariah di Sum

. | NXHaid £Optinalisasi Peran Pemerint
dalam Mendukung Konversi Bank Nagari”, ut
memberikan pemahaman kepada pelalissaha
mikro dan pengurus koperasi syariah ter
perbankan syariah dan akuntansi syariah.
Menyelenggarakaifirainingfor Traine Sosialisasi Perbankan Syariah Kepada 230 U
Keuangan Syariah Dai/Mubaligh S&ota Padang Bersama Deng
MES K@ Padang, Pemko Padang, UUS E
Nagari Dan AfHa.mas, untuk meningkatka
pemaha.man Da'i terkait Perbankan Syariah
Elonomi Islam agar dapat menjadi salah ¢
topik rutin dalam ceramahnya kepada masyara

Selanjutnya, kedepan OBKovinsi Sumatera Barat akan meningkatkan sinergi dengan instansi me
lembaga lainnya yang telah terjaliselama ini ntuk memperluas cakupan ekonomi syariah melal
edukasi, sosialisasi, event terkait syariah dsb. Hal ini juga selaras deradftebijakan dan Inisiatif OJt
pada tahun 2020 yaitu diantaranya adalah Pengembangan Ekosistem Ekonomi giarkK&yamiah
dengan cara:

a.

Mendorong pengembangan industri halal unggulan di Indonesia, di Provinsi Sumatera
OJK Sumbauitut serta dalam Forum Group Discussion (FGD) yang membahas PdRwisata
Muslimdi Sumatera Barat sebagainbek dukunga terhadap ekonomi syariah.

Mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan skala usaha dan adopsi teknologi
Memperkuwat sinergi antara pelaku industri halal dengan industri jasa

keuangan dan stakeholder terkait lainnya

Mendorong da memfasilisi proses konversi BPR Konvensional lainnya di Provinsi Sumatera
menjadi BPR Syariah.

Mendorong BPRS di SumateraaBauntuk melaksanakan operasional berbasis Teknologi Sis
Informasi. Sehingga nasabah dapat merasakan kenyamgaiag samadalam pelayanan baik
operasional dan jasa teknologi dengan bank konvensional yang telah terlebih «
mengginakan IT sebagai basis operasionalnya.

Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah, Asbisindo, MUIn@HI&, massaserta
elemen terkait untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi t
perbankan syariah dan ekomi syariah. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan trans
syariah di masyarakat baik melalui perbankari@yanaupuriembaga jasa keuangan syariah lainnyi
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Bagaimana peluang pengembangan sektor ekospaniah, industri halal,
dan fktor keuangarsyariah?

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

1. Secara Umum peluammengembangan ekonomi syariadi Provinsi Sumatera Barat sebagai beriki
a. Kekuatan falsafaltadat basandi syara, syara basandi kiabdllSumatera barat yang memiliki
suku asli minangkabau yang penduduknya mayéfiiam, bahkan orang Minang beragaisiam
adalah suatu keniscayaan di Sumatera Barat ini karena adanya falsafah Adat Basandi Sya
Basandi Kitaullah serta sikap komitmen dalam menegakkan ajaran Syariat agama Islam. Se
jika ada orang minang yang murtatichgama Islam maka orang tersebut tidak diakui lagi menj

orang minang.

b. Di Provinsi Sumatera Barat lebih &% penduduknya beragama Islduaglim).

c. Perkembangan Ekonomi Islam Iddonesia menjadikan Sumatera Bar#ltsaatu platform
Dilihat dari kebiasaan dan kecenderungan orang minangkabau dalam hal jual beli dan ker
prinsip bagi hasil telah ada sejak budaya Minangkabau itu lahir kemudian memjesili bagi
orang Minang, contoh kerjamma dalam menggarap padi di sawah.

2. Perkembangan Ekonomi Syariah di Provinsi Sumatera Barat, fokus ke 3 poogitanmiggulan:
Pariwisata ramah MusliniKoperasi/lUMKM/IKM Syariah, dan Perbani&mariahSecara khusus, peluang
pengembagan ekonomi syariah sebagai berikut:

a. Sektor Pariwisata

1. Pada tahun 2026 diperkirakan akan terdapat 230 jutaawaaMuslimyang melancong ke seluruh
destinasi halal di dunia, termasuk ke Indonesia dengan potensi perputaran ekobesar 85 $
300 miliar.

2. Ditetapkannya Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu destinasi halal dalam Rencan
PembangunarPariwisata Nasional Tahun 25

3. Konsep Pariwisatamah Muslim Dalam Pembangunan Pariwisata Sumatera Bdedah konsep
pembangunan destinasi ramktuslim (Moslem friendly destination) yang mendukung ketersediai
produk darjasa wisatabagi wisatawanVuslini'

4. Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang menyusun PevidatRaamah Musn,
yang prosesnya sudah ditetapkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat dan saat in
dalam fasilitai pemberian Nomor Register di Kementerian Dalam Negeri RI.

5. Dasar ditetapkannya Pariwisata Halal di Provinsi Stan8trat

A Kesepakatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota menjadikan Sumatera Barat <
Destinasi Wisata Haldtahun 2016 )

A Terpilihnya Sumbar sebagai World's Best Halal Destination (tahun 2016)

A Terpilihnya Sumbar sehag World's Best Halal Culinary Destination (tahun 2016)

A Memberikan subsidi  untuk pengurusan Sertifikasilal Haintuk industri  (rumah
makan/restoran, serta restoran di Hotel)

A Memberikan subsidi sertifikasi halal kepadikypusaha pariwisata

Tahun 2017 : 9 pelaku usaha restoran/rumah makan
Tahun 2018 : 11 pelaku usaha
6. Disepakatinya Ranpmm Pariwisata Halal dan saat ini menunggu proses penomoran regist
Kemendagri RI.

b. Sektor Koperasi Syariah
1. Sjak tahun 2004 di  Provinsi Sumatera Barat telah  mulai melaksanakan peng
koperasi berdasarkgorinsip pembiayaan syariah, mengacu pada Kepmenkop dan UKI
Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Paiknj Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi J
Keuangan Syariah.
2. Saat ini pelaksanaan Kegiatan Koperasi PdaiahSya Provinsi Sumatera Barat mengacu pa
Permenkop dan UKM RI nomor 11 Tahun 2017 tentang Usaha Simpand&mn@mbiayaan
Syariah oleh Koperasi
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3. Pemprov Sumbar senantiasa terus membina dan mendorong perigkmbangan terhagp
gerakan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPP
kegiatan PeningkatariPeran Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pola Syariah (KSPPS).

4. Perkembangan KSPPS & USP®&&i Tahun @16 mengalami peningkatan s/d Tahun 2018

KSPPS 189 189 189
USPPS | 30 | 23 | 29

5. Beberapa Inovasi yang dilakakBemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pengembangan kope
dan UMKM halal antara lain :
A SAKURA Sya (Sistem AKUsitatopeRAsi Syariah) (on progress untuk aplikasi
pengembangan pada http://diskopukm.sumbarprov.gp.id/
A LARASYA (beLAjar kopeRAsi SYAriah) (on  progress untuk aplikasi dan peng
padahttp://diskopukm.sumbarprov.go.idl/

c. Perbankan Syariah
1. Perbankan syariah terus tumbuh pesat di Sumatera Barat yangserliteaknya total asset
dan tingginya minat masyarakat untuk menabung di Bank Syariah dandafansulai beragamnya
produk perbankan yang ditawarkan.
2. Dasar berdirinya Bank Syariah di Provinsi Sumatera Bar&@ardithlagari Syari‘ah
a. Penyusunan dda terkait dengan Konversi PT. Bank Pembangunan Daerah menjadi PT.
Pembangunan Daerah Syariah.
b. Bantuan tekniglan peningkatan kapasitas SDM untuk Konversi Bank Nagari menjadi
Nagari Syariah
c. Sudah Didaftarkan Dalam Fgda 2020

BPR Syariah

a. Inisiasi Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari‘ah.

b. Kebutuhan adanya lembaga pembiayaan b&slsysri‘ah.

b. Masih terbatasnya lembaga keuangan yang membiayai koperasi syari'ah

c. Membangun ekonomi masyarakat dpemenuhan kebutuhan permodalan syari'ah UKM

Kepala DinaRerindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat

Peluanglari pengembangan Industri Halal di Sumatera Barat yaitu sangat besar karena dari sekitar 35.0
yang tersebar di 19 Kabupatdan Kota, yang bergerak disektor Makanan dan Mamgekitar 2.000 IKM, jadi
isu mengenai Makanan dan Minuman yang halalpskan masalah yang sangat penting sekali, dimana dal
UU No. 33 Tahun 2014 menyatakan sertifikat halal merupakan suatu yandimaéiki oleh Industiengolahan
Makanan dan Minuman.

Kemla Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Mga&a Provinsi SumataBarat

Peluang pengembangan sektor ekonomi syariah khususnya pengembangan kopeadeBIgy di Provinsi

Sumatera Barat ya:

1. Penduduk Sumatera Barat mayoritas beragama Islam

2. Sangat banyak anggota koperasi yang ingin koperasi untuk bersidce pola syariah

3. Peningkatan jumlah koperasi yang akan berkonversi menjadi koperasi syariah

4 Kebijakan pengembangan koasi syariah sudah dimuat dalam Renc&mmbangunan JandRanjang
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2Q025

5. Dukungan dari érbagai stakeholder dalam pengembangan koperasi syah#ihl, NIES daRPemerintah
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota)
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Tahun 206 Sumatera Barat dikukuhkan sebagai DastiHalal Terbaik di Dunia pada ajaMJORLD HALAL
TOURISM AWARD 2016 DI DUB#gah katgori:

A WORLD'S BEST HACBLINARY DESTINATION
A WORLD'8EST HALAL DESTINATION
A WORLD'S BEST HALAL TOUR OPERATOR

Sebualpengakuan dari masyarakat dunia bahwan&era Barat memiliki keunggulan segmen tersendiri unt
membangun perekonomienya dan sekaligubal ini meupakan tantangan dan pendorong b&gmerintah
Sumatera Barat untuk menumbuh kembangkan perekononeabals pariwisaha dan produk hal&ita
menyakinan dengan dukungan seluruh komponen dan lembaga jika mendorong secenassena dengan
besik yang sudah ageerkembanga ekonomi syariah, destinagisaa halat serta dukungan produk UMKM
bersertifkasi halal, Sumatera Batstrpeluang unik berkembang menuju ekonomi syariah dan produk berba
haldandan toyyiba.

Kepala Dinas Penananaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 sekitoggulan yang ditawarkkepada investor yakni pariwisata, energ
baru terbarukan, perikanan, dan industri (terutanmaustri hilir yang mengolah hasil pertanian dan perikanal
Keempat sektor tersebut tentunya sangat menjanjikan bagi pengeyabaekonomi syariah di Sumeatdéarat.
Kegiatan investasi pada sektor pariwisata, perikanan, dan industri memberikan gpelaag besar bagi
pengembangan industri halal di Sumatera Barat.

Sektor pariwisata tentunya perlu didukung dengan rkebanindustri halal guna memkong kegiatan di
sektor pariwisataKeuangan syariah juga menjadi sek:tor yang meuoatikk ditawarkan kepada investor
dengan harapan keuangan syariah dapat berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan tepattana
keempat sektor ungan tersebut. Selama ini dapat dikatakan sektor keuangan syariah masih te
dalam pembiayaan pembangunan di Provinsi Sumatera Bardepan, sektor ekonomi syariah, industri hal
dan keuangan ayiah sangat dibutuhkan peradan andilnya dalam mendorong pengembangan de
berkontribusi terhadap empat sektor unggulavestasi di Provinsi Sumatera Barat.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Menurut kami peluang pengembangarukbsnya Industri Halal d®aiwisata ramah Muslirdi Sumbar sangat
besar, karenpariwisata ramah Muslisangat sesuai dengéaisafah hidup yang dianut oleh masyarakat Sumb
@8t AlGdz ' RFG . FaryRA {&FN}Qx { &l NI¥ Q h hidua yayigRdianutydlet |
masyaiakat serta keindahan alam budaya Sumparjwisata ramah Muslimmenjadi genre yang pas dengan
pariwisata Sumatera Barat.

Untuk pengembangan industri halal, masyarakat Sumbar yang maltugtés, kuliner Sumatera Barat diiai
halal oleh wisatawan. Nam ini tentunya perlu dilengkapi dengan sertifikasi halal.

Kepala Bank Indonesia Kantor Pekilan Provinsi Sumatera Barat

Pengembangan ekonomi syariah secara nasional tidak terlepas dari keaktifan dan kprsigtens
LINEINI Y LISy3aASYoly3dlry S12y2YA &8I NAFK RA RFSNI
Masyarakat SumatarBarat" ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Falsafah Budaya Minang
O0Adat Basandi Syarak, Syaralsal@i Kitabullah yang dipegang oleh masyarakat Minang sejak d
kala dapat menjadi modal bagi keberhasiangembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Jum
penduduk Sumatera Barat sekitar 5,32 juta (pada tahun 2017) merupatensip pasar sekaligus sebaga
pelaku ekonomi syariah.

Potensi tersebut sekaligus menjadi tantangan tersendiri dat@mingkatkan jumlah pelaku maupun nila
transaksi di sektor ekonomi syariah. Diperlukan sosialisasi/lkampanye ekamdmuahgan syariah yang
dilaksanakan secara konsisten dan kontinyu, agar masyarakat mengetahui dan menyadagaper
berusaha secara syariah, sehingga kemudian secara bertahap masyarakat mau menjalankan aspek ke
perekonomiannya berdasamekonomi dan keuangan syariah
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Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat

Sumatera Barat memiliki potengang sangat besar untuk pengembangan keuangan syariah dikarenakar
hal sebagai berikut:

Masyarakat Provinsi Sumatera Bayahg sebagian besar terdiri dari suku Minangkabau hidup dengan falsi
"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi KitabulMeélalui falsafah tersebut, masyarakat terdorong untt
dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam berbagai aspek kehitenmaasuk dalam aspek sosial
ekonomi.

Penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebanyak 5,38 juta jiwa. Pertumbariami 8kimatera Barat
tahun 2019 (YoY) sebesar 5,13%. Luas daratan Provinsi Sumatera Barat sebesar 42.297 km2
setagan besar wilayah memiliki garis pantai yang berpotensi ekonomi di sektor perikanan. Pengemt
sektor pertanian denga konsep value chain financingang memadukan pengembangan kawasan jagur
peternakan rakyat dan pengolahan rendang galraakanan khas serta komoditas ekspor unggulan Provi
Sumatera Barat yang saat ini telah menjadi fokus progranmbkebagai stakeholder yang tergabung dalar
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Potensi pengembangarektor keuangan syariah di Sumatera Barat meliputi sektor pariwisata dan ku
syariah. Provinsi Sumatera Barathetlitetapkan sebagai salah satu daerah tujuan wisata berbasis sya
berdasarkan Rencana Induk Pariwisata Nasional t&Qi52025. Pemerintah daerah secara akti
mempromosikan Sumatera Barat sebagai daerah tujuan wisata syariah tingkatdnr&umatera Barat telah
beberapa kali memperoleh penghargaan sebagai daerah tujuan wisata berbasis syariah ante
penghargaan World's Best Halal Destination dan World's Best Halal Culinary Destination pada Th
Halal Tourism Aard 2016.

Pengembangan Wisata Halal oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat tersebut dapat menjadi Ic
bagi industrlain yang berperan sebagai industri pendukung pariwiaatah Muslim Industri  yang
berpotensi untuk dikembangk mencakup penyediaan transportasi, penyediaan akomodasi (penginapan
makan minum), pengolahan makanan serta indkestajinan. Dengan dikembangkannya indust
industri tersebut akan tercipta suatu ekosistem perekonomiamalsygang mencakup berbagai sektor yan
semuanya dijalankan dengan prinsip syariah.

Untuk mencapai tujuan mewujudkan sisteendngan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, C
Sumbar melakukan dorongan dari dua sisi, yaitu hulu dan lstla dsi hilir adalah menciptakan Sektor Ja
Keuangan yang kuat dan stabil. Di sisi lain, pada sisi hulu dilakukan dengameuddgrong pertumbuhan
ekonomi dan akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKDhgréuap!
TPAKD yang telah dan akan dilakukan OJK Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Telah Dilakukan Akan Dilakukan

Pembukan  akses keuangan kepada 35 Nagar Pengembangan Kawasan Inklusi Kearang
tahun 2018 dan 38 Nagari di tahun 2019 melalu Terpadu bersinergi dengan Nagari Mand
program Peagembangan Kawasan InklusiKeuangan Pangan melalui pembukaan aks
Terpadu bersinergi dengan Nagari Mandiri Pangan. keuangan  kepada 4 Nagari Mandiri
Pangan.
Penyelenggaraan kegiatan Business Matching dale untuk mendukung Program Strategi
rangka peningkatan peran sektor jasaakgan Nasional serta sebagai upaya lamen
melalui fasilitasi penyaluran Kredit Usaha Raky rentenr yang telah merajalela di petani
(KUR) kepada sektor yang menjadi concel sehingga kesejahteraan masyarakat tide
Pemerintd Provinsi Sumatera Barat berupa tercapai yaitu:
kali kegiatan sosialisasi dan 1 kali kegiatan expo| a. Perluasan Lahan Jagung seb&n$.000
keuangan pada taun 2019 yaitu: Ha melalui penyaluran KUR kepada petal
a. Kegiatan Sosialisasi dengantema "Kemitri jagung
Antara Peternak dengan Petani Jagung Pacb. Menjamin kemandirian/ kedaulatan pangan
Kawaan Perunggasan di Sumatera Barat" pa stok daging sapi melali KUR Khusus
tanggal 6 April 2019 di Kota Payakumbul klaster peternakan untuk  mendorong
dengan megundang 200 perakilan kelompok tani peningkatan populasi sapi dari 500 ribl
dan peternak. ekor menjadi 1 juta ekor dah kurun
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b.

Kegiatan Sosialisasi  dan Edukasi Keuar
kepada Kelompok Petani Jagung, Peternak
serta UKM di Kabupaten Lima Puluh K
pada tanggal 30 April 2019 day@kumbuh.

Kegiatan dihadiri oleh 200 peserta yang terdiri da

perwakilan petani, peternak dan pelaku UKM yan

berada di bawma binaan Dinas Tanaman Pangar
Hortikultura dan Perkebunan Provin
Sumatera Barat, nd3i Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat sel
Dinas Koperasi & UKM Pirsi Sumatera Barat.
Kegiatan Sosialisasi Kitedsaha Rakyat dan
Edukasi Keuangan kepada Petani di Ki
Pasaman Barat padanggal 22 wi 2019
di Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Ba
Pelaksanaan kegiatan bersamaan deng:
penandatanganan MoU antara Pemerintah
Kabupaten Pasaman Barat Bank Penyalur K
terkait penyaluran Kredit Usaha fRatk dan
Penunjulan Kecamatan Kinali sebagai Pilot Proje
perluasan  10.000 Hektar lahan jagung
Kegiatan Sosialisasi Kredit UsadileyRt dan Edukasi
Keuangan kepada Petani di Kab.Limapuluh Kc
pada tanggal 2 Agustus 2019

Kegiatan Sosialisaselit Usaha Rakydan Edukasi
Keuangan kepada petani di Kab. Lima Puluh K¢
pada tanggal 27 Agustus 2019 bersamaan deng
penandatanganan Md& antara Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Bank Penya
KUR terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyatdeepa
Petani di Kalppaten Limapuluh Kota

Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan Edu
Keuangan kepada Petani di Nagari Batu Kambi
Kab.Ayam pada tanggal 13 September 2019
Kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat dan Edu
Keuangan kepada Petani Miagari Palembaya
Kab.Agam pada tanggal 16 September 2019
Pelaksanaan Expo Keuangan dalam bentuk kegia
AKSI Pangan Provinsi Sumatera Baada tanggal
17 Desember 2019

waktu 5 tahun kedepan Program in
untuk mendukung keberhasil
ekspor endang (Go Interational
Rendang).

Menjamin kemandirian/kedaulatan pangan
stok beras melalui program KUR klaster Pa
untuk pembukaan 18.00thektar lahan
sawah di 70 Kawasan Nagari Mandii
Pangan dengan Dinas Pangan Provin
Sumatera Barat

Program KUR Isi@r Perikanan ®lidaya
Ikan KErapu untuk akselerasi peningkata
kesejahteraan nelayan.

Program KUR Klaster Perkebunan Kopi Sol
Rajo pada kan 3.470 hektar untuk
peningkatan kesejahteraan petani kopi
Program KUR Klaster Bawang Putih sebar
580 hektar di 5 KabupateflTanah Datar,
Solok Selatan, Agam, Pasaman dan Sa
dalam rangka mengangi impor bawang
putih.
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Bagaimana tatangan utama apa yang saat ini dihadapi dal
mengembangkan sektor ekonosgariah, industri halal, dan sektor keuanc
syariah?

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Ada 3 hal yangenjadi tantangan utama untuk mengembangkan Ekonomi SyaSaimatera Barat :
1. Persaingan dengan sistem ekonomi lain. Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yar
berkembang di Inghesia harus siap bersaing dengan ekonomi kapiatis sosialis yang telah
berkembang dan mengakar sejala kemerdekaan indonesia hingga sekarang, ini mer
tantangan yang sangat signifikan untuk pengembangat8umatera Barat.

Masih kurangnyagpemahaman masyarakat dan pemangku kebijakan terkait ekonomi syariah
3. Belum g@timalnya pemanfaatan ekonomi digital untuk mendukung pengembangan eko

syariah.

N

Kepala Dinas Perindustrian dBerdagangan Provinsi Sumatera Barat

Tantangan utama pada saat ini dihadapi dalam pengembangan sektor Industri Halal dr& Bauate
sebagai berikut :

9 Para pelaku Industri Makanan dan Minumanan saat ini masih kurang mendapat

1 sosialisasi mengenai kewajibpenggunaan sertifikat halal;

1 Anggaran mtuk memperoleh sertifikat halal masih dirasakan sangat mahal, sehingga bag
Industri Kecil Makanan dan Minuman menjadi suatu masalah yang utama untuk keberlangsur
usaha mereka tersebut;

1 Lembaga yang meadilitasi sertifikat halal saat ini masétu, sehingga menjadi kendala di mana
tiap daerah tarif pengurusan sertifikat hdlafbedabeda.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menegah Provinsi Sumatera Barat

Aspek Kelembagaan Koperasi :
1. Kurangya DPS yang bersertikat dan atfinekomendasikan oleh DSN MUI
2.Kurangnya SDM Pengelola yang bersertifikasi kompetensi

Aspek Usaha:

1. Perlunya eningkatan Pengelolaan Maal dan Tamwil

2. Koperasbelum menjadi salah satu lembaga pengelola ZISWAF

3. Petunya nyusunan SM & SOP yangku dan seragam

4. Perlunya pnyediaan aplikasakuntansi keuangan syariah berbasis I'§ garagam
5. Perlunya eningkatan permodalan koperasi syariah

Aspek Pemenuhan Kaidah Syariah

1. Belum terpenuhinya kaiddaidahsyariah yang tertuangalam akadakad dalam setiafpansaksi
2. Kurangnya Bimtek daelptihan peingkatan SDM pengelola

3. Perlunya Klinik Syariah dalaamgka advokasi pendampingan teknis

a. Sumberdaya manusia pelaku UMKM yang sebahagiannya nmatshberada di umur tidak produktif
dan basis ekonomi yang masih lemah

b. Petugas pendampingan yang memahami sdbefuk Ekoomi Syariah yang masih sedikit dar
keterbatasan dukungan anggaran untuk peningkatakl &ih sosialisasi ke masyarasatara luas

c. Sebahagian besar pelaku UMKM tidak punya modal awal yang kuat untuk berusaha sehingge
dukungan permodalan agak malaencari dukungan modal dengan prosedur relatif rumit da
memerlukan waktu agak lama
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d. Untuk pengurusan sertifikasi Halal diawlaligan S PIRT dari Dinkes Kab/Kota ini sebahagian Kab/|
anggaran terbatas untuk sosialisasi dan UMKM juga berbayar kPpauda dan ini sudah kita
diskusikan dengan Dinas Kesehatan dan Pemda Kab/Kota untuk di bebaskan dan tidak dipung

e. Untuk pengurusan sertifikasi halal beberapa tahun kebelakang sesuai aturan yang ada dib
koordinasi LPOM MUI pengurusan sed#ikHalal adalah berbayar sedangka kemampuan Ul
sangat lemah dari segi finansial sehinggajadi kendala dalam memasifksertifikas halal ini

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat

Menurut kami tantangan utama yang dihadapi dalam pengegdrapariwisata ramah Muslinadalah
komitmen dari seluruh pihak baik Pemerintah Daerah, industri/pelaku usaha dan masyarakat. |
pengembangarpariwisata ramah Muslirdibutuhkan penyediaan fasilitas yang ramMislim (musholla,
toilet dan tempat wudhu, nmah makan yang bersertifikhalal). Untuk penyediaan fasilitas perlu dukunga
komitmen dan penganggaran.

Kepala Dinas Penananan Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Sebagai daerah dengan penduduk beragama Islam yang3ihgggari totapopulasi, secara umum dapat
dikatakan bahwa tidak ada tantangan atau hambatan yang berarti dalam meamgumesuknya investasi
ke Sumatera barat untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah, industri halal, dan kearaigan
Apalagididukung pula oleh filosofi kehidupan bermasyarakat yang dianut oleh orang Minang|
dengan filosofing "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang mencerminkan bahwa kel
masyarakat Minangkabau harus bedaskan kepada hukn dan ketentuan Syariat Islatdntuk industri
halal, kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasinhasih rendah. Hal ini disebabkan karer
masyarakat menganggap bahwa semua produk di pasar sudah halal nkayentéas masrakat di
Provinsi Sumatera Barat beragama Islam. Hal ini membuat masyarakat belum menganggap indus
sebagai peluang bisnislasalah krusial yang selama ini sering dianggap menjadi faktor peng
masuknya nvestasi yang mebutuhkan lahan luas adalah keberadaan tanah ulayat. Permasalahan te
disebabkan karena pemanfaatan ahnulayat yang selama ini menurut masyarakat seringkali merug
pemilik tanah ulayat. Namun untuk mengatasi pennhaaléni, DPM &PPSProvinsi Sumatera Barat telaf
menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nornor 6 Tahun

2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dengan menetapkan Peraturan Gubernur Su
Barat Nomor 21 Tahun 2012 teny Pedoman damata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Uni
Penanaman Modal. Dengan penetapan Peraturan Gubentlin@napkan tercipta pola pemanfaatar
tanah ulayat yang saling menguntungkan bagi pemilik tanah ulayat maagin investordan
diharapkan dapat mengeliminasi konflik di kemudian hari ketika kegiatan investasi telaligrla
di atas tanah ulayat.

Sedangkan untuk keuangan syariah, trend menunj ukkan peningkatan kesadaran masyaral
pentingnya kaangan syariah yang jauh dari konsep riba. Bahkan Bank Nagari (BPD Sumatera
turut merespon peingkatan kesadaran masyarakat akan kebutuhan keuangan syariah te
dengan melakukan konversi Bank aaglari bank dnvensional menjadi bank syariah berdasarkan ha
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLEhipattev@ember 2019 yang lalu.

Tantangan utama lainnya dalam mengundang masuknya investasi dari luar untuk  mengemb:
ekonomi syariahadalah belum dikenalnya Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah yang ber;
untuk investasi ekwmi syariah, sehingga perlu promosi yang dapat menarik investor berinvest
Provinsi Sumatera Barat dkte ekonomi yariah Islam (termasuk industri halal dan keuangan syari

Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Pep@omatera Barat

a. Keterbatasan kapabilitas untuk meningkatkan kapasitas ekonomi syariah, baik dari sisi 8DM
dari sisi tekologi informasi.

b. Keterbatasan permodalan usaha syariah dan akses ke lembaga keuangan

c. Terbatasnya akspasar untuk menjual hasil produksi usaha syariah/ponpes.

d. Pemahaman/kesadaran dan kebanggaan masyarakat untuk besesaina syariahmasih rendah
karena usaha syariah masih dimaknai sebatas pada makanan halal saja.
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Kepala Otoritas Jasa kKagan (OJK) Provinsi Sumatera Barat

Meskipun Sumatera Barat memiliki potensi dari segi agama, budaya mamiakattmen kuat
dari pemerintah daerah, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Industri Jasa K¢
terkait pengembangan sektor sir, khususnya di Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

A Masyarakat SumaterBarat cenderung rasional dalam hal melakukan kegiatan ekonomi. Sehi
kecenderungan untuk menempatkan dana (DPK) pad& syariah relatif lebih tinggdikarenakan
margin atau imbalan bagi hasil yang akan diperoleh pada bank sylatiahebih tinggi dibanding
bank konvensional.

A Sejalan dengan imbalan bagi hasil DPK syariah yang cukup tinggigaremigequivalent rate
penyaluran dna (pembiayaan) yang relatif lebih tinggi dibandingkan suku bunga kredit
konvensiomal. Sehingga masyarakat Sumatera Barat cenderung memilih produk pembiayaan atau
pada bank konvensional dengan suku buragay lebih rendah.

A Persentase masyaat yang memahami produk keuangan syariah belum begitu tinggi. Diperit
upaya meningk&an kesadaran masyarakat agar produk keuangan syariah tidak hanya dipandan
sisi untungruginya saja namun penerapan keuangsyariahjuga perlu memperhatikan akpe
keberkahan. Halini dikarenakan konsep ekonomi syariah adaledatsatga kongeekonomi yang
diturunkan berdasarkan nHailai dalam agama Islam.

A Sinergi antar instansi atau lembaga dalam berkomitmen embangkan ekonomi dan keuangai
syariah di Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan. Sehingga gmageamdan anggaran
yang dimiliki oleh masiAgasing instansi atau lembaga tersebut Iebih fokus ur
mengembangkan ekonu dan keuangan syariah.

10¢€
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Lampiran

Provinsi Sumatera Barat

Program Bank Indoneskantor Perwakilan Provipsi

ProgramPengembangaikonomiPesantren

Nama Pesantren Deskripsi Program

1 Pondok Pesantren Al Kautsar Pengembagan SektoUsaha Jas@otocopy)
Muhammadiyah
2 Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Pengembangan Sektor Usaha Jasandry)

DaftarUsahaUsaha Syariah yarig)kelolaPondokPesantren

Nama Nama Unit Usaha yang Deskripsi

Pesantren dikelolaSantri

1 PondokPesatren Laundry,Depot Air minum isi ~ Sektor Usaha Jasa Fotokopi dan Depot Ali

Al Kautsar ulang,danbarber shop Minum isi ulang
Muhammadiyah
2 Pondok Pesantren  Fashion Diniyyah Pengembangan Sektoisaha Baju Muslim
Diniyyah Puteri
Zamzam laundry Pengembangan Sektor Usaha (Laundry)
3 Pondok Pesantren  Jasa Catering Jasa Catering saat inirtya untuk sekitar
Sumatera Thawalib 1.300 orang untuk 3 kali makan sementa

kapasitas jasa catering masin
memungkinkan untuk dikembangkan di lu:
pondok pesantren dan sangat berpoten
apabila unit usaha cateing ini di kembangk:
menjadi rumah makan/ restaurant.

4 Pondok Pesantren Jasa Konveksi dan Jasa BordiPada saat ini kebutuhan penyediaan
Yayasan Wagaf Ar seragam siswa berupa Rgasa menjahit
Risalah dan border dipenuhi pihak ketiga. Sehing

Yayasan memiliki rencana pembentuk
unit usaha konveksi namun pagddap awal

difokuskan untuk memenuhi kebutuhal
border
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Provinsi

Jawa Barat

Sekilas
tentang Ekonomi Syariah Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekor
keuangan Syariah. Dengmmlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 49 juta
dimana 98 persen diantaranya Muslirmaka Provinsi Jawa Barat berpeluang ur
dijadikan sebagai poros ekonomi Syariah. Dengan potensi sektor unggulan sey&stR:
ramah Muslim, KulingHalal, Fesyen Halal serta Kosmetik Halal, Provinsi Jawa Barat n
banyak peluang untuk mendamasi pasar domestik dan internasional untuk seg
tersebut. Dukungan pemerintah daerah Jawa Barat dalam bentuk regulasesmrsainnya
roadmap pengembayan ekonomi Syariah menunjukkan keseriugaemerintah
daerah/provinsidalam pengembangan ekonomi dikauangan Syariah di Provinsi Ja
Barat.
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di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemturan Daerah

Peraturan Gubernur

Peraturan Gubernur terkait Pariwisata rama

Muslim

Peraturan Gubernur terkait Dana Sosial
Keagamaan

Rencana Masterplan/ Blueprint
Pengembangan Keuangan Syariah Daerah

Lainnya

Regulasi Tingkat Daerah

Perda No. 13 Tahun 2015 Tentgng SYO0 Ay | | v
t Sy3al gl aly tNRRdzZl . I N} y3

Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Ekonomi
Halal(dalam proses

Pegub TimPercepatan Pariwisata ramah Muslim

Nomor 70 Tahun 2015

Kebijakan Ekonomi Syariah Sebagai Sumber Pertumbt
Ekonomi BarrovinsiJawa Baradan Implementasi Pada
Perencanaan Pembangunan

Roadmap pengembangan Ekonomi Syarniakiisi Jawa
Barat
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Rencana Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi Syariah

Rencana Pembangunan Jangka Menebgarah (RPJMD) tahun1B2023 di Provinsi Jawa Barat memfokuskan
LI R aaSyOF LI A YSYFYRANRLIY al &&F NJ {1 G VWhahrovinsidawa (i ¢ @

I R

Barattahun2018 nHo X | RIFIf I KY da¢SN¥dz2dzRyel WFak RI NI W2 Wbzo NI & |

Peatumbuhan
Ekonomi Inflasi
Daerah

Tingkat Tingkat
Pengangguran Kemiskinan

Konsumsi RT o - o intah

Konsumsi .
Investasi Ekspor Impor

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

5.64% 5.07% 3.54% 3.21% 8.17% 7.99% 7.25% 6.82%  5.03%

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

3.80% 513% 558% 4.11% 6.71% 239% 222% -5.56%

Rencana Pembangunan Jangka MenengahBaxea Tahun 2012023

A Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa
MelaluiPeningkatan Peran Masjid dan Tempat
Ibadah Sebag®&usat Peradaban.

A Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualite
Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan
Pelayanan Publik yangplatif.

A Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan
Pembangunan Berbasis Linggan dan Tata Ruan
yang Berkelanjutan Melalui Pegkatan
Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Meningkatkan Produktivitas dan Daya Sair
Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan
Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital
dan Kolaborasi dengan Pusaist Inovasi
Serta Pelaku Pembangunan.

Mewujudkan Tat Kelola Pemerintahan yan
Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolabora
Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota.

9 Program Unggulan Prioritas Pembangun
Daerah Provinsi Javigarat 2018023

>

Akses Pendidikan Untuk Semua dan
Pengembangan Baya

Desentralisasi Layanan Kesehatan
Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
Pengembangan destinasi dan infrastruktur
pariwisat

Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
Infrastruktur Konektivitas Wilayah

Gerakan Bangun Desa (Gerbang Desa)
Subsidi Grag Golongan Ekonomi Lemah
(Golekmah)

Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

> > D

D > >

>

Isu Strategis RPJMD Jabar
5 tahun ke depan

Kualitas nilai kehidupan dan daya saing
sumberdaya manusia

Kemiskinan, pengangguran dan masalah
sosial

Pertumbuhan dan pemeraan
pembangunan sesuai daya dukung dan da
tampung lingkungan.

Produktivitas dan daya saing ekonomi yani
berkelanjutan

ReformasBirokrasi
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Rencan@&@embangunan Ekonomi Syariah di Provinsi Jawa Barat

Sektor Pariwisata Ramah Muslim

A

Penguatan sektoBumber Daya Insani (SDM)

bidang pariwisata ramah Muslim Provinsi Je

Barat dengan dilakukannysaemyusunan modu

pelatihan pamvisata ramahMuslim, pelatihan

pariwisata ramah Muslim untuk industry d;

penerapan Kriteria Pedoman Pariwisata ran

Muslim awa Barat serta adanya sertifike

kompetensi keprofesian

Peningkatan Kualitas Destinasi Wisata rar

Muslim Bertaraf Internasiond dengan Harge

Terjangkau:

o Dilakukannya kajian infrastruktur ds
perencanaan pembangunan infrastrukt
pariwisata  ramah Muslim bertaraf
internasional

0 Penyusunan standar
ramah Muslim melalui
aplikasMuslim friemly rating

0 Kajian pakepaket wisata ramah Muslir
terintegrasi dan penyusunan paksdket
wisata unggulan

0 Penyediaan Insentif dan stimalbagi paket
wisata dan destinasi unggulan diser
sosialisasi paket wisata ramah Mus
dengan stakeholder terkait

Peningkatan Bya Saing Industri dan Ekosistt

Usaha Pariwisata ramah Muslim

0 Mendorong komitmen Kepala Daerah d
Pimpinan para pelaku usapariwisata untuk
mengembangkan pariwisata ramah Muslin

0 Penguatan rantai nilai industri pariwise
ramah Muslim

kualitas pariwisi
pengembang:

0 Pengutan kerjasarma antara lembaga
perusahaan, dan stakeholder unti
meningkatkan daya saing utamanya di sel
transportasi, akomodasi, dan dinstri
makanan dan minuman halal

Intensifikasi Promosi dan Pengembang

Kelembagaan Pariwisata ramah Muslim

0 Penguata branding priwisata ramah

Muslim melalui media sosial
0 Pembuatan platform aplikasi promosi dan
commerce industri pariwisata ramah Musli
0 Menyelenggarakan program evestent
pariwisata ramah Muslim berkelanjutan
Pembentukan programpenghargaan tingka
daerah yang dlah melalui kajian indikatol
indikator program penghargaan

Sektor Makanan dan Produk Halal

A Penguatan Regulasi dan Infragtur Produk

Halal

0 Merumuskan mekanisme standardisasi y:
efisien dan efektif baikffline dan online

0 Merumuskan kebijakan staadlisasi produk
halal

0 Sosialisasi dan implementasi kebijakan i
mekanisme standardisasi produk halal

Peningkatan Pembentukanfrastruktur Produk

Makanan dan Minuman Halal

Pembentukan dan  percepatan lemba

pemeriksa halal (LPH) produk makanan «

minuman

Pembentukan tim percepatan standarisasi pro

produksi, penyajian, dan sertifikasi jenis makal

dan minuman halal

Penetapan harga minimum dan pembiayac

sertifikasi halal pada makanan dan minuman

Pembangunainfrastruktur dan konektivitas yan

dapat memnjang pengembangan industri halal

Integrasi data system informasi halal

Standardisasi dan sertifikasi produk makanan

minuman halal

Promosi dan literasi produk halal sebagai lifest

Membuka rantadistribusi tingkat lokal, regiona

nasional, dan ternasional

Program daerah unggulan makanan dan minur

halal

Membuka rantai distribusi tingkat lokal, region

nasional, damternasional

Program daerah unggulan makanan dan minur

halal

o ldentifikasi pontesi pusatusat produk halal

0 Penyusunan strategiengembangan industt
makanan dan minuman halal daerah

0 Sosialisasi program pengembangan indu
makanan dan minuman halal

0 Pambangungan infrastruktur da
konektivitas yang memperkuz
pengemtangan industri makanan da

minuman halal

A Peningkatan Efektivitagnstitusi dan Industri

Makanan Halal

0 Menyediakan program insentif bagi pela
usaha

0 Monitoring dan evaluasi
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Sektor FesyeNuslim

A Penguatan Pasar Fesyen Muslim Jawa Barat
0 Peningkatan Kompetensi SDM (SKKNI)
0 Scaleup wirasusaha fesyen Muslim
Peningkatarawareness dan kecintaan terhad
produk fesyen Muslim
Mendorongmarket driverProduk Fesyen Muslir
0 Penguatan link and matchad peningkatan
kapasitas produksigrutama IKM)
0 Penguatan industri hulu untuk bahan ba
dan industri manufaktur fesyen Muslim
o0 Pelindungan terhadap plagiarisme dan h
cipta
o0 Pemanfaatan teknologi industri 4.0 mela
platform digital

Sektor Keuangan Siah

A Kolaborasi dan Sinergi dengsektor Halal value
chain
0 Cobrandingdengan produk kosmetik hali
dan co-marketing dengan  hald
travelpariwisata ramah Muslim Indonesia
o0 Kolaborasi dengan pembiayaan Syariah
A Pengoptimalan Kerangka Umum Kerja pi
SektorKeuangan Islam
A Kolaborasi di sektdkeuangan Islam agar dap
menyokong Sektor Industri Halal

Sektor Media dan Rekreasi Halal

Peningkatan kuantitas dan kompetensi SI
kreatif pada sektor Media & Rekreasi Halal
Peningkatan daya tarik Industri media d
rekreasi halal agar menjadindalan di pasa
nasional

Peningkatan Halal Value Literation di sektor ©
Kosmetik Halal

Sinergi pegembangan produk kesehatan d
kosmetik halal
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Program Pemerintah Daerah
di Sektor Ekonomi dafeuangan Syariah

Sektor Industri Halal

Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Sektor industri halal unggulan yang akapridritaskan pengembangannya adalah sektor makanan minuman,
pariwisata, dan fesyen. Selanjutnya, Peraturan Gubernur terkaibek syariah akamenjadi landasan hukum

untuk Kabupaten/Kota mengembangkan potensi ekonomi syariah. Selain itu, Pemerinted Jawee Barat juga

telah membentuk Konsorsium Halal Center yang terdiri dari 17 Perguruan Tinggi di Jawa Barat. Pembentukan
Konsorsium ini merugkan wujud pengembangéalal value chaitermasuk riset sains halal untuk memperkuat
perkembangan ekonomi syaln di Jawa Barat.

Program Pendukung Sekt0( Halal

Makanan dan Minuman A Sertifikasi halal produk makanan dan minuman
Halal A Serifikasi halaRumah Potong Hewan (RPH)
A Promosi perdagangan dalam dan luar negeri, Pameran
Fesyen Muslim A Festival Busana Muslimilgslim Fashion Festival Depok, Cirebon He
Festival, Subang)
A Promosi perdagangan dalam dan luar negeri, Pameran
A Peningkataneknologi industri terkait produk bersih
Pariwisata Ramah Muslim | Pembentukan Kota/Kabupaten Halal di Cirebon

Jumlah KegiataByariah/Halal

Jumlah Event Produk Daerah  Jumlah Event Produk Halal/Syariah/Islam

Makanan dan Minuman 3 2
Fesyen 3 1
Paiwisata 2 1

Sentra Sektor Industri Halal

Makanan dan Minuman Halal Fesyen Muslim

Sentra sektor makanan minuman halal diren&ana
ada di Cirebon, Depok, dan Bogor dengan
menggiatkan program sertifikasi makanan minun
halal.Pertimbangan lainnyaahwa Kabupaten Cianju
Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang, Kabup
Sukabumi, dan Kota Bandung telah menyumbang
pendapatan tebesar pada Provinsi Jawa Barat p
sektor makanan.

Sentra fesyen Muslim akan dipusatkan di Bandi
Peamerintah telah membuatblue-print perencanaan
Kota Bandung sebagai pusat bisnis busana Mt
dunia.
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Penetapan Daerah Pariwisata Ramah Muslim

A Bebeapa daerah memiliki potensi pariwisata ramah Muslim, dikarenakan kearifan lokal yarigesndahsa
Islami seperti Depok daviajalengka; wisata alam seperti Cirebon, Kuningan, Purwakarta dan Subang; dan
wisata kerajinan dan kuliner seperti Purwakarta.

A Atensi Pemerintah dalam melihat pariwisata ramah Muslim selessgting sectojuga terlihatdari deklarasi
kota halal pada Kotaepok, festival kebudayaan yang mengandung unsur Islami pada Kota Majalengka, dan
peninggalan bangunan sejarah islam pada Kothd@i.

A Potensi kunjungan wisatawan asing juga terlihat meningkat, terutama wisathusus di daerah Kabupaten
Subang, tegdi peningkatan wisatawan asing dari timur tengah untuk berekreasi wisata air.

Tahap Daftar Desa/Kabupaten/Kota Wisata ramah Musl
Sudah ada Kabupaten Halal di Cirebon
Dalam tahap perencanaan KotaBandung

Program Pendorong Pariwisata Ramah Muslim

Program Industri Pariwisata melalui kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Wisata ramah Muslim tahun 2020,
mendorong kepada hotélotel untuk melakukan pariwisata ramah Muslim, melaluhladsebagai bréut:
A Menyediakan makanan halal

Menyediakan fasilitashalat, pemberitahuan waktu azan, dan arah kiblat.

Adanya pemisahan antara kolam renang dan spa terpisah antara lelaki danysremp

Bar hotel bebas dari minuman beralkohol.

MenyediakarAkv dzZNR 'y RA {1 F Y NI K2GSt o

Menyediakan tempat wudhu yang terpisattaga pria dan wanita

Menyediakan SDM di bidang pramuwisata untuk berbahasa Arab

Menyediakan sarana berbuka puasa dan sahur.

D> D> D> >

Progam Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pendukung Sektor Halal

A Program IKRA (Industri Kreatif Syariah); Total A Desa Berdikari 8Bl Berbasis Ziswaf)
existing hasil kurasi £30 UMKM A Seminar terkaiSertifikasi Halal bekerjasama
A Program Pariwisata ramah Muslim dengan LPPOM MUI yang diikuti oleh 215 UM|
A Festival Ekonomi Syariah wilayah Jawa (FeSyar di Priangan Tinon.
A International Shria Economic Festival (ISEF) A Pendampingan kepada UMKM binaan/mitra at
A Program FUSARI (Hitasi UMKM dan Pondok klaster binaan serta Wirausaha Bank Indonesi:
Pesantren oleh Akademisi dan Praktisi) untuk mendapatkan sertifikat halalrdiembaga
A Pendampingan MKM Produk berlabel Halal terkait, berjumlah 27 UMKM
A Capacity Buildingseminar Optimalisasi & A Pendampingan IKRA terhadap 4 UMKM fesyel
Digitalisasi Ziswaf untuk pengembangan UMKM UMKM Makanan.

Sektor UMKM dan EkonoPé@santren

Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat

One Pesantren One Product (OPOP)
A Program One Pesantren One Product (OPORjlagiedgram untuk mencetglesantren mandiri melalui
pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kapasitas ekonomi pesantren npelaiogkatan
kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi dan informasi,
) peningkatan akses pasar dasilitasi akses pembiaga ‘4
A Peserta OPOP merupakan pesantren atau koperasi pesantren yang terdaftar resmi yang dibuktikan £
dengan NSPP (Nomor Standar Pondok Pesantren) atau NIK (Nomor Induk Koperasi) yang memiliki usaha.®
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skala mikro atau kecil berdasarkald Nomor 20 Tahun 2008tang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) dan belum berbadan usaha Perseroan Terbatas (PT).
A Dengn jumlah total pesantren terbanyak di Indonesia, Provinsi Jawa Barat menginisiasi ekonomi syariah

dalam berbagai sektor baik itmakanan, minuman, fesyempatobatan, pertanian, peternakan,
otomotif, dan laidain.

Program Kemitraan UMKM dan PengusatsaB

Tahap Daftar Program Kemitraan di peringkat Desa/Kabupaten/Kota
Sudah ada OPOP (sektor makanan dan minuman, fesyen, pertaiaia peternakan)
Program Wirausahawan Baru (Stap) U
Program Wirausaha Naik Kelas (Scale Up)

Kredit Usaha Mikro : Kreditedra dari CSR Bank BJB
Tahap perencanaan | Inkubator bisnis

I I

Program Pemberdayaan UMKM

Sektor Daftar Program Pendampingan
Makanan dan A Program UMKM Juara
Minuman Halal o Pendampingan selama 6 bulan;

o Fasilitasi legalitas hak merk;

o Fasilitasi pendampingan, paran dalam daerah, pameran luar
provinsi, pameran luar negeri

A Pelatihan pengolahan makan berbahan baku lokal

A Pelatiharketerampiih, olahan makanan bagi rumah tangga miskin

A Pendampingan dan pelatihan ekspor

Fesyen Muslim A Program UMKM Juara

A Pelatihan kajinan kain perca

A Pelatihan produk bersih industri tekstil

A Pendampingan dan pelatihan ekspor

Jumlah IndustrKecil 2017 2018 2019
Menengah (KM)
IKM mendapat 1,593 Unit Usaha 1,797 Unit Usaha 1,797 Unit Usaha
pendampingan
IKM mendapat 750 produk 279 produk 300 produk
pendampingan
sertifikasi halal
UMKM mendapat - - 2,500 UMKM; 100
pendampingan UMKM untuk fasilitasi
hakmerk
Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)
Program Pengembangan Ekonomi Pesantren
Jumlah Pesantren Program Pegembangan Ekononfiampirar)

35 29

p

Holding pesantren Jawa Barat Pengmbangan pengelolaan usaha sampah
Pendampingan ponpes terkait pembentuk pesantren Bina Insan MalyKabupaten Cirebon
Koperasi Primer Pengembangan usaha perikanan di PP. Kebon
Ciwaringin, Kab. Cirebon

>

p

11¢€
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A

A

>

>

Progran sosial Bank Indonesia untuk kemandir
pondok pesantren

Pengembangan usaha terpadu (sentra dur
sinapel, pengembangan rapah dan
pengembangan air minum) di PP. Sak
Mardiyah, KabupateMajalengka
Pengembangan usaha perikanan di PP. Sa
Dukupunang, Kab. Cirebon

Pengembangan usaha laundry dan bakery di P
islah Tajug, Kabupaten Indramayu

Pengembangan usaha perian terpadu
(greenhouse) di PP. Almuminin, Kabupa
Indramayu

Program Pengembangan UMKM Syariah

A

Pengembangan usaha di konvegakaian di PP
Kebon Jambu Al Islami, Babakan Ciwarir
KabupaterCirebon

Pengembangan usaha laundry di
Kabupaten Kringan

Program dalam rangka mendorong pertumbul
ekonomi serta kemandirian pesantren, di wilay
kerja Tasikmalaya. Contolanyintervensi progran
di unit usaha yang dilakukan oleh pesantreif &
bidang pertanian, peternakan, ritel, dll.
Melakukan rist terkait potensi pengembanga
ekonomi pesantren di wilayah Priangan Timur.

PP -NAn

Nama Program Detil Program
PitchingUMKM A Pelatiharpitchinguntuk UMKM
bersama Fintech A Pitching day bersama Fintech syariah
Syariah A Sosialisdagentang Fintech syariah
A Management keuangan syariah bersama Fintech Syariah
UMKM melek Bursa A Sosialisasi teéang Bursa Saham
Saham Syariah A Sosialisasi tentang sahayariah
A Bagaimana tahapan menuju IPO
A Bagaimana masuk bursa saham syariah

Sektor Keuagan Syariah

Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional)

Perbankan Syariah

Subsektor

>

syariah

>

A Mendorong upaya Pesahan
Umum Syariah (BUS) atau Spin Off selambatnya tahun 2023.
Mendorong digitésasi perbankan syariah

Mendorong perbankan syariah untuk bersinergi dengan

Detil Program
Unit Usaha Syariah (Ud@hjadi Bank

lembaga keuang

lainnya untukemperkaya produk dan jasa keuanganiapar
Meningkatkan inklusi dan literasi produk dan jasa perbankan syariah.

Bank Pembanman
Daerah

>

tahun 2020

Mendorong Bank untuk melakukan penataan struktur kepemilikan saham
(maksimal kepemilikan oleh lembaga jasa keuatejanya sebesar 40%)
selambatnya tahun 2028 untuk mengurangi dominasi kepemilikan yang dap
berdampak negative terhadap ope@sil bank

A Mendorong PDdalam pemenuhan kepengurusan dan perkuatan permodala

A Pengawasan secara aktif untuk meatile@n penyerapan profiisiko darirata
Kelola bank (GCG) berjalan dengan baik.

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan i%ipvi

Program Pengembangan Keuangan Syariah

A

A

Pemanfaatan QRIS untuk lembaga amil zakat
(Bank CIMB Niaga Syariah)

Pengembanganaknpungwirausaha BSM

A Program Gerakan Nasional Non Tunai di pond

pesantren bekerjasama dengan perbankan
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A Program pendampingan dalam rangka
pembentukan koperasi primer bagi pondok
pesantren

A Program QRIgntuk LAZISWAF bekerjasama
dengan perbankan dan penyedia jasa sistem
pembayaran

A Program pendampingan UMKiMtuk akses
layanan keuangan

Sektor Keuangan Mikro Syariah

Program Pemartah Provinsi Jawa Barat

Program Pengembangan Koperasi Syariah

Program Institusi Keuangan Mikro Syariah
Expo Pembiayaan A Kopontren AMughni
Syaiah A Kspps Bmt Barrah
A Kspps Bmt AAmanah
Bimtek Penguatan A Kbmt Tazkigarut
Usaha KSP/US®p A Bmt Ciawi Tasik
dan KSPPS/USPPS A Kspps Bmt El Tagwa
Kop A Kopontren Al Khoeriah
A Kopontren Ar Rahmah
A . YG G ¢FQF gdy
A Kspps Bmt Al Fajr

Program Otoritas Jasa Keuangan (Regional)

Program Pendampingan, Pengawasan, dan Pengembangan Bank Wakaf Mikro (BWM)
Koperasi LKMS BetkBersama Baiturrahman A Koperasi LKMS Ani&na Bergulir

Koperasi LKMS Berkah Umat Ciganitri A Koperasi LKMS Bita Amanah Umat

Koperasi LKMS Barokah Pesantren Al

Masthuriyah

> >

Program Bank Indonesia (Kantor Perwakilan Provinsi)

Program Pengembangan Kopedesi Keuangan Mikro Syariah

A Program pendampingan dalam rangka A Program pendanmipgan UMKM untuk akses
pembentukan koperagirimer bagi pondok layanan keuangan
pesantren

Program Pendampingan Koperasi Syariah
Koperasi Syariah Desk A Pertemuan rutin para palakoperasi Syariah rutin
A Konsultasi rutin setiap Kanjgsn 3.305.00 tentang koperasi Syariah
A Membantu, membina dan mendampimgbses pendirian koperasi
Syariah
A Membuat jejaring bisnis antar koperasi Syariah

12C
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Sektor Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Program BAZNAS Provinsi Jawa Barat

KategoriProgram ZIS dan Alok&sovinsi Jawa Barat

Kategori

Sosial Kemanusiaan

Pendidikan

Kesehatan

Pemberdayaan
Ekonomi

Dakwah

abrwnNBE OO, WNPRE A OWN P OO WNBRE

OO, WNPRE

Nama Program

. Layanan Aktif

. Tanggap Bencana

. Respon Kebencanaan
. Stimulan Rutilahu

. Bantuan Rutitebe

. Sosial Kemanusiaan

. Beasiswa Mulia

. Beasiswa Zakti

. Fasilitas Belajar

. Advokasi Pendidikan

. Layanan Kesehatan

. Layanan Mobil Sehat
. Siag&izi Sehat

. Sanitasi ABersih

. Stimulan Rutisae

. Advokasi Kesehatan

. Pemlerdayaan Masyarakat
. Pelatihan Produktif

. Sarana Mandiri

. Bantuan Wirausaha

. Pendampingan Usaha

. Ramadhan Ceria
. Safari Ramadhan
. Berbagi Qur'an

. Fasilitas Ibadah

. Pembinaan Imtak
. Syiar Islam

Jumlah PenerimManfaat
(jiwa)
15,335

3,294

1,906

3,245

12,801

Besar Alokasi
Penyaluran (Rp)
6,465,708,010

6,632,729,904

4,379,243,427

1,914,286,000

7,450907,846
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Program ZIS BAZNAS Provinsi Jawa [Bassth Mengatasi Permasalahan Pandemi C&id

Tipe Dampak yang Terjadi
Alokasi Penerima pada Penerima Manfaat
Nama ‘
Program MekanismePenyaluran Bantuan  Penyaluran  Bantuan/
(Rp)* Manfaat
*

Paket Penyerahan paket Sembako - - -
Sembako
Bantuan Tunai| Bantuan uang tunai - - -
Penyemprotan| PenyemprotarDisinectan di - - -
Disinfectan 1.406 lokasi
Hand Sanitizer, Pembagian 12.641 botol Hand - - -

Sanitizer
Paket Makan | Pemberian Paket Makan satyak - - -

8.150 paket
Paket APD Pemberian Paket APD Medis da - - -
Medis dan Vitamin sebanyak 4.916
Vitamin
Wastafel Pembuatan Wastafel Sehat - -
Sehat sebanyak 253 unit
Pembagian Pembagian Masker sebanyak - - -
Masker 94.661 buah
TOTAL - 35.722.48.359 450.022 -

NB: Data yang tersedia untuk Alokasi Penyaluraig@nPenerim8antuan/Manfaahanya Data Total saja
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Ganbaran
Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah Daerah

Sektor Industri Halal

Nilai Ekspor Provinsi Jawa Barat

Sektor Jumlah Ekspr (USD) % Dibandingkan dengan Total Ekspor fNtigas
Makanan dan minuman 1.181.801.167 0.0047 %
Fesyen 3.103.470.000 12.37 %
Fesyen Muslim 2.297.970 0.000009 %

Jumlah Usaliavierk dengan Sertifikat Halal pada Sektor Makanan dan Minuman (Mamin)

SektorUsaha (Tahun 2018) Sektor Usaha (Tahun 2019)

Roti 28 | Roti 27
Katering dan Restoran 84 | Katering dan Restoran 83
Tepung, Enji, and produk turunan/olahan 0 | Tepung, Kanji, and produk turunan/olahan 5
Es, es krim, dan bahdmahan pendukung 0 | Es, ekrim, dan bahatbahan pendukung 5
Susu dan produk olahaofunan susu 5 | Susu dan produk olahan/turunan susu 5
Makanan olahan, d@gng dan ungags 44 | Makanan olahan, daging dan unggas 42
Makanan olahan ikan 16 | Makanan olahan ikan 16
Makanan olahan telur 6 | Makanan olahan telur 6
Makanan ringan 61 | Makanarringan 60
Pemanis, bumbu dapur, bumbu penyedap/ 30 | Pemanis, bumbu gaur, bumbu penyedap/ 30
pelengkap pelengkap

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 41 | Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 41
Semua Usaha/Brand Tersgkiasi Halal 315 | Semua Usaha/Branikersertifikasi Halal 320

Sumber: Daftar Belanja Produk HaRIPOMMUI hingga periode MargtpriFMei 2019

Kontribusi Sektor Mamin terhadap Perekonomian Jawa Barat

2018 2017 2016 2015 2014
PDRB (Milliar Rupiah)
Mamin olahan 91,836.43 83,165.63 76,342.3 66,062.75 56,286.69
Mamin olahan, Base = 2010 66,599.38 61,985.7 58,457.97 53,215.43 48,525.06

Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb) 46,342.36 40,779.06 36,081.43 31,846.94 27,883.62

Mamin siap saji (restorakafe, dsb), Base 32,067.08 29,552.34 27,196.75 24,864.83 22,828.67
=2010

Pertumbuhan PDRB (%)

Mamin olahan, Base2010 7.44 6.03 9.85 9.67 10.59
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb), Ba 8.51 8.66 9.38 8.92 6.19
= 2010

Kontribusipada PDRB (%)
Mamin olahan 4.68 4.65 4.62 4.33 4.06
Mamin siap saji (restoran, kafe, dsb) 2.36 2.28 2.18 2.09 2.01
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Total Produksi Daging Daerah (Tahun 2017)

Populasi Ternak
Sapi Potong
SapiPerah
Kerbau

Kuda

Kambing
Domba

Populasi Unggas
Ayam Kampung
Ayam Petelur
Ayam Broiler
Bebek

Produksi Daging Ternak (kg)

405,334 | Sapi
115,827 | Sapi Impor
102,743 | Kerbau
12,928 Kuda
1,251,354 | Kambing

11,425,574 | Domba

26,166,517 | AyamKampung
15,157,182 | Ayam Petelur
122,314,586, Ayam Broiler
11,649,227 | Bebek

Produksi Daging Unggas (kg)

1,659,849
70,839,666
1,906,667
56,622
9,396,708
11,245,574

26,860,050
13,519,991

823,863,375

8,913,345

Skor Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Tahun 2018 Provinsi Jawa Barat

Akses
Komunikasi
Lingkungan
Jasa

Skor IMTI

79
46
42
56
52

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Jawa Barat

PDRB (MilliaRupiah)
Jasa akomodasi
Jasa akomodadase = 2010

Pertumbuhan PDRB (%)

Jasa akomodasi, Base = 2010

Kontribusipada PDRB (%)

Jasa akomodasi

Jumlah turis
Turis mancanegara
Turis domestik

2018 2017 2016 2015
8,298.91 7,616.07 6,932.62
6,093.07 5,733.08 5,3&.61
6.28 6.91 9.18 4.14
0.42 0.43 0.42 0.41

6,251.88
4,911.72

2014

5,838.53
4,716.36

5.08

0.42

- 1,962,639 2,027,629 4,428,094 4,984,035
- 47,992,088 56,334,706 58,728,666 59,644,070

Rating untuk Pariwisata Ramah Muslim di iRebJawa Barat

Skor Aspek
SkorAkses Udara
Kereta
Laut

Infrastruktur Jalan

Skor Aspek
5 SkorLingkungan Kedatangan Turis Muslim 5
5 Jangkaan WiFi 4
2 Komitmen terhadap 3

Pariwisata ramah Muslim

4
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SkorKomunikasi Panduan Pelancong 3 SkorJasa

Muslim Restoran Halal 5

Edukasi Pemangku 3 Masjid 5

Kepentingan

Jangkauan Pasar 4 Bandara 5

Pemandu i 5 Hotel 5

Pemasaran Digital 5 Atraksi 1
Skor Total 69
Ratarata Skor 4,06

NB: data lengkap bisa didapatkei dalam Laporan Perkembangan Pariwisata ralwtasliim Daerah 2032020

Indikator Pariwisata Ramah Muslim Provinsi Jawd Bara
Indikator Skor/Nilai Keterangan

Akses Cukup baik Terdapat akses udara, akses kereta, akses la|

dan infrastruktur jalan yangaik

Akses Udara Baik Terdapat bandaranternasional
Bandara International 2
Akses Kereta Baik Terdapat akses kereta
Jumah rute Ada Panjang 926 km, belum terinfo banyak ruteny.

melayani perjalanan kereta di daerah Jawa B:
dan sekitarnya

Akses Laut Cukup baik Terdapatpelabuhan
Pelabuhan 1
Infrastruktur Jalan Baik Kondisi jalan sebagian besar dalam kondiki b
dan layak
Jalan Provinsi 1,949 km Panjang 1,949 km, 450 km nya adalah jalan tc

Komunikasi Memiliki panduan pengunjungdukasi untuk
pemangku kepentingan, kegiatan pendukung

jangkauan pasar, pemandu tur, dan melakuka
pemasaran digital

Panduarbagi Pelancong Cukup baik Hanya terdapat buku panduan dalam Bahasa
Muslim Inggris
Eksemplar Bahasa Inggris 2 Terdapat 2 jenisksemplar
Edukasi Pemangku Kepenting: Baik Terdapat workshop pariwisata ramah Muslim
Workshop 25
Jangkauan Pasar Baik Terapat beberapa kegiatan pariwisata ramah
Muslim, terutama festival ramah Muslim
Festival Ramah terhadap 42
Muslim
Trip Keluega Ada Al Jazeerah TV, Saudi Arabia
Pemandu Tur Baik Terdapat pemandu tur yang menguasai Baha:
Arab dan Bahasa Inggris
Bahasa Arab 107
Bahasa Inggris 561
Pemasaran Digital Baik Terdapat aplikasi, web, media sosial, dan
pemasaran digital lainnya
Aplikasi 2 Google apps .
—
Website 9 /i
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Indikator
Media Sosial
Lainnya

Lingkungan

Kedatangan Turis

Wisatawan Domestik
Wisatawan Mancanegara

Jangkauan Wifi

Komitmen terhadap Pariwisata
ramahMuslim

Restoran Halal

Restoran bersertifikat halal
Outlet bersertifikat halal
Restoran/ Rumah makan
halal(selfclaimed)

Masijid
Masjid
Mushala

Bandara
Mushala
Shalat Jumat

Hotd

Hotel dengan dapu
bersertifikat halal
Hotel yang tidak
menyediakan menu babi
Hotel yang tidak
menyediakan menu babi da
alkohol

Atraksi

Situs budaya islami
Daya tarik wisata budaya
Daya tarik lokal

Skor/Nilai

3
Ada

Baik

63,298,608
155,862

Baik

Cukup baik

Baik

119
2,608
3,671

Baik
49,938
37,867

Baik

Ada
Baik

753

Baik

13
436
1,496

Keterangan
Facebook, Twitter, Instagram

Video youtube, paket wisatamah Muslim,
kampanyenfluencer

Banyak wisatawan yang datang ke Jawa Barg
Cakupan jaringan wifiya juga baiklawa Barat
memiliki komitmen untuk mengembangan
pariwisata ramah Muslim

Terdapat wisatawan domestikrda
mancanegara, namun turis mancanegara rela
lebih sedikit

90%nya Muslim

Jaringan internet di bandara gratis dan
kualitasnya bagus

Sedang menyusun strategi pengembangan
pariwisata ramatMuslim. Sudah mengadakan
beberapa konferensi, seminagrs&a mendorong
seritfikasi halal

Sebagian besar kebutuhan industri pariwisata
ramah Muslim dan hdlal yang fundamsal
seperti restoran halal, masjid, bandara, hotel,

dan atrakssudah dimiliki dengan kualitas yang
baik

Restoran dan outlet bersertifikasi halal sudah
banyak walaupun masih ada yasdfclaimed

Terdapat banyak masjid dan rhata

2 di area transit, 4 di area umum

Sudah ada hotel dengan daphersertifikat halal
dan hotel yang tidak menyediakan menu babi
dan alkohol

Tidak terinfo

Terdapat situs budaya Islami serta wisata
budaya dan lokal yang ramah Muslim

99 yang ramah Muslim
60 yang ramah Muslim

12¢




'KREKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sektor Keuangan Syariah

Indeks Literasi daimklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah

Indeks Tahun 2016 Tahun 2019
Indeks literasi keuangan Syariah (OJK) 4.7% 18.06%
Indeks inklusi keuangan Syariah (OJK) 22.3% 21.99%
Indeks literasi ekonomi Syariah (BI) - 16.9%

Profil keuangn BPD SyariatiBank Jabar Banten Syaridlijar Rupiah

2015 2016 2017 2018 2019
Total aset gross 6,440 7,442 7,714 6,741 7,723
Total pembiayaan 5,000 4,540 5,447 4,659 Belum ada
Total DPK 4,700 5,119 5,978 5,182 5,788.15
Total FDR 104.75% 98.73% 91.03% 89.85% 93.53%
Total NPF 6.93% 17.91% 22.04% 4.58% 3.54%
Pangsa pasar (%) - - - 5% 5.5%

Profil Industri Perbankan SydrigBUS) di Jawa Barktilfliar Rupiah

2018 2019

Pangsa pasar (%) 23.1% 25%
Pembiayaan berdasarkan tipasabah

Modal keja (UMKM) 4,808 5,815
Modal kerja (bukan UMKM) 2,603 2,048
Investasi (UMKM) 2,377 3,167
Investasi (bukan UMKM) 1,818 1,338
Kasumsi 12,979 14,894
NPF berdasarkan tipe nasabah

Modal kerja (UMKM) 292 260
Modal kerja (buka MKM) 4 27
Investasi (UMM) 125 119
Investasi (bukan UMKM) 13 10
Konsumsi 252 305
Total

Total aset gross 39,904 45,089
Total pembiayaan 24,585 27,561
Portfolio pembiayaan UMKM (%) 29.2% 32.9%
Total DPK 30,431 35,244
Total FDR 80.79% 77.35%
Total NPF 686 721
Total NPRE%) 2.8% 2.6%
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Profil Industri Perbankan Syariah (UUS) di Jawa Barat (@ajaaf)

2018 2019

Pangsa pasar (%) 8.5% 9%
Pembayaan berdasarkan tipe nasabah

Modal kerja (UMKM) 1,107 1,044
Modal kerjalfukan UMKM) 535 472
Investasi (UMKM) 250 259
Investasi (bukan UMKM) 647 667
Konsumsi 6,852 8,047
NPF berdasarkan tipe nasabah

Modal kerja (UMKM) 100 311
Modal kerja (bkan UMKM) - 183
Investasi (UMKM) 11 23
Konsumsi 109 145
Total

Totalaset gross 12,296 12,371
Total pembiayaan 9,391 10489
Portfolio pembiayaan UMKM (%) 14.5% 12.4%
Total DPK 7,950 7,742
Total FDR 118.13% 135.48%
Total NPF 220 661
Total NPF (%) 2.3% 6.3%

Sektor Keuangan Mikro Syariah

JumlahLKMS dan BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari OJK

LKMS Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Jumlah yang mendapat 1 4 5
pendampingan OJK
Profil Fundamental LKMS dan BWM di Bawagyd&easan OJK

LKMS dan BWM Tahun 2017 Tahun2018 Tahun 2019
JumlahLKMS yang berada di 2 5 6
wilayah daerah
Jumlah anggota LKM 40 100 120
Jumlah pegawai LKMS 9 22 26
Modal sendir{dalam Rupiah 508.5 Juta 517.5 Juta 487 Juta
Volume usah&alam Rupiah 45 Juta 301 Juta 727 Juta
SisaHasil Usahi&HUdalam 1.32 Juta 33.1 Juta 125 Juta
Rupiah
Total assefdalam Rupiah 786Juta 17,536 Juta 21,836 Juta
Ratarata pembiayaan LKMS O<n<=5ijt O<n<=5ijt O0<n<=5ijt
(dalam Rupiah 100% 100% 100%

1,25jt<n<=10jt
0%

10jt < n <20 jt
0%

125jt<n<=10jt
0%

10 jt < n <= 20t
0%

125jt<n<=10jt
0%

10jt<n<=20jt ‘
0% ‘
4
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LKMS dan BWM Tahun 2017 Tahun2018 Tahun 2019
20jt<n<=50jt 20f<n<=50jt 20jt<n<=50ijt
0% 0% 0%
>50 |t > 50 jt > 50|t
0% 0% 0%

Jumlah IKMS dan BWM yang Mendapatkan Program Pendampingan dan Pengawasan dari
Pemerintah Provinsi Jawa Barat

IKMS 2019
Jumlah IKMS yang mendapatkan program 23
pendampingan
Jumlah IKMS yang diawasi oleh Dinas (pengawasg 23

yang dimaksuddalahpengecekan laporan RAT,
kunjungan ke IKMS, dsb.)

Profil Fundamental IKMS dan BWM di Bawah Pengawasan PemeraviakiBawa Barat
KoperasByariah (KSPR$)Provinsi Jawarat

IKMS (KSPPS/USPPS, BMT, Kopontren)

Jumlah IKMS yanmgerada di wilayah kerja 23

116.720
Jumlah anggota IKMS
Jumlah modal sendiriliélam Rupiah 73.151.034.913
Jumlah volumesaha (dalam Rupiah 254.749.331.396,41

) ) ) 1.534.243.042
Jumlah sisa hasil usaltaiam Rupiah
448.169.995.228,86
Jumlah aset IKMS

Ratarata pembiayaan IKMS di Wilayah kerja O<n<=5ijt
100%
125jt<n<=10jt
0%
10jt<n<=20ijt
0%
20jt<n<50jt
0%
>50jt
0%

NB: Data untuk Volume Usaha hanya tersedia dalam bentuk Pembiayamyéta KSPPS saja

Sektor ZakaInfak dan Sedekah (ZIS)

Daftar BAZNAS Aktif dan LAZ Aktif (Rekomendasi BAZNAS)

Baznas Provinsi Jawa Barat, .KBbgor, Kota Bogor, Kota Depok, K

Sukabumi, Kota Sukabumi, Kab. Cianjur, Kab. B&laiai, Bekasi, Kal

Kerawang, Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Cirebon, Kota Cirebi

28 BAZNAS aktif dan 21 LAZ Kuningan, Kab. Majalengka, Kaliramayu, Kab. Bandung, Kab. Bandi
(RekomendaBAZNAS) Barat Kota Bandung, Kota Cimahi, Kab. Sumedang, Kab. Garut

Tasikmalaya, Kab. Ciamisb KRangandaran, Kota Banjar serta LAZ Ru
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Zakat Indonesia, LAZ Daarut Tauhid , LAZ Perkumpulan Persatuan Isl
Rumah Y#m ArRohman Indonesia, LAZ Panti Ydtidonesia Al Fajr, LA
Semai Sinergi Umat,LAZ Gema Indonesia Sejahtera,LAZ Yayasah
Rancapanggung,LAZ Rumah Peduli Umat Bandung Barat,LAZ Zakat
Persada,LAZ Indonesia Berbagi,LAZ Amal Madani IndoAZsidnsar
Masyarakat Madani,LAZ Al BumyBogor,LAZ Yayasan Zakat Sukses
Yayasan Nahwa Nur,LAZ Yayasan Rumah Amal,LAZ ¥WasisarAlKahfi
Bekasi,LAZ Yayasan Ukhuwah Care Indonesia, LAZ Yayasan Tasdiq
LAZ Yayasan Baitulmaalku

Alokasi ABD/Hibah Pemerintah Daerah kepawstitusi Pengelola Zakat yang Resmi
Daftar Alokasi APBD/Hibah Nominal Alokasi (Rp)
Hak keuangapimpinan 864,920,000
Biaya administrasi umum 82,580,000

Jumlah Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah (Rp)

Jenis Dana Tahlun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Penghimpunan Zakat
A Zakat Fitrah 9,000,000 6,435,000 2,311,750

A Zakat Maal/Harta 15,193,81,261 23,928,810,351 24,422,731,718

Penghimpunan Infak

A Infak Bebas

A Infak Teikat (termasukCSR dan
kurban)

1,099,637,154
94,560,929

463,767,338
766,791,703

890,137,180
1,537,415,706

Jumlah Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (Rp)
Jenis Daa Tahun 2017
Penyaluran Zakat 19,807,521,532

Tahun 2018
18,623,356,169

Tahun 2019
25,824,184,787

Penyaluran Infak 782,590,300 338,966,500 1,018,690,400
Jumlah Penerima Manfaat Tercatat

A Perorangan 2,086 Orang 1,870 Orang 2,874 Orang
A Yayasa/Komunitas 2,125 Orang 1,173 Orang 1,601 Orang

Besar Alokasi Penyaluran Zakat, Infak, Infak Tebi&at Sosial Keagamaainnya
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Bidang Program

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Sosial Kemanusiaan 6,662,476,100 4,545,051,053 6,478,708,00

Pendidikan 3,417,232,000 3,646,943,500 6,632,729,904
Kesehatan 2,448,043,700 4,541,055,700 4,379,243,427
Pemberdayaan Bkomi 2,168,610,500 1,840,491,000 1,914,286,000
Dakwah 5,111,159,232 4,562,534,116 7,437,907,846
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Program Penyaluran Zaklnfak, dan Sedekah di Provinsi Jawa Barat

Kategori Nama Program Jumlah Pengrima Besar Alokasi
Manfaat (Jiwa) PenyaluranRp)
1 Sosial Kemanusiaan 1. Layanan Aktif 15,335 6,465,708,010
2. Tanggap Bencana
3. Respon
Kebencanaan

. Stimulan Rutilahu
. Bantuan Rutitebe
. Sosial Kemanusiaan

4
5
6
2 Pendidikan 1. Beasiswa Mulia 3,294 6,632,729,904
2. Beasiswa Zakti
3. Fasilitas Belajar
4., Advokasi Pendidikar
3 Kesehatan 1. Layanan Kesehatan 1,906 4,379,243,427
2. Layanan Mobil Seha
3. Siaga Gizi Sehat
4, Sanitasi Air Bersih
5. Stimulan Rutisae
6. Advokasi Kesehatan
1

4 Pemberdayaan Ekonom 1. Pemberdayaan 3,245 1,914,286,000
Masyarakat

2. Pelatihan Produktif

3. Sarana Mandiri

4. Bantuan Wirausaha

5. Pendampingan

Usaha

5 Dakwah . Ramadhan Ceria 12,801 7,450,907,846
. Safari Ramadhan

.SNDBF3IAA v

. Fasilitas Ibadah

. Pembinaan Imtak

. Syiar Islam

OUTAWN P

IndeksZakat Nasional (IZN) Jawa Barat

2018 2019

Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Makro)

Regulasi Belum ada 1
Dukungan Finansial dari Pemerintah (APBN/APBD) untuk BAZNAS  Belum ada 1
Jumlah Resmi Lembaga Zakat/OPZ, muzakkinastahik 0.75 1
Rasio, Jumlah muzakki individual/jumlah rumah tangga di level Prov  Belum ada Belum ada
Rasio, Jumlahadi muzakki institusi/jumlah institusi di level Provinsi 0.75 Belum ada
Database dari institusi/lembaga zakat yang terdaftar 0.5 0,33
Totalindeks Makro 0.15 0,80

Indeks Zakat Nasional/IZN (Dimensi Mikro)

Penghimpunan 0.75
Pengelolaan 0.75
Peryaluran 0.88 1
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Pelaporan 1 1
Indeks Kesejahteraan CIBEST 1 1
Modifikasi Indeks Pengembangan Manusia (HDI) 0.75 1
Kemandirian 0.5 0,58
Institutional 0.84 1
Dampak Zakat 0.8 0,72
Total Indeks Mikro 0.82 0,83

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Zikkad Barat

2020

Indeks Literasi Zakat 73.38
Indeks Pemahaman Dasar tentang Zakat 78.53
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Zakat 63.83

Indeks Skor Literasi dan Pemahaman Wakaf Jawa Barat

2020

Indeks Literasi Wakaf 59.93
Indeks Pemahaman Dasar tergaivakaf 68.04
Indeks Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf 44.86

Sektor UMKM dan Ekonomi Pesantren

Jumlah Pesantren dengéisahaUsaha Syariah

22 Pondok Pesantren 57 Usahausaha Syarialétil di Lampirah
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Sektor Pendidikan Ekomi dan Keuangan Syariah

Perguruan Tinggi yamdenyediakan Program Studi Ekonomi dan Keuangan Syauriait

Jenjang Jumlah Program Studi tahun 2019 2018
Universitas  Nama Program Jml. Program  Jml. Jml.
tahun 2019 studi Studi Dosen Mahasiswa

Sarjana 90 Akuntansi Syariah 4 21 483 21 333
Bisnis Islam 1 8 355 8 177
EkonomiSyariah 55 343 12.464 343 7.070
Hukum Ekonomi 27 173 5.465 173 2.974
Syariah
llmu Ekonomi dan 1 10 Belum ada 10 Belum ada
Keuaman Islam
Manajemen Bisnis 5 15 623 15 413
Syariah
Manajemen Haji 2 3 36 3 22
dan Umroh
Manajemen 2 7 1.735 7 1.045
Keuangan Syariat
Perbankan 34 153 3.489 153 1.583
Syariah

Magister 5 Ekonomi Syariah 5 17 125 17 84
Akuntansi Syariah 1 - - - -
Hukum Ekonomi 1 5 187 5 177
Syaiah

Doktoral 0

AkreditasPerguruan Tinggi Dan Program Studi Ekonomi Syariaht Terkai

AkreditasPerguruan Tinggi AkreditasProgram Studi
Akreditasi
S1 S2 SX] S2 s3
AkreditasiA 7 2 - 4 - .
AkreditasB 8 1 - 30 2 -
AkreditasiC 33 1 - 49 2 -
Belum TehAkreditasi 42 1 - 48 3 -
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Peluang Investasi Daerah
untuk IndustrKeuangn Syariah

Nama Proyek Investasi Pemangku Sektor Tahapan Proyek  Nilai Perkiraan
Kepentingan Investasi Investasi (dala
Rupah)
1 Lulut Nambo Solid Waste Pemprov Jabal Infrastruktur ~ Tahap Konstruksi ~ 125,000/ton
Treatment Plant
2 LegokNangka SaliWaste  Pemprov Jabal Infrastruktur Siap untuk 3.2 triliun
Treatment Plant Penawaran
3 Jatigede Water Treatment Pemprov Jadr Infrastruktur Siap untuk 2.1 triliun
Plant Penawaran
4 Greater Bandung Railway Pemprov Jabal Infrastruktur Siap untlk 3.7 triliun
Development Penawaran
5 6 Regional Hospital Pemprov Jabal Infrastruktur Kajian Pendahuluar 350 miliarg 1.4
Development triliun
6 PublikStreet Lighting Pemprov Jabal Infrastruktur Perencanaan 200 miliar untuk
akses
7 Greater Bandung Raya Liqu Pemprov Jabal Infrastruktur Perencanaan 115.3 miliar
Water Treatment Plant
8 Greater Bandung Water  Pemprov Jabai Infrastruktur Perencanaan 2.9 triliun
Treatment Plant
9 Puncak Pass Acess Way Pemprov Jabal Infrastruktur Perencanaan 1.2 triliun
10 Patimban Rawvay Access Pemerintah Infrastruktur Perencanaan 1.1 triliun
Pusat
11 Kertajati Railway Access  Pemerintah  Infrastruktur Peencanaan 2.7 triliun
Pusat
12 Cibungurg TanjungRasa Pemerintah  Infrastruktur Perencanaan 1.9 triliun
Shortcut Railway Pusat
13 Nusawiru Airport Pemprov Jabal Infrastruktur Perencanaan 238 miliar
14  Greater Cirebon Liquid Wast Pemprov Jabal Infrastruktur Perencanaan 116.5miliar
Treatment Plant
15 Pondok Seni Pangandaran PT. Jaswita Pariwisata Perencanaan 42 miliar
Jabar
16 BlJBrransit Hotel PT. Jaswita Pariwisata Perencanaan 19.2 miliar
Jabar
17 Jahe PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 15 miliar
18 Kentang PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 9.6 miliar
19 Lemon PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 10.5 miliar
20 Kop PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 75 miliar
21 Stevia PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 20.4 miliar
22 Bawang Putih PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 6 miliar
23 Kacang PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 31 miliar
24 Paprika PT Agn Jabar Komoditas Captive Market 1.5 miliar
25 Vanila PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 1.5 miliar
26 Mangga PT Agro Jabar Komoditas Data Tidak Tersedi 5 miliar
27 Jagung PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 3.6 miliar
28 Cabai PT Agro Jabar Kanoditas Captive Market 2.5 miliar
29 Singkong PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 5 miliar
30 Nilam PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 10.8 miliar
31 Jabon PT Agro Jabar Komoditas Captive Market 10 miliar
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Nama Proyek Investasi Pemangku Sektor Tahapan Proyek  Nilai Perkiraan
Kepentingan Investasi Investasi (dala
Rupah)
32 Sengon PT Agro Jabar Komoditas Data Tdak Tersedia 8 miliar
33 Industri Tepung Tapioka PT Agro Jabar Komoditas Sedang Beroperas 5 miliar
34 Pabrikkopi PT Agro Jaba Komoditas Sedang Beroperas 10 miliar
35 Pabrik Pakan (Indigofera) PT Agro Jabar Komoditas Data Tidak Tersedii  77.3 miliar
36 Penyimpanan Sayuran PT Agro Jabar Komoditas Data Tidak Tersedii  62.5 miliar
37 Pabrik Gula Aren PT Agrdabar Komoditas DataTidak Tersedia 5.5 miliar
38 Gudang Sayuran PT Agro Jabar Komoditas Data Tidak Tersedi 6 miliar
39 Pabrik Pemrosesan Buah PT Agro Jabar Komoditas Sedang Beroperas 6 miliar
40 Unggas PT Agro Jabar Komoditas Data TidaK ersedia 3.6 miliar
41 PeternakarSapi Perah PT Agro Jabar Komoditas  Data Tidak Tersedii  199.7 miliar
42  Aklhsan Development Projec RSUD Ahsan Kesehatan Perencanaan 500 miliar
43 Kertajati Aetropolis PT BIJB Infrastruktur Perencanaan Data Tidak
Development Tersedia
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Survel UMKUsaha Mikro dan Kecil)

Makanan Minuman Olah&h
Provinsi Jawa Barat

Permasalahan Umum UMK Pengolahan Makanan
Minuman

Biaya operasional perusahaa i i sl
Pemasaran dan penjualani s emeterza
Penggunaan teknologi Y 5 el
Suplai bahan mentah dan bahan bakuCT WL
Pengembangan produk baruicioNe 1z
Kualitas dan keamanan produ Kz s iyAe7
Pergudangan KRS
Logistik untuk bahan mentah dan bahan ba K EN101Z1

Top 3 Permasalahan Aspek Biaya Operasional

Bahan baku
Gaji pegawai
Listrik, gas, dan air Y A
Teknologi
Packaging untuk produk INEEFENZ]

Pemeliharaan peralatan, mesin, dsJIFENGLZN
Sewa
Legal

Logistik dan pergudangan BRI
Suku bunga pinjaman EEFEIY

Perantara untuk mendapatkan bahan baK@iilZiee}

A4

0 Kegiatan survey dilakukan bersama IPB dan GAPPMI (bagian UMKM) dengan jumlah responden sebanyak 125-\5,.
UMK Makanan MinunmeOlahardi Provinsi Jawa Barat '
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Top 3 Permasalahan Aspek Pemasaran

Kesulitan dalam menjual produk kepada perusahaag
besar

Terlalu banyak kompetitor produk sejen 38.82%

41,18%

Harga produk kompetitif dengan kualitas terba 35.29%

Kesulitan dalam menentukan jalur penjualan yagg
efektif dan efisien

Kurang dapat memenuhi permintaan konsumen dalam
volume besar dan cepat

Kesulitan dalam menjual produk ke pasar eksp 24.71%

Tidak/kurang memahami kebutuhan dan perilal‘m

konsumen

28.24%

27.06%

Design packaging produ 20,00%

Mahalnya biaya iklan 18,82%

Program iklan & pemasaran tidak sesuai dengan tarm
konsumen

Top 3 Permasalahan Aspek Suplai Bahan Baku

Fluktuasi harga bahan bak I e
Mahalnya harga bahan bakulEE A
Faktor musiman untuk bahan baku jenis tertentilEEEEEEENE A
Kesulitan dalam mendapatkan kualitas yang baiKIIEEEEEFENZCZ]
Kurangnya akses kepada berbagai macam supilicilEENLZ]
Cukupnya ketersediaan uang kdSHENAEYLZ]

Kurangnya informasi yang benar terkait harga pa 16.77%

Kesalahan spesifikasi bahan baku pada saat bam
diterima

Keterlambatan dalam menerima bahan baklliEREEL
Kurangnya variasi jenis bahan baKBiloN£L

Rendahnya kualitas jasa logistik dari supp iG]
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Top 3 Permasalahan Aspek Transportasi / Logistik

Turunnya kualitas bahan baku selama proses pengirinjl N R -2
Menjaga temperatu;)gf;gilr?airr?baban tertentu sela
Melatih pegawai meng::;iril:ne:rr]nanan produk saat pro
Menghindari agar tidak terjadi kontaminas | GG
Menjaga fasilitas logistik agar tetap bersih dan higie (| EGcNINININNINEZRZA
Menentukan rute pengiriman yang paling efisicjj |  EGTcTcTNTNENEGEGEGE A

Top 3 Permasalahan Aspek Pergudangan

Menghindari tidak terjadi kontaminasi di baha
mentah/barang jadi 39.61%
Menjaga temperatur dan kelembaban tertentu di tempa 37 669
penyimpanan untuk bahan mentah/barang jadi ; >
Menjaga tempat penyimpanan agar tetap bersih dm
higienis
Mengatur perputaran produk secara optima 34,42%
Kurangnya/tidak adanya fasilitas untuk menyimpan ba
mentah 34.42%
Kurangnya/tidak adanya fasilitas untuk menyimpan baranm
jadi
Turunnya kualitas bahan mentah di tempat penyimpal PAH YA

Turunnya kualitas barang jadi di tempat penyimpal 22,73%
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Top 3 Permasalahan Aspek Penggunaan Barang Teknologi

Kurangnya/tidak adanya barang teknologi autom
Mendapatkan informasi mengena? barang teknolo
terbaru dengan harga terjangkau .
Pemilihan barang teknologi terbaik dengan dana terb
Pemeliharaan dan Opl)iZLb:ailllizrr: barang teknologi y
Pelatihan pegawai untlilértg)zl:ﬁrja dengan barang teknol

Mendapatkan SDM yang paham cara mengoperasi
barang teknologi 27,86%

Top 3 Permasalahan Aspek Kualitas dan Keamanan Produk

Menjaga tingkat higienis di tempat produksi dan peke Gl EEEA
Menjaga kualitas produk sesuai standar tertenfi S
Mendapatkan sertifikat halal
Memenuhi regulasi terkait keamanan prod KINNEEEEEEEEN LA
Mendapatkan sertifikat keamanan produ K AL

Memenubhi kriteria labeling produK 37,41%
Packaging yang aman dan sesuai dengan karakter 33 09%

produk

Mendapatkan masukan dari konsumen unt 20.86%

meningkatkan kualitas produk
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Top 3 Permasalahan Aspek Inovasi Produk Baru

Mengetahui variasi produk tipe apa saja yang diingin
konsumen 42.96%
Mendapatkan ide orisinil dalam pengembangan prod 42.96%

baru

Meningkatkan kapasitas produksi dalam skala be_m

dengan standar kualitas produk yang sama

Strategi pemasaran untuk produk ba 41,55%

Memeriksa selera konsumen terkait produk ba 36,62%
Memiliki resep unik yang sulit ditiru kompetito 26,76%
Menentukan harga yang pas untuk produk ba 24,65%

Biaya untuk mengembangkan produk baru terlalu mal 12,68%

Sertifikasi Produk Halal

Belum memiliki sertifikat halal 49,54%
Memiliki sertifikat halal 50,46%
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Top 1 Alasan Mengurus Sertifikasi Halal

Prinsip anda berbisnis secara Isla
Konsumen mempertanyakan kehalalan produk an
Mengikuti program pendampingan dari pemerinta
Meningkatkan omset bisnis and

Top 1 Kendala Mengurus Sertifikasi Halal

Faktor administrasi dalam mengurus sertifika 23,88%
Tidak memahami tata cara mengurus sertifikasi ha 23,88%
Kurang mendapatkan informasi mengenai prograg 20 909
program pemerintah terkait halal il
Faktor biaya untuk mendapatkan sertifikat hal 16,42%

Adanya sertifikat halal gcri]edd; akan mempengaruhi bisg 10,45%

Pembiayaan Syariah

Belum mendapat pembiayaan syarial 95,37%

Mendapat pembiayaan syarial'.63%
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Survel UMK (Usaha MikrordKecil)

Makanan Minuman Kulin€r
Provinsi Jawa Barat

Permasalahan Umum UMK Penyediaan Makanan
Minuman

Mahalnya biaya operasional usah SN A
Jumlah pelanggan yang menurun/kurang bertamb A
Rendahnya produktifitas usaha | NG
Faktor pihak perantara
Kualitas produk dan pengembangan produk balillERGLA

Kepuasan konsumen yang tidak ting 27,80%

Faktor Daya Tarik Konsumen

Kualitas pelayanan
Kualitas makanan

Harga sesuai kualitas makanafilll e e ez

Rasa sesuai selera konsumefilll e

Tempat yang nyaman

Hubungan personal yang deka il

Diskon/cashback/loyalty poin N EEY

Sertifikat halal

Proses pemesanan yang efisie izl

4

11 Kegiatan survey dilakukan bersama IPB dan GAPPMI (bagian UMKM) dengan jumlah responde@®tbanyak 4
UMKMakanan Minuman Kulingii Provinsi Jawa Barat £ ﬂi
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Top 3 Permasalahan Aspek Biaya Operasional

EQEGREo 0 8400]
Gaji pegawai I ST
Sewa IR
Pemeliharaan dapur, dsb I NoPAZa
Teknologi mEWmZELY

Bahan mentah yang tak terpakailiom:y
Legal MEEOmIGL

Bahan mentah yang busuk meRezLz
Pelatihan pegawai meHEY,

Perantara untuk mendapatkan suplai bahan bakursssx
Food delivery dari pihak ketigama126%

Suku bunga pinjaman B126%

Top 3 Permasalahan Aspek Produktifitas Usaha

Pegawai kurang/tidak produktif I T
Mengelola rumah makan secara manugil 0
Meningkatkan kualitas masakan & praktik bisriSHEEEy 07

Kesulitan dalam peningkatan kompetensi pegawailE ey

Kesulitan dalam mendapatkan/mempertahankan pegavi@ilEr e ez
Peralatan yang sudah lama dan tidak efisi €l 117
Kurang/berlebih terkait jumlah bahan bakiEEEEEEEEY LA
Lamanya waktu proses pemesanan makarianiy wrez

Kurang efisien dalam proses dokumentasi bw

pembayaran
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Top 3 Permaslahan Aspek Pemasaran

Terlalu banyak kompetitor di lokasi usalic T
Mahalnya biaya iklan Y- YA
Konsumen baru tidak menjadi konsumen seficlllllE N ELA
Konsumen baru tidak mau mencobzilE N Az
Lokasi restoran tidak menariEENELZ]

Program iklan dan pemasaran tidak sesuai dengan targe 20 43%

konsumen
Kurangnya/tidak ada jasa caterin RN

Konsumen lebih banyak datang hanya jika
diskon/cashback m

Konsumen memberi feedback yang buruk di social me@ieeleye

Mahalnya biaya pengantaran makandii{eNek

Top 3 Permasalahan Aspek Suplai Bahan Baku

Fluktuasi harga bahan bak 73.00%

Mahalnya harga bahan bak 70.67%

Faktor musiman untuk bahan baku jenis terten 39.00%

Kesulitan dalam mendapatkan kualitas bahan baku yang
baik dari pensuplai

Kurangnya akses kepada berbagai macal
pensuplai/supplier dengan jaringan yang Iugmg%

28.67%

Kurangnya variasi terkait jenis bahan baku dari pensupi@Ner£Z

Kurangnya informasi yang benar terkait harga pasar u
bahan baku [wm

Cukupnya ketersediaan uang kdSiN¥i

Keterlambatan dalam menerima bahan mentah/baKEEER

Kesalahan spesifikasi bahan baku pada saat baw
tersebut diterima dari pensuplai ‘

Rendahnya kualitas jasa logistik dari pensuil&i
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Top 3 Permasalahan Aspek Pelayanan Pelanggan

Konsumen menunggu lama untuk makanan yang mergka 65 20%

pesan

Konsumen komplain mengenai kesalahan makanan yang 44.59%

mereka pesan

Kesulitan dal t ja dan k ad
esulitan dalam mengatur meja dan konsumen s 41 89%

rumah makan penuh

Kurangnya pegawai dalam melayani konsu 41.55%

Konsumen mengantri saat memesan/memba 35,81%

Konsumen komplain mengenai daftar menu yang tidak_m

to date

Kurangnya meja dan kurs 29.39%

Top 3 Permasalahan Aspek Pengembangan Produk Baru

Mengetahui variasi produk-produk tipe apa saja yarg
diinginkan konsumen

Memeriksa selera konsumen terkait produk bal 48,32%
Mendapatkan ide orlsml;I dalam pengembangan prod 43 .62%
aru
Meningkatkan kapasitas produksi dalam skala besa 39.93%

dengan standar kualitas produk yang sama

49,66%

Strategi pemasaran untuk produk ba 38,93%
Menentukan harga yang pas untuk produk ba 30,87%
Memiliki resep unik yang sulit ditiru kompetito 27,18%

Biaya pengembangan produk baru mal 15,77%
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Sertifikasi Produk Halal

Belum memiliki sertifikat hala 65,73%

Memiliki sertifikat halal 34,27%

Top 1 Alasan Mengurus Sertifikasi Halal

Prinsip anda berbisnis secara Islal 54,37%

Konsumen mempertanyakan kehalalan produk a 20,39%
Mengikuti program pendampingan dari pemerintg 14,56%

Meningkatkan omset bisnis and@tefyZil%

y
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Top 1 Kendala Dalam Mengurus Sertifikasi Halal

Tidak memahami tata cara mengurus sertifikasi hé 25,77%
Kurang mendapatkan informasi mengenai program
: . 25,77%
program pemerintah terkait halal
Faktor administrasi dalam mengurus sertifika 22,16%
Adanya sertifikat halal ggzl;akan mempengaruhi bisqis 14.95%

Faktor biaya untuk mendapatkan sertifikat ha 9,28%

Pembiayaan Syariah

Belum mendapat pembiayaan syaria 96,85%

Mendapat pembiayaan syarialla,ls%
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Praktik Terbaik dan Studi Kasus Unik
Sektor Ekonmi dan Keuangan Syariah Daerah

PraktikPraktik TerbaikRest Practicedan Kasus Unik
pada Industri Halal di Provinsi JaBarat

Prof. Dr. Ir. Sudarso Kaderi Wiryono,®
Oktofa Yudh&udrajad, Ph®
Aang Noviyana Umbara, M3

Industri halal merugkan arus perekonomian baru yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain karena mayoritas populasinya memgagama islam, terjadi pula peralihan gaya hidepjadi lebih sadar

akan label halal dahayyih Dilansir dari LaporéBtate d the Global Islamic Econoniglanja total untuk industri

halal yang mencapai 218,8 dollar AS pada Tahun 2017. Kini, ihdlsdtfihdonesia menjadi cerplasar yang
potensial dan terus berkembang. Oleh karenanya, penting untuk mempersiapkan diri gamakae peluang
menjadi produsen produk halal pasar Muslim dalam negeri.

Berbicara mengendiest practices)Jawa Barat mengejantahkan gaung industri hbldalam Misi Jawa Barat

Tahun 2018023 yang keempafy Y SY Ay 31 I (1 F Y LINE R dz]ndrii dhdatiyang seitteya dahl & I & I
I R AViisideisebut mengemban prioritas pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi. Makna ngirgaat

tidak hanyaterbat & LJ- R OF { dzLJ-y F 3L YL A&tk YXI yIYdzy £ S0AK f dzl &
a 0 I y BBIE 2019). Lantas, misi tersebut dikonkritkan berupa program pembangunan daerah seperti
Millennial Juara, Budaya Juararaldisaha Juara, dan EkonomidifeJuara. Dengan demikian, produk kebijakan

ekonomi umat yang dikembangkan melalui industri ltalddwa Barat selaras dengan misi dari hulu dan mampu
diintegrasikan dalam program pembangunan di hilir.

Kebijakan terkait ohustri halal ini diharapkan s&ra riil mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB), Kontribusi Pariwisata terhadB®®RB, Laju Pertumbuhan Sektor Industri, dan Laju Pertumbuhan Sektor
Perdagangan. Lebih jauh lagi, pengembangan industri hlagahpkan mampu menimbulkanultiplier effect

seperti Produk Domestik Bruto Indonesia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, berkurangrey&kemgikinan juga

angka pengangguran, menguatnya nilai tukar rupiah, menurunnya angka inflasi dan perolehan penghargaan
ekonom syariah baik pada level nasal maupun internasional. Sebagai bentuk evaluasi kinerja, indikator yang
dipilih merupakan indikat ekonomi yang dapat terukur dan terlingkup dalam 29 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jaa Barat telah mengkaji dan mgisun peta jalan pengembangan kebijakan ekonomi syariah untuk
20202025 melalui studi lapangan, say, dan analisis data sekunder terkait sektor industri halal. Studi lapangan
dilakukan di seluruh Kota dan Kabupaten Provasa Barat untuk memetakanaapang kini direncanakan dan

apa yang telah dilaksanakan terkait dengan kebijakan ekonomi syamedy Silaksanakan pada pemangku
kebijakan untuk menentukan sektor industri halal mana yang harus diprioritaskan melakiarsgéus Group
DiscussiofFGD) dan penentuan prioritas dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Kemudian analisis
datasekunder yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mengenai sektor industri halal.

2 Guru Besar, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung /4
B DosenSekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung
1 AlumniSekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Tekn@agdurgy
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